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MASALAH 1

Masih rendahnya komitmen pemberantasan korupsi
Manajemen kinerja belum maksimal

Penataan kelembagaan belum efektif

Tata-kelola pemerintahan belum bagus

Manajemen personalia belum baik

Inefisiensi anggaran

Rendahnya budaya kerja

Manal_jemen pelayanan kurang maksimal, masih ada
pungili.
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= Thoha 2003:
+ KKN
Pelayanan publik
Produktivitas, efektivitas, efisiensi
Tranparansi, akuntabilitas

= Mufiz 1986:
Rasionalitas, impersonalitas, hierarkhie beriebihan
Menyeleweng, trained incapacity
Red tape:
Taat-mekanis pada aturan, formalitas berlebihan
Terjebak pada rutinitas, menunda, mandek
Kaku, menolak berubah tanpa alasan

Suwitri dkk. 4.3, 14-5
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Budaya kinerja Organisasi
belum terbangun WS .
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AREA PERU I HASIL YANG DIHARAPKAN

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
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(Manajemen )
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Konversi Area Perubahan RB Menjadi Area
Perubahan Jiwa / Semangat Pegawai

8 Area Perubahan RB Jiwa / Spirit Pegawai
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Grand Design Reformasi Birokrasi

2013 l

Telah terwupud tats pemerintahan yang badk
ga » varg
profeions! berintegr das Linggs, menjad
pelayan mavyasrabat dan abdi negars

TUJUAN untuk memberikan arah kebijakan tak ret i

P

birokrasi 1 kurun L 2010-2025 agar pelaksanaan

reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara
efektif, elisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan
berkelanjutan. i s

https://www.slideshare net/DadangSolihin/2013-027-grand-designrb

ARAH 1
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+ Mengawal demokrasi, mencapai tujuan
bersama (politik, negara)
+ Adil, tidak diskriminatif
=« Negara-pejabat = negara-pelayan
+ Pelayanan publik
+ Efektif, efisien
+ To do the right thing, to do the things right
+ Networking
+ Enterprenuership
+ Kurangi hegemoni, intervensi



ARAH 2

+ Kreatif, works better, cost less, high quality

+ Orientasi outcomes: bermutu, murah, reliable,
predictable, memberdayakan

+ Fleksibel, ramping, mau belajar
+ Kompensasi dan karir terkait kKinerja

Suwitri dkk. 419-25

(Rangkuman Pfiffner/Presthus, Wilson, O'Toole, Osborn, Effendi, Gore,
Kasim, Balk -SW)

PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY

RULE BASED
BUREAUCRACY

Roadmap Menpan 2015: 3
14

BIROKRASI BERORIENTASI KINERJA

» Berorientasi outcomes: efektif, efisien, ekonomis

» Semua instansi menerapkan manajemen Kinerja
dengan menerapkan sistem berbasis elektronik
(untuk memudahkan pengelolaan data kinerja)

» Setiap individu pegawai memberikan kontribusi
yvang jelas terhadap kKinerja unitnya. unit di atasnya
hingga organisasi keseluruhan.

Setiap instansi berkontribusi terhadap kinerja
pemerintah secara keseluruhan.

Roadmeap Menpan 2015, diubah e



REFORMASI PENDIDIKAN DI AKADEMI MILITER
MELALUI PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI

Oleh
Kolonel Inf Efran Herryanto, SH.
Kaprodi Administrasim Pertahanan Akademi Militer Magelang

Abstrak

Tuntutan kualitas sumber daya manusia menjadi sesuatu yang amat penting
ketika globalisasi dengan segala pengaruhnya memunculkan tantangan yang
amat kompleks dan sulit terprediksi. Negara ini membutuhkan anak bangsa
dengan basis perjuangan dan etos kepemimpinan yang tangguh baik dari
kalangan militer maupun kalangan sipil. Disinilah terlihat adanya peran
strategis Akademi Militer sebagai sebuah lembaga pendidikan yang
menghasilkan perwira yang disiapkan sebagai calon pemimpin TNI AD di
masa akan datang. Reformasi pendidikan di Akademi Militer dengan
membentuk Program Studi yang disertai pembuatan tugas akhir, pengayaan
ilmu militer dan ilmu pengetahuan ilmiah dalam berbagai dimensi ilmu akan
mendorong Taruna berpikir komprehensif, holistik dan integralistik yang
melahirkan para pemimpin TNl AD yang akan dapat memenuhi kualifikasi,
akseptabilitas, legalitas memiliki visi yang jauh ke depan serta kemampuan
mengantisipasi perubahan dengan tetap berpegang teguh terhadap jati
dirinya sebagai seorang prajurit TNl AD, undang-undang dan Pancasila,
hukum dan demokrasi. Dengan demikian para perwira akan memiliki bekal
dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang mantap, sehingga
memungkinkan bagi mereka untuk memimipin kesatuan yang akan berhasil
dalam mengemban tugas yang diberikan negara.

Kata Kunci : Reformasi Pendidikan, Program Studi
| Pendahuluan

Realitas kehidupan masyarakat senantiasa berjalan seiring dengan
peradaban manusia. Bergulirya proses globalisasi telah memunculkan
ancaman yang bersifat kompleks dn sulit terprediksi yang pada akhirnya
mampu menghancurkan pertahanan di setiap bangsa Indonesia dalam
semua bidang kehidupan. Dahsyatnya paradigma ini, yang dengan berbagai
cara khususnya cara non fisik telah mampu merebut hati dan pikiran setiap
individu dalam berbangsa. Bahaya ancaman global ini pada akhirnya

menyerang sistem nasional suatu negara dari seluruh aspek kehidupan.



Termasuk menyerang sistem berpikir manusiannya terutama para pemimpin
dan tokoh serta kalangan intelektual dan insan media masa.
(Seskoad,2004:11)

Pemahaman diatas, mengisyaratkan bahwa perang telah
bermetamorfosis tidak hanya identik dengan senjata dan kekerasan fisik saja
tetapi perang juga dimaknai secara luas yang menitik beratkan kepada cara
non fisik. Pemaknaan perang di era global saat ini dimaknai sebagai human
security yang menjadi embrio dari rapuhnya ketahanan nasional. Model
perang ini lebih luas, lebih halus , lembut gerakannya, lebih canggih metoda
dan sarana yang digunakan serta lebih mendasar sasarannya. Dengan
demikian, dapat dikatakan disini bahwa Untuk menguasai suatu negara atau
memenangkan suatu perang tidak harus datang ke wilayah teritorialnya untuk
berperang secara fisik akan tetapi dapat melalui penguasaan non fisik yaitu
menyerang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Tentunya, kesalahan dalam
merespon ancaman global akan mengarah kepada komplikasi permasalahan
negara yang semakin rumit dan mengantarkan kepada perpecahan bangsa
yang bermuara kepada penderitaan masyarakat.

Ketika kondisi diatas, sudah semakin terasa di Indonesia, maka
bangsa ini memerlukan pemimpin yang cerdas dalam arti luas baik yang
berasal dari kalangan sipil maupun militer. Berbagai kondisi inilah yang
kemudian menyebabkan Akademi Militer sebagai lembaga pendidikan yang
menghasilakan perwira sebagai calon pemimpin masa depan TNI AD akan
punya peran yang sagat penting dan strategis untuk menyiapkan para Taruna
agar mampu mengahadapi tantangan global. Lebih jauh keseriusan Akademi
Militer untuk menyiapkan Taruna dilakukan dengan menata kembali sistem
pendidikannya dengan merubah kurikulum pendidikan dari D3 non gelar
menjadi D4 dengan memakai gelar Sarjana Terapan Pertahanan (S.T,Han).
Disisi lainnya perubahan kurikulum tersebut sebagai wujud nyata dari
tuntutan reformasi masyarakat Indonesia kepada TNI AD untuk terus

berbenah diri, berkonsolidasi dan melanjutkan reformasi internal TNI AD



menuju menuju postur yang professional, modern dan berwibawa
(Mulyanto,2007:17)

] Menyiapkan Pengembangan Taruna Akmil Melalui Perubahan
Kurikulum Dengan Membentuk Progam Studi

Didasari oleh latar belakang diatas, maka akan penulis coba
merefleksikan pada aktivitas dari Akademi Militer sebagai agen pembaharuan
dalam menanamkan semangat reformasi dan nilai-nilai demokrasi dengan
melakukan perubahan kurikulum dari D3 non gelar menjadi D4 yang bergelar
Sarjana Terapan Pertahanan (S.T.Han). Dalam kondisi ini, Taruna sebagai
bahan dasar sebagai proses pendidikan perwira TNl AD diharapkan tidak
hanya menguasai perilaku, karakter, tehnologi, ilmu pengetahuan dan
ketrampilan  dibidang militer saja akan tetapi juga memiliki wawasan
intelektualitas di bidang lain. Pemahaman ini di ilhami bahwa konsep
profesionalitas di negara ketiga telah berkembang dalam keadaan perang
semesta (total war). Ancaman perang ini tidak hanya datang dari luar batas
negara seperti perang fisik dengan menggunakan senjata tetapi juga
ancaman yang datang dari dalam negara seperti gerakan komunis,
kemiskinan, kebodohan serta kesenjangan yang terdapat dalam bidang
sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, militer kalangan professional
baru akan lebih banyak mengemban tugas mengatasi ancaman dari dalam
negara dibandingkan tugas ancaman yang berasal dari diluar negara Oleh
karena itu, diperlukan tidak saja kemampuan militer yang kuat sebagai tugas
pokok nya akan tetapi juga kecerdasan intelektual yang kuat untuk dapat
berpikir kritis. (Muhadijir Effendi, 2010:65)

Perubahan kurikulum dengan membentuk berbagai program studi juga
merupakan upaya menjawab tantangan masa depan yang ditandai oleh
persaingan global yang semakin tajam maka kualitas sistem pendidikan
Akademi Militer harus dikembangkan bukan hanya dalam penataan
komponen pendidikannya akan tetapi juga di dalam pola pengembangan dan

implementasinya. Pendidikan Akademi Militer diharapkan akan lebih terbuka



dan responsif terhadap pengetahuan dan sosial budaya di luar dunia militer.
Dengan adanya keterbukaan Akademi Militer yang dilakukan terhadap sistem
pendidikan nasional, maka pengelolaan Akademi Militer diharapkan akan
lebih berkembang melalui jejaring yang dibangun bersama Perguruan Tinggi
bertaraf nasional bahkan internasional. Melalui jejaring yang luas diharapkan
mampu merubah citra TNl AD dari yang bersifat tertutup, konservatif dan
ekslusif menjadi lembaga yang terbuka, modern, dinamis, professional dan
berwibawa, baik di mata masyarakat Indonesia, regional maupun
internasional.

Lebih jauh dari itu, perubahan kurikulum tersebut juga diharapakan
tidak saja mampu memodernisir pola dan cara berpikir Taruna akan tetapi
juga mempelajari garis besar teori yang dimaksudkan sebagai proses yang
memungkinkan para Taruna belajar untuk memikirkan dan menganalisa
berbagai permasalahan yang dihadapi. Termasuk menerapkan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi serta ketrampilan yang dimiliki untuk
menghadapi tantangan yang ada. Disebabkan kenyataan yang ada dimedan
penugasan seringkali menuntut kesiapan para perwira dalam menaganalisa
situasi yang penuh ketidak pastian.

Walaupun diakui bahwa penataan sistem pendidikan dengan
mengadakan perubahan kurikulum memang tidak semudah rumusannya.
Akan tetapi, untuk meningkatkan relevansi, efisiensi dan kualitas pendidikan,
Akademi Militer, harus berani melakukan berbagai inovasi dalam arti luas,
yang perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Tanpa
adanya inovasi yang sistematis, mustahil sistem pendidikan TNl AD akan
berhasil menyentuh dan memecahkan berbagai permasalahan pendidikan.
Kurikulum D4 Dengan Program Studi

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk membina
kepribadiannya sesuai dengan nilai dalam masyarakat, sehingga konsep
pendidikan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan

dalam kehidupan masyarakat dan apabila tidak sesuai dengan dengan



tuntutan masyarakat yang akan datang, maka akan cepat out of date (usang).
Oleh sebab itu, untuk memenangkan percaturan global seperti yang terjadi
sekarang ini, maka berbagai upaya perbaikan kurikulum merupakan suatu
keniscayaan yang tidak dapat ditolak oleh lembaga pendidikan dimanapun.
(Suyanto Djihad,2000::35).

Dalam membangun sistem pendidikan, maka kurikulum akan
menempati posisi sentral dalam rangka menghasilkan hasil didik yang
optimal. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Klein dalam Darkir (2004:15)
yang mengemukakan bahwa “kurikulum menempati posisi sentral dalam
upaya pencapaian keberhasilan tujuan pendidikan”. Sadar akan pentingnya
kurikulum dalam menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan, maka
kurikulum Akademi Militer yang disusun harus mengedepankan pengetahuan
militer sebagai tugas utamanya tanpa harus mengesampingkan ilmu non
militer disebabkan keluaran yang didik oleh Akademi Militer adalah perwira
yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin bukan seorang pekerja atau
tehnisi sehingga kemampuan daya analisa sangat diperlukan..

Keseriusan  Akademi  Militer tersebut diwujudkan dengan
memberlakukan kurikulum D4 dengan membentuk program studi disusun
dengan heavy millitery yaitu kolaborasi antara materi ilmu pengetahuan
militer sebesar 70 % dan 30 % materi ilmu pengetahuan non militer dan
kewajiban Taruna menulis tugas akhir sebagai konsekuensi gelar Sarjana
Terapan Pertahanan (S.T.Han) yang akan disandangnya. Berangkat dari
pemahaman diatas, berikut ini akan diuraikan konstribusi dari ilmu militer,
tugas akhir dan ilmu non militer dalam menyiapkan Taruna menjadi perwira
yang professional, berkarakter dan di cintai rakyat.

1. Konstribusi ilmu militer

Tidak dapat diragukan lagi bahwa pemberian materi ilmu militer
akan sangat penting bagi Taruna dalam menyiapkan tugasnya sebagai

Danton di satuan dimana tempatnya bertugas. Kemampuan dan

ketrampilan militer harus menempati prosentase yang sangat tinggi
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dalam kurikulum untuk dikuasai disebabkan profesi Taruna sebagai
kekuatan utama pertahanan yang siap bertempur dengan menguasai
taktik dalam berperang dan trampil menggunakan alutsista tempur.
Disamping itu, penguasaan ketrampilan dan pengetahuan ilmu militer
harus dikuasai oleh taruna disebabakan adanya tuntutan awal
tugasnya sebagai danton yang notabenenya adalah pemimpin pada
tingkat bawah akan lebih sering terjun langsung dan pengendali
langsung pada bawahan sehingga harus menjadi dapat memberikan
solusi apabila terjadi kesulitan.
2. Konstribusi ilmu non militer

llImu pengetahuan non militer akan dapat memberikan
pengayaan wawasan pengembangan kemampuan berpikir yang
didasari etika moral dan spiritual. Konstribusi ilmu ini tidak langsung
membingkai ilmu militer artinya bahwa ketrampilan dan ilmu
pengetahuan militer tidak mungkin di implementasikan secara terpisah
tanpa kolaborasi ilmu yang lain seperti ilmu sosial dan ilmu eksak.
Disadari atau tidak bahwa muatan ilmu lain non militer pada kurikulum
Akademi Militer telah mewarnai pola perilaku, sikap, loika berpikir dan
cara bertindak bagi para perwira alumni Akademi Militer. limu lain
diluar ilmu militer sangat berperan dalam mengembangkan wawasan
dan memperluas pola berpikir sehingga membebaskan taruna dari
belenggu keterkungkungan dan ketertutupan yang terkadang
merupakan side effect dari proses pendidikan yang militer pada
umumnya. Hal ini sangat dirasakan ketika Taruna berinteraksi dengan
komunitas yang sebaya/sejajarnya (mahasiswa/mahasiswi) di lembaga
pendidikan tinggi non militer. Suasana keterbukaan memfasilitasi
mereka untuk dapat mengakses semua perkembangan pada segala
aspek kehidupan manusia dalam skala nasional maupun internasional.

Tanpa berbekal ilmu pengetahuan lain di luar militer, perwira

alumni Akmil akan menjadi perwira yang hanya sebagai robot dalam
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suatu institusi militer tanpa dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi
di luar kemiliteran. Sementara realitas yang ada sekarang, para militer
tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran dan dukungan komponen lain.
llImu pengetahuan non militer bukan ilmu pengetahuan yang
dogmatis. Ini berarti bahwa ilmu tersebut berubah sesuai dengan
perkembangan masyarakat. llmu pengetahuan sekarang berkembang
sedemikian cepat dan menjadi tuntutan yang harus diikuti untuk
segera di transfer ke Taruna agar mereka tidak ketinggalan informasi,
Dinamika seperti ini sangat penting untuk mengkonstruksi sosok
kepemimpinan yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan
tugas dan situasi baru yang dihadapi beserta tehnis dan perilaku
kepemimpinannya.
3. Konstribusi tugas akhir

Pembuatan tugas akhir merupakan suatu penelitian karya
tulisan ilmiah yang harus disertai dengan dasar pemikiran berupa
teori ilmu militer maupun non militer dan metode yang jelas untuk
melihat berbagai permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini tugas akhir
akan berperan sebagai pisau analisa dalam mempertajam daya nalar
untuk memecahkan berbagai persoalan secara komprehensif dan
holistik khususnya dalam penerapan kepemimpinan, permaslahan
tekhnis, pengambilan keputusan dan pengetahuan tentang kebijakan
publik sehingga akan membiasakan Taruna dapat mengambil
keputusan yang taktis dan tidak tumpang tindih sehingga akan
memberikan resiko kerugian khususnya kepada organisasi dan negara
dalam konteks yang luas. Pada akhirnya pengetahuan tugas akhir
akan memperkaya perbendaharaan pengetahuan, membuka serta
memperluas wawasan cakrawala berpikir menjadikan Taruna peka
menangkap segala fenomena / gejala sosial yang muncul di
masyarakat. Yang dalam jangka panjang tugas akahir akan

membentuk para Taruna menjadi calon para perwira akan dapat
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memenuhi kualifikasi, akseptabilitas, legalitas memiliki visi yang jauh
ke depan serta kemampuan mengantisipasi perubahan dengan tetap
berpegang teguh terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI AD,
undang-undang dan Pancasila, hukum dan demokrasi. Dengan
demikian para perwira akan memiliki bekal dan kemampuan untuk
mengambil keputusan yang mantap, sehingga memungkinkan bagi
mereka untuk memimipin kesatuan yang akan berhasil dalam
mengemban tugas yang diberikan negara.

Yang perlu menjadi kesadaran kita bersama, bahwa fanatisme
keyakinan pada salah satu dimensi militer saja akan menutup diri dari ide-ide
lain serta rendahnya kemampuan melihat dari berbagai dimensi dalam
menyelesaikan persoalan. Sistem keyakinan yang tertutup ini biasanya
disebabkan oleh kurangnya wawasan dan informasi sehingga seseorang
mengalami fiksasi (perasaan terikat secara berlebihan) pada salah satu
keyakinan saja yang sering juga disertai penilaian negatif terhadap yang lain
Pada akhirnya akan membawa seseorang dalam suatu keterasingam,
ketertinggalan bahkan kehancuran ketika orang tersebut tidak mau
membuka diri untuk berubah menyesuaikan perkembangan jaman.
Disebabkan sesuai dengan perkembangan sistem perang yang terjadi di era
global seperti yang sekarang ini, dimana kemenangan tidak hanya ditentukan
oleh sistem persenjataan dan taktik tempur militer saja tetapi jiga ditentukan
oleh tehnologi informasi, media masa, propaganda, diplomasi dan kondisi lain
seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan berbagai faktor lain. Dalam hal
inilah konstribusi ilmu di luar militer menjadi sangat penting kepemilikannya.
Kemampuan persenjataan dan taktik bertempur yang signifikan tidak cukup
memberikan peluang kemenangan dalam suatu konflik pada taraf all out war
(perang habis-habisan) jika tidak dibarengi dengan kemampuan berpikir kritis
dalam perhitungan kalkulasi secara ekonomi, politik, sosial maupun

matematika.
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Pada akhirnya, dengan adanya wacana sistem pendidikan D4 dengan
membentuk program studi yang difokuskan kepada “heavy  military”’
selayaknya kita dukung dengan pertimbangan bahwa perwira remaja
Akademi Militer memang harus professional dalam kemiliteran, namun bukan
militer yang otoriter artinya bukan milter yang hanya mengandalkan kekuatan
dan kekuasaan saja tetapi militer yang idealis dan penuh daya inovasi,
humanis, berpikir jauh ke depan dan berpihak kepada kepentingan
masyarakat luas. Perlu adanya komitmen dan persamaan persepsi dari
para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan TNI AD untuk bersama-
sama meyakini manfaat yang akan diperoleh bagi pembentukan
kepemimpinan TNI AD dimasa yang akan datang agar lebih memberikan
kontribusi bagi tidak saja kejayaan kelangsungan hidup organisasi TNI AD
tetapi juga negara dan masyarakat Indonesia yang kita cintai.

Il Penutup

Out put yang di hasilkan oleh Akademi Militer adalah Perwira yang
disiapkan menjadi pemimpin sehingga aksioma yang barangkali dapat
menjadi bahan refleksi adalah tentang kepemimpinan yang umum dan dapat
diterima baik dari kalangan teoritisi maupun praktisi adalah semakin tinggi
kedudukan seseorang dalam hirarkhi kepemimpinan organisasi, ia akan
semakin dituntut untuk mampu berpikir generalis dengan pendekatan yang
holistik, sedangkan bawahan biasanya bersifat atomistik atau spesialis. Untuk
memahami persepsi yang holistik menuntut pengetahuan yang luas dari
disiplin pengetahuan ilmiah yang ada kaitannya dengan tujuan, strategi,
rencana dan kegiatan institusi yang dipimpinnya. Apalagi di era global
sekarang ini tidak hanya professional dalam militer akan tetapi juga sangat
menuntut kesiapan perwira dalam situasi yang kompleks dan penuh ketidak
pastian.

Keterbukaan sistem pendidikan Akademi Militer dengan membentuk
program studi dan memberikan gelar Sarjana Terapan Pertahanan (S.T.Han)

kepada Taruna merupakan suatu langkah kemajuan yang memerlukan
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keyakinan dan komitmen oleh semua pihak agar kebijakan yang dilakukan
saling mendukung dan berlanjut hingga pada akhirnya harapan untuk
menciptakan Taruna menjadi perwira yang disiapkan  menjadi calon
pemimpin TNl AD yang akan dapat memenuhi kualifikasi, akseptabilitas,
legalitas memiliki visi yang jauh ke depan serta kemampuan mengantisipasi
perubahan dengan tetap berpegang teguh terhadap jati dirinya sebagai
seorang prajurit TNl AD, undang-undang dan Pancasila, hukum dan
demokrasi. Dengan demikian para perwira akan memiliki bekal dan
kemampuan untuk mengambil keputusan yang mantap, sehingga
memungkinkan bagi mereka untuk memimipin kesatuan yang akan berhasil

dalam mengemban tugas yang diberikan negara..
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MENINGKATKAN DAYA SAING TNI AD DI MATA DUNIA
MELALUI REFORMASI BIROKRASI MENUJU TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK

Oleh: Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin.

Ketua Program S-2 Magister limu Politik, Dosen Senior pada Departemen
Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang. Email:
tegquhyuwonos@gmail.com

Dalam perspektif ilmu politik, daya saing tidak hanya berbicara dalam
konteks produktivitas dan efisiensi sebuah korporasi atau negara, teaapi juga
berbicara bagaimana tata kelola pemerintahan yang dihasilkan harus
menciptakan suatu kondisi dimana stakeholders memiliki apresiasi yang baik
dan kompetitif. Daya saing oleh apra ahli sselama ini slalu merujuk pada
daya saing ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Banyak pemeringkatan
global yang dilakukan menyangkut daya saing ini, akan tetapi sebagian besar
berbasis pada economic standing point. Dimana standar scara ekonomi dari
suatu daya saing adalah produktivitas, efisiensi dan efektivitas dari suatu
korporasi ekonomi sehingga memungkinkan investor (khususnya investor
asing) untuk hadir menanamkan investasinya pada suatu negara atau
daerah.

Daya saing dalam konteks lembaga-lembaga negara sepertinya
halnya TNI AD, sebagai lembaga aparatur negara di bidang militer memiliki
makna bahwa birokrasi militer harus mampu menghasilkan produktivitas,
efiseiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan
dalam konstitusi. Ini artinya daya saing TNI AD dalam perspektif yang luas
adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas TNI AD dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya secara produktif, efisien
dan efektif dengan mendasarkan para birokrasi pelayanan negara yang baik.
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Untuk mencapai itu semua maka reformasi birokrasi pada TNI AD
dilakukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Good Governance ini penting untuk menjadi dasar
dikembangkannya reformasi birokrasi guna menciptakan kondisi-kondisi daya
saing yang lebih baik, yakni yang bertemu pada profesionalisme,

produktivitas, efisiensi dan efektivitas TNI AD.

MaknaGovernance (Tata Kelola Pemerintahan)

Istilah tata kelola pemerintahan atau governance' pertama Kkali
muncul pada tahun 1989 dan digunakan oleh  World Bank ketika
menganalisis reformasi kelembagaan  dan urgensi Reformasi sektor
pemerintahan yang lebih  baik dan efisien di negara-negara Afrika
(Maldonado 2010:4). Pada laporan World Bank tahun 1989, Governance
didefinisikan sebagai ‘the exercise of political power to manage a nation’s
affairs”. Namun demikian definisi ini dipandang belum mencukupi sehingga
pada tahun 1992 melalui publikasi World Bank berjudul “Governance and
Development’, governance kemudian didefinisikan sebagai “the manner in
which power is exercised in the management of a country’s economic and
social resources for development” (World Bank 1992:1). Karena dipandang
definisi ini juga masih terlalu umum maka kemudian pada tahun 1994,
World Bank kemudian mendefinisikan governance secara lebih substansial,
yakni:

“‘governance is epitomized by predictable, open and enlightened
policy making (that is transparen processes); a bureaucracy imbued
with a professional ethos; an executive arm of government
accountable for its actions; and a strong civil society participating in
public affairs and all behaving under the rule of law” (World Bank 1994:
vii).

! Dalam paper ini, governance diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan. Dari berbagai
literatur ilmu politik, pemerintahan dan administrasi, tidak bisa dipungkiri memang timbul beberapa
istilah terjemahaan dari governance ke bahasa Indonesia, seperti misalnya kepemerintahan, tata
kelola pemerintahan, sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepemerintahan.
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Sejak kemunculan pertama istilah governance pada akhir 1980an
hingga kini maka diskusi mengenai definisi tata kelola pemerintahan
sesungguhnya terus berkembang dengan pesat. Evans (2012:40), misalnya
mendefinisikan Governancesebagai @ ‘the process of decision-making and
the process by which decisions are implemented (or not implemented).”Atau
secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembuatan keputusan
dan proses bagaimana keputusan itu diimplementasikan(Evans 2012:40).

Selain World Bank dan Evans diatas, ada Iembaga-lembaga
internasional yang merujuk pengertian governance secara sedikit berbeda-
beda. @ Bank Pembangunan Asia (ADB) misalnya  mendefinisikan
governance sebagai “the manner in which power is exercised in the
management of a country’s economic and social resources for development’.
Pada kesempatan lain, Bank Pembangunan Afrika (AfDB) mendefinisikan
governance sebagai “a process referring to the way in which power is
exercised in the management affairs of a nation’. Lebih lanjut Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP menyampaikan definisi governance
sebagai “the exercise of economic, political and administrative authority to
manage a country’s affairs at all levels” (IFAD 1999:5).

Sementara itu, menurut Glyn Davis dan Michael Keating (1999:3),
pemerintahan (governance) menunjuk  pada bagaimana sistem
penyelenggaraan pemerintahan berlangsung. Yaitu menunjuk pada
cakupan yang lebih luas, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga non
pemerintah dan masyarakat sipil. Ini artinya interaksi antara ketiga
aktor  besar ini berkontribusi terhadap penciptaan kemampuan
pengelolaan pemerintahan.

Glyn Davis dan Michael Keating (1999: 3-5) lebih lanjut
menjelaskan bahwa governance dipahami sebagai sesuatu yang luas
dan memiliki konsep yang lebih fundamental daripada pemerintah itu

sendiri. Hal ini karena pemerintahan itu concerned with the links between
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the parts of political system as with the institutions themselves (berkaitan
dengan hubungan antar bagian dalam sistem politik sebagai sebuah
kesatuan kelembagaan).

Dengan demikian governance atau tata kelola pemerintahan
memiliki dimensi yang lebih luas, bukan hanya sekedar pemerintah saja,
tetapi berkaitan dengan hubungan antar bagian dalam sebuah sistem
politik termasuk didalamnya berbagai institusi yang menjalankan
kewenangan publik nya. Secara lebih jelas, banyak ahli yang
menegaskan bahwa pemerintah adalah salah satu dari sekian aktor
dalam pemerintahan (governance). Walaupun hanya salah satu aktor,
akan tetapi aktor ini sangat penting dan cukup menentukan dalam
mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan melalui kebijakan publik.
Pemerintah memiliki peran yang dominan dalam tata kelola pemerintahan
karena mengendalikan sebagian besar penggunaan kekuasaan dan
kewenangan politik itu (Davis & Keating 1999:5-6; Maldonado 2010:4-5).

Sementara itu, tata kelola pemeritahan menurut Chhotray dan
Stokeradalah sebuah proses perubahan ke arah tata kelola yang lebih baik
yang meliputi banyak aktor dalam sebuah organisasi publik. Mereka
mendefinisikan governance secara lengkap yakni :

“‘Governance is about the rules of collective decision making in
settings where there are plurality of actors or organizations and
where no formal control system can dictate the terms of the
relationship between these actors and organizations” (Chhotray dan
Stoker 2009:3).

Berdasarkan pada definisi Chhotray dan Stoker ini maka tata kelola
pemerintahan mencakup empat elemen utama. Pertama, rule atau aturan
main. Aturan main merupakan suatu sistem yang sudah lama berlangsung
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan main dalam konteks
governance ini bisa menyangkut bagaimana aturan formal mengatur
mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Atau bisa saja ada aturan

informal yang menjadi setting penyelenggaraan pemerintahan, yang
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mungkin  dilakukan untuk menentukan pengambilan keputusan melalui
konvensi atau kebiasaan-kebiasaan.

Kedua,kolektivitas. Kolektif artinya bahwa meliputi banyak aktor dan
membutuhkan proses saling mengontrol dan kerjasama serta pengaruh satu
sama lain. Berbicara Reformasi governance dengan demikian meliputi
banyak pihak dengan berbagai macam pengaruh dan kekuatan. Konteks
kolektif berarti pula membicarakan berbagai aktor yang terlibat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai macam Reformasi yang
mungkin dilakukan.

Ketiga,Reformasi dalam pembuatan keputusan. Pertanyaan pokok
dalam konteks pengertian governance, pengambilan keputusan merujuk
pada konsep siapa memutuskan apa dan bagaimana pengambil keputusan
tersebut akuntabel. Pembuatan keputusan ini bisa berdimensi hanya
internal pemerintah ataupun dalam konteks kemasyarakatan yang lebih
luas.

Keempat, elemen Reformasi bahwa tidak ada sistem kendali formal
yang bisa mendikte pola kerjasama dan dampak yang diperoleh. Artinya
bahwa tidak ada jaminan bahwa faktor formal mampu menghasilkan
keputusan yang diharapkan dalam tata kelola pemerintahan. Bisa saja
faktor-faktor informal dalam interaksi sosial menentukan kebijakan publik
seperti misalnya negosiasi, tanda-tanda (sinyal) politik tertentu ataupun
pengaruh hegemoni dan komunikasi.

Chhotray dan Stoker (2009:5) menegaskan bahwa fteori
governanceinnovation tidak hanya sekedar menjelaskan sesuatu (what is)
tetapi juga bisa memberikan solusi praktis inovatif melalui apa yang
sebaiknya dilakukan (what might be). Oleh karena itu, proses memahami
pemerintahan sesungguhnya lebih dituntut untuk mendalami pemahaman
tentang praktik-praktik pemerintahan yang dianalisis secara kritis dan empiris

ketimbang sekedar menerapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti atau
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diterapkan (“wish list” of principles to be followed)( Chhotray dan Stoker
2009:5).

Memahami tata kelola pemerintahan melalui teori governance dalam
perspektif Chhotray dan Stoker (2009:4-5) adalah memberikan kerangka
pemikiran dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses dan
Reformasi dalam pengambilan keputusan kolektif itu sukses atau gagal di
masyarakat. Apakah penjelasan-penjelasan yang bisa dikemukakan untuk
memahami kegagalan dan keberhasilan dalam pengambilan keputusan
kolektif dan implementasinya tersebut.

Oleh karena governance merupakan proses bagaimana kebijakan
publik itu dibuat, serta bagaimana kebijakan publik itu diterapkan serta
bagaimana Reformasi itu dilakukan maka analisis terhadap aktor formal
dan aktor informal yang terlibat secara intens dalam pembuatan serta
implementasi kebijakan serta struktur formal dan informal yang timbul
ketika kebijakan dibuat dan diterapkan perlu untuk dipahami secara
mendalam.

Pemerintah dengan demikian merupakan salah satu dari aktor
utama dalam Reformasi governance. Aktor lain yang terlibat dalam
Reformasi pemerintahan akan bervariasi tergantung pada tingkat mana
pemerintahan itu dibahas. Dalam konteks kebijakan perdesaan
misalnya, maka beberapa aktor yang mungkin terlibat antara lain pemilik
tanah yang berpengaruh, organisasi buruh tani, lembaga swadaya
masyarakat, lembaga-lembaga paper, pemimpin-pemimpin keagamaan,
lembaga-lembaga keuangan, partai politik, militer dan sebagainya. Mereka
saling berhubungan satu sama Ilain membentuk suatu tata kelola
pemerintahan kota (urban governance) (Kooiman 2000:140-141). Pada
tingkat nasional, untuk melengkapi urban governance tersebut maka
aktor-aktor lain yang mungkin berpengaruh dalam proses Reformasi

pembuatan dan penerapan implementasi kebijakan publik  misalnya
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adalah media massa, pelobi, lembaga donor internasional, korporasi
multi nasional dan sebagainya (Kooiman 2003:137-138).

Dengan memahami pengertian dan contoh penjelasan tentang
governancedari berbagai ahli diatas maka dapat ditarik benang merah
bahwa governance atau tata kelola pemerintahan sesungguhnya menunjuk
pada sistem bagaimana sesungguhnya kebijakan publik itu disusun dan
diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Reformasi
dalam Governance menunjuk pada sistem atau mekanisme yang inovatif
tentang bagaimana para aktor itu berhubungan, interkoneksi satu sama
lain dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang diharapkan.

Secara lebih  detail, Rhodes menjelaskan bahwa tata kelola
pemerintahan menunjuk pada hal yang lebih luas, yang bukan hanya
sekedar pemerintah, akan tetapi juga  mencakup aktor-aktor non
pemerintah atau non Negara. Rhodes menegaskan bahwa:

...governance is broader than government, covering non-state actor'...
It understands the need for consultation and legitimacy, as well as the
exercise of state power, when changes are required, and when
expectations have to be met. (Rhodes 1997:14).

Rhodes menjelaskan bahwa mengelola pemerintahan
membutuhkan sesuatu Reformasi yang lebih, seperti misalnya arti
penting legitimasi dan  konsultasi. Bahkan lebih  jauh Rhodes
menyatakan bahwa tidak diperlukan suatu presumption
(argumen/perkiraan), pada siapa sesungguhnya urusan pemerintahan
paling baik dikelola karena pada realitasnya batasan mengurus
pemerintahan antara publik dan privat makin kabur. Dengan demikian
jauh  lebih penting bertanya atau menekankan konsen kita pada
pertanyaan bagaimana kita diperintah (how we are governed) ketimbang
pada bagaimana kewenangan formal diberikan. Hal ini sesungguhnya

lebih  menunjukan bagaimana proses Reformasi pemerintahan dan tata

22



kelolanya dilaksanakan untuk mencapai amanat yang memerintah, yaitu
terwujudnya kesejahteraan rakyat (Rhodes 1997:16-18).

Ini artinya Reformasi governance dalam konteks pemerintahan
adalah suatu sistem, mekanisme atau proses tata kelola yang dirancang
dengan tujuan yang baik, yang memastikan untuk pencapaian tujuan-
tujuan  pemerintahan yang baik, dengan semaksimal mungkin
menghindari dampak negatifnya. Hal inilah yang kemudian mendorong
banyaknya studi dan urgensi reformasi atau Reformasi tentang tata kelola
pemerintahan yang baik. Bank Dunia merupakan pelopor yang
mendorong arti penting tata kelola (Hadiz 2004: 1-2).

Dengan mendasarkan diri pada berbagai konsep dan pembahasan
tentang makna governance dn Reformasi nya diatas maka dapat
disimpulkan bahwa governance merupakan proses decision making untuk
mewujudkan tujuan bersama yang melibatkan banyak aktor secara kolektif.
Reformasi tata kelola pemerintahan adalah cara-cara perubahan yang
dilakukan untuk mencapai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.
Reformasi dalam Governance dengan demikian meyangkut aspek proses
dengan berbagai elemen dasar sebagaimana dijelaskan oleh Chhotray dan
Stoker diatas. Proses bagaimana pemerintahan mampu diselenggarakan
dengan baik dan bukan hanya  sekedar menerapkan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik merupakan fokus dari teori atau konsep
innovation ingovernance yang perlu diperdalam lebih lanjut melalui paper
empirik ini. Dalam konteks dan pengertian governance dan Reformasi

seperti inilah, paper ini mendasarkan diri.
Indikator-Indikator Good Governance
World Bank (1992:1) mendefinisikan good governance sebagai ‘the

manner in which power is exercised in the management of a country’s

economic and social resources for development”. Namun demikian definisi ini
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terlalu luas. Kemudian Kauffman dkk (2010) expert dari World Bank
mendefinisikan konsep good governance lebih operasional, yaitu:

‘the ftradition and institutions by which authority in a country is
exercised. This includes (a) the process by which governments are
eleted, monitored and replaced: (b) the capacity of the government to
efectively formulate and implement sound policies: and (c) the respet of
citizens and the state for the instituions that govern economic and social
interactions among them”.2

Lebih lanjut World Bank menerangkan bahwa tata kelola pemerintahan

yang baik meliputi enam (6) indikator utama, yaitu:

a.

Voice and accountability, yakni masyarakat memiliki kesempatan dan
kemampuan untuk berpartisipasi dalam menentukan pemerintahan
mereka, memiliki hak kebebasan berbicara dan berekspresi serta
kebebasan untuk berorganisasi dan kebebasan media massa.
Political stability and absence of violence, yakni stabilitas politik
menjadi hal pokok untuk mengelola pemerintahan, dan tidak boleh ada
pemerintahan yang dijatuhkan oleh karena kekerasan. Pemerintahan
hanya boleh berganti karena aturan konstitusi negara.

Government effectiveness, yakni meliputi kualitas pelayanan publik,
kualitas pegawai negara dan kemandiriannya dari tekanan-tekanan
politik (netralitas), kualitas formulasi kebijakan publik serta kredibilitas
pemerintah terhadap komitmen-komitmen kebijakan publik tersebut.
Regulatory  quality, yakni  kemampuan pemerintah  untuk
menformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi
yang baik dimana memberi ruang (mengijinkan) dan mempromosikan

pembangunan sektor swasta (privat).

2 Terjemahan: Tradisi dan lembaga dimana kewenangan pada sebuah negara diterapkan. Hal ini
mencakup (a) proses dimana pemerintah dipilih, dimonitor dan diganti: (b) pemerintah yang
merumuskan dan mengimplementasikan secara efektif kebijakan yang baik : dan (c) penghormatan
terhadap warganegara dan negara untuk lembaga-lembaga yang memerintah, interaksi sosial dan
ekonomi diantara mereka.
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e. Rule of law, yakni seberapa besar para pihak mentaati peraturan
khususnya menyangkut penegakan kontrak, hak properti,
profesionalisme polisi, pengadilan dan respon tegas terhadap
kriminalitas dan kekerasan.

f. Control of corruption, yakni seberapa besar sumberdaya publik
diselewengkan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan elit
tertentu (World Bank 1997:49).

Keenam indikator ini digunakan oleh World Bank untuk mengukur
progress (kemajuan) good governance dari sebuah negara penerima
bantuan. Dalam perspektif World Bank jika keenam indikator ini dapat
dilakukan oleh sebuah negara maka mewujudkan good governance
bukanlah hal yang mustahil. Namun demikian yang terjadi dengan Afrika
adalah bahwa tidak semua negara mampu menjalankan resep ini dengan
sukses.

Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) mendefiniskan good
governance sebagai:

“1) improving the management of public resources through reforms
covering public sector institutions (e.g. the treasury, central bank,
public enterprises, civil service, and the official statistics function),
including administrative procedures (e.g. expenditure control, budget
management and revenue collection); 2). Supporting the development
and maintenane of a transparent an stable economic and regulatory
environment conducive to efficient private sector activities (e.g. price
systems, exchange and trade regimes, and banking systems and their
related regulations™ (IMF 1997:3).

IMF juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik

penting untuk semua tahapan pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang

3 Terjemahan: 1) meningkatkan manajemen sumberdaya publik melalui reformasi yang meliputi
lembaga-lembaga sektor publik (yakni lembaga simpanan keuangan negara, bank sentral, perusahaan-
perusahaan publik, pelayanan sipil dan fungsi statistik resmi), mencakup prosedur-prosedur
administratif (yaitu kontrol pengeluaran, manajemen anggaran dan pengumpulan pendapatan); 2)
medukung dan menjaga ekonomi yang stabil dan transparan dan lingkungan peraturan yang kondusif
terhadap aktivitas sektor publik yang efisien (yakni sistem harga, pertukaran dan rejim pasar dan
sistem perbankan dan aturan-aturan yang berkaitan.
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baik dalam perspektif IMF meliputi kebijakan makro ekonomi yang kondusif,
yaitu transparansi penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas dalam
penggunaan sumberdaya publik, stabilitas dan transparansi ekonomi dan
lingkungan peraturan yang kondusif untuk aktivitas sektor swasta.

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan tata
kelola pemeritahan yang baik sebagai

“Good governance is among other things, participatory, transparent,
and accountable. It is also effective and equitable, and it promotes the
rule of law. Good governance ensures that political, social and
economic priorities are based on broad consensus in society and that
the allocation of development resources...its definition includes the
following characteristics of good governance: participation, rule of law,
transpareny, responsiveness, consensus orientation, equality,
effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision*
(UNDP 1997:3).

Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui  UNESCAP
(United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific)® menjelaskan karakteristik utama good governance, yaitu
meliputi:

...participatory, consensus oriented inclusive and follows the rule of
law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are
taken into account and that the voices of the most vulnerable in society

4 Terjemahan: Tata kelola pemerintahan yang baik adalah dari berbagai hal meliputi partisipasi,
transparansi, dan akuntabel. Juga efektif dan setara, dan mempromosikan penegakan hukum. Tata
kelola pemerintahan yang baik memastikan prioritas politik sosial dan ekonomi berdasarkan pada
konsensus yang luas dalam masyarakat dan alokasi sumberdaya pembangunan...definisi tata kelola
pemerintahan yang baik mencakup karakteristik-karakteristik berikut: partisipasi, penegakan hukum,
transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan
visi strategis.

STerdapat banyak pihak yang menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Pihak-pihak
tersebut misalnya World Bank, IMF, ADB, AfDB dan sebagainya. Indikator-indikator ini hanyalah
salah satu contoh yakni UNESCAP; United Nations for Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific: http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/
Ongoing/gg/governance.asp).
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re heard in decision-making. It is also responsive to the present and
future needs of society®

Sesungguhnya masih ada lembaga-lembaga lain yang mendefinisikan
konsep good governance, akan tetapi definisi-definisi mereka mirip dengan
apa yang dijelaskan oleh ketiga lembaga ini (World Bank, IMF dan UNDP).
Definisi-definisi itu misalnya berasal dari Asian Development Bank (ADB),
African Development Bank (AfDB), European Commission (EC), Organization
for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sebagainya.

Mendasarkan diri dari konsep atau pun teori yang digunakan oleh
berbagai lembaga internasional ini pada intinya dapat ditarik benang merah
bahwa dalam pandangan l|embaga-lembaga tersebut, tata kelola
pemerintahan paling tidak mengacu kepada beberapa karakteristik utama,
yakni  transparansi, akuntabilitas, partisipasi, reformasi sektor publik,
ekonomi privat, penegakan hukum dan masyarakat sipil. Konsep yang
dianut oleh para lembaga donor ini disebut normatif karena lebih banyak
berbicara mengenai pengukuran yang digunakan untuk menilai

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Teori-Teori Faktor Yang Menentukan Good Governance

Tata kelola pemerintahan yang baik dalam literature ilmu politik,
ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi publik sering menggunakan
istilah  successful governance, sound governance ataupun effective
governance. Dalam paper ini pengertian successful, sound ataupun
effective governance bersifat changeable atau bisa dipakai saling
menggantikan karena menunjuk pada figure atau gambar yang

sama. UNDP secara lebih jelas menekankan bahwa:

¢ Terjemahan: Partisipatif, berorientasi pada consensus dan penegakan hukum. Ini berarti korupsi
harus diminimalisasi, minoritas dipertimbangkan, sebagain besar rakyat yang rentan didengarkan
dalam pembuatan keputusan. Juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat kini dan mendatang.
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...governance is defined as the exercise of political, economic and
administrative authority to manage a nation’s affairs. It is the complex
mechanisms, processes, relationships and institutions through which
citizens and groups articulate their interests, exercise their rights and
obligations and mediate their differences. Governance embraces all of
the methods—good and bad—that societies use to distribute power and
manage public resources and problems. Sound governance s
therefore a subset of governance, wherein public resources and
problems are managed effectively, efficiently and in response to critical
needs of society. Effective democratic forms of governance rely on
public participation, accountability and transparency....focuses on three
important domains of governance that directly contribute to achieving
sustainable human development. These include the state (political and
governmental institutions), civil society organisations and the private
sector (UNDP 1997).

Dengan demikian tiga aktor besar dalam tata kelola pemerintahan
meliputi aktor pemerintah, aktor masyarakat sipil dan aktor sektor privat.
Kemampuan mengelola pemerintahan tentu akan ditentukan oleh ketiga
aktor penting ini, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah
merupakan aktor yang paling dominan dalam menentukan tata kelola
pemerintahan.

Teori-teori tentang faktor-faktor yang menentukan Reformasi tata
kelola pemerintahan telah dikaji oleh berbagai ahli. Namun demikian,
setidak-tidaknya terdapat empat macam teori yang disampaikan oleh
para ahli berikut ini, guna merespon pertanyaan tentang faktor-faktor
apakah sesungguhnya yang mampu berkontribusi terhadap Reformasi
tata kelola pemerintahan. Keempat teori adalah (1) Teori Insitute of
Governance (IOG) Kanada; (2) Teori Geoffrey Dudley dan Jeremy
Richardson; (3) Teori Jon Pierre dan B. Guy Peters dan (4) Teori Hetifah
Sj Sumarto.

1. Teori Institute of Governance

Para ahli yang tergabung dalam Institute of Governance

(I0G) Kanada menemukan bahwa terdapat lima faktor pokok
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yang menentukan dalam Reformasi tata kelola pemerintahan

(governance), yakni : sejarah, tradisi, teknologi, budaya dan media

Interaksi sejarah, tradisi, teknologi, budaya dan media akan
sangat menentukan seberapa mampu tata kelola pemerintahan itu
dapat diselenggarakan. Sejarah menyangkut pengalaman selama ini
dalam mengelola pemerintahan. Semakin bagus dan banyak sejarah ata
pengalaman yang diperoleh tentu akan semakin memiliki referensi yang
kuat dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan.

Tradisi juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan
tata kelola pemerintanan. Tradisi demokrasi yang kuat tentu akan
semakin memperkuat pengalaman akan keberhasilan terhadap suatu
kebijakan publik. Tradisi demokratis yang tentu meliputi partisipasi dan
akuntabilitas didalamnya akan semakin mendorong kemampuan
pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

Teknologi tidak bisa dipungkiri akan mampu meningkatkan
efektivitas, efeisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi yang serba cepat,
connected dan modern mendorong kemampuan tata pengelolaan
pemerintahan. Banyak bukti menunjukan bahwa teknologi mampu
berkontribusi secara nyata terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu
tata kelola pemerintahan.

Budaya menjadi faktor pokok lain yang mampu memperkuat
keberhasilan pengelolaan pemerintahan. Budaya yang kondusif dan
sejalan dengan nafas dan arah pengelolaan pemerintahan yang lebih
baik akan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan
sebuah kebijakan publik.

Media massa menjadi faktor penghubung antar aktor dalam tata
kelola pemerintahan. Sejauhmana media menjadi jembatan komunikasi
antar aktor dalam tata kelola pemerintahan akan sangat menentukan

efektivitas bekerjanya para aktor-aktor dalam tata kelola pemerintahan
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tersebut. Media massa yang kondusif dan mendukung percepatan
efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah menjadi faktor penting
yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan tata kelola

pemerintahan.

Gambar 1: Teori IOG Tentang Faktor-Faktor Yang Menentukan Tata
Kelola Pemerintahan
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Sumber: http://iog.openconcept.ca/en/about-us/governance/governance-

principles).

2. Teori Dudley & Richardson

Sementara itu, Adrian Kay menyatakan bahwa Reformasi atau
dinamika kebijakan publik sesungguhnya dimaksudkan untuk
membandingkan sebuah sistem yang berproses terus menerus dalam
kurun waktu yang tanpa jeda; sebuah sistem yang berubah secara
lambat; akan memiliki faktor-faktor penentu yang berbeda dengan proses
perubahan yang cepat (Kay 2006: 4). Oleh karenanya faktor waktu
menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memahami analisis dan
Reformasi kebijakan publik. Sabatier (1993:16) bahkan menyebutkan

paling tidak menggunakan satuan waktu, minimal 1 dekade atau lebih.

30



Bahkan dibutuhkan suatu Jlongitudinal study untuk memahami sebuah
dinamika dan Reformasi kebijakan publik.

Geoffrey Dudley dan Jeremy Richardson (2000:18-19) dalam Why
Does Policy Change menyebutkan bahwa selain faktor waktu sebagai
penentu perubahan utama dalam Reformasi pengelolaan pemerintahan,
ada empat faktor penentu penting lain yang memungkinkan terjadinya
perubahan (Reformasi) atau dinamika kebijakan publik. Keempat faktor
penentu dalam Reformasi tata kelola pemerintahan itu sering disebut
sebagai 4l , yaitu:

1. Ideas,

2. Interests,

3. Institution; dan

4. Individuals.

Ideas, dapat merupakan faktor penentu terjadinya Reformasi atau
perubahan kebijakan publik. Gagasan atau ide bisa menjadi faktor yang
penting atau dominan yang menyebabkan perubahan karena mutasi dan
adaptasi ide dalam dari aspek teoritis filosofis ke pragmatis sangat
mungkin dilakukan. Ide-ide dan nilai-nilai sangat mungkin menentukan
perubahan atau Reformasi kebijakan publik sebagaimana yang terjadi
dari adaptasi berbagai ide atau teori, misalnya ide atau teori
Keynesian, dan sebagainya.

Interests, merupakan faktor penentu utama kedua yang
memungkinkan terjadinya perubahan, Reformasi atau dinamika kebijakan
publik. Kepentingan politik merupakan faktor yang paling sering disebut
sebagai elemen penentu perubahan atau dinamika kebijakan publik.
Contoh kebijakan pengelolaan child care di Kanada, merupakan bukti
betapa faktor kepentingan politik menentukan berubah atau tidaknya
(Reformasi) kebijakan publik (Wagener 2004).

Institution, melalui Reformasi restrukturisasi lembaga, perubahan

atau dinamika kebijakan sangat mungkin terjadi, bahkan mampu

31



mengarah kepada perubahan tingkat ketiga (third order change). Model
kelembagaan yang baru sangat memungkinkan mendorong timbulnya
Reformasi atau perubahan kebijakan publik. Lembaga sebagai sesuatu
yang selalu tidak sempurna dan bersifat temporer sangat memungkinkan
perubahan (Reformasi) dalam konteks masyarakat kebijakan dan jejaring
kebijakan (Chibba 2009). Reformasi melalui reformasi kelembagaan
merupakan elemen yang penting dalam proses perubahan dinamika
kebijakan publik.

Individuals, juga merupakan faktor penentu utama terjadinya
perubahan atau Reformasi dalam dinamika kebijakan publik. Dudley
(1994) memberikan contoh peran dan arti penting seorang Menteri
mampu  membentuk sebuah perubahan kebijakan di Inggris. Menteri
sangat mungkin memiliki perbedaan pemikiran dengan para pihak yang
lain sehingga memiliki peran dan potensi yang besar untuk melakukan
perubahan. Reformasi seorang pemimpin bisa menjadi sumber perubahan
dalam tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian perubahan kebijakan pemerintahan yang
memungkinkan tercapainya keberhasilan juga bisa dipengaruhi oleh

empat hal utama, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2 : Teori Dudley & Richardson Tentang Faktor-Faktor

Menentukan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Dalam

Kebijakan
IDE N 1 INSTITUTIONS
REFORMASI Tata
Kelola Pemerintahan
Sukses/Baik/Berhasil

Sumber: Geoffrey Dudley dan Jeremy Richardson (2000:18-19)
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3. Teori Pierre & Peters

Ahli lain Jon Pierre dan B. Guy Peters (2000: 2-3) menyatakan
bahwa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi bagaimana Reformasi
tata kelola pemerintahan diselenggarakan sehingga mampu menghasilkan
kesuksesan atau keberhasilan dengan baik adalah (1) political culture, (2)
traditions, dan (3) institutions. Budaya  polittk menyangkut tentang
bagaimana para aktor politik berinteraksi satu sama lain  dalam
menentukan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan.

Tradisi menyangkut kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang
diyakini mampu menentukan efektivitas pemerintahan. Lembaga, dalam
perspektif Pierre dan Peters menentukan keberhasilan tata kelola
pemerintahan melalui dua bentuk perubahan yang signifikan, yaitu
structural dan institutional changes.

Perubahan-perubahan struktural dan institusional dalam lembaga
dijelaskan secara panjang lebar oleh Pierre dan Peters sebagai elemen
yang atau prasyarat keberhasilan tata pengelolaan pemerintahan yang
baik.

Gambar 3: Teori Pierre & Peters Tentang Faktor-Faktor Yang

Menentukan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
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4,

Teori Hetifah Sj Sumarto

Sementara itu, secara lebih rinci Hetifah Sj Sumarto (2009) setelah

banyak melakukan paper dan keterlibatan langsung pada masyarakat

dalam konteks Indonesia menggunakan istilah membangun prasyarat

agar Reformasi tata kelola pemerintahan dapat berlangsung dengan

baik (good governance). Prasyarat atau Reformasi yang akan menentukan

kesuksesan good governance menurut Hetifah Sj Sumarto, adalah:

1.

Tipe Kepemimpinan Baru

Leadership menjadi salah satu faktor kunci sukses mengelola
Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Pimpinan daerah
(eksekutif dan legislatif) maupun pemimpin masyarakat (tokoh-tokoh
informal, tokoh adat, dll) memgang peran yang sangat penting
sebagai pendorong maupun penhambat pencapai tata kelola
pemerintahan yang baik. Kata kunci kepemimpinan baru adalah
visionary dan trustworthy (pemimpin yang memiliki visi dan dapat
dipercaya) menjadi salah satu kunci Reformasi tata kelola
pemerintahan yang baik.

Kekuatan Civil Society

Kemampuan civil society untuk bisa memilikinilai tawar yang kuat
kepada pemerintah akan menentukan Reformasi dan kemampuan
menyelengarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Kemampuan civil society untuk merumuskan
permintaan-permintaan  kolektifnya, menciptakan representasi dari
berbagai interest dan meresolusi  konflik-konflik yang muncul
menentukan bagaiamanaReformasi tata kelola pemerintahan yang
baik dapat dicapai.

Reformasi Menyangkut Kemampuan Teknis dan Manajemen
Reformasi dalam kmampuan teknis dan manajemen  sangat
menentukan hasil dari suatu kebijakan pemerintahan. Bagaimana

perencanaan kebijakan dirumuskan, dilaksanakan dan diawasi
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merupakan cermin  dari kemampuan teknis dan manajemen

pemerintahan ini. Tuntutan-tuntutan akan kemampuan profesional

yang menyangkut kapasitas teknis dan manajemen  akan
menentukan keberhasilan Reformasi tata kelola pemerintahan.
4. Reformasi dalam Ruang Partisipasi
Reformasi dalam sistem komunikasi antar aktor dalam good
governance perlu dirubah menjadi sebuah sistem yang lebih
terkoordinasi, deliberative dan menunjukan adanya hubungan
kesetaraan. Peran media massa agar komunikasi antar aktor
penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif
menjadi  penting dan signifikan dalam menjamin keberhasilan

Reformasi dalam tata kelola pemerintahan.

Hetifah Sj Sumarto (2009) lebih jauh menjelaskan bahwa untuk
mendukung keempat prasyarat inovatif untuk membangun good
governance ini diperlukan suatu dukungan moral dan budaya
demokratis. Moralitas yang tinggi dan budaya demokratis yang kuat akan
memperkuat kemampuan keempat faktor diatas dalam menentukan

keberhasilan Reformasi tata kelola pemerintahan.

Gambar 4: Teori Sumarto Tentang Faktor-Faktor Yang Menentukan

Keberhasilan Reformasi Tata Kelola Pemeritahan.
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5. Teori Kombinasi’ Reformasi Governance

Mengacu kepada keempat teori diatas yang menjelaskan tentang
faktor-faktor yang menentukan kemampuan dalam Reformasi tata kelola
pemerintahan  maka paper ini akan menggunakan teori kombinasi dari
keempat ahli tersebut. Kombinasi teori merupakan sesuatu yang baru dan
masih sedikit digunakan dalam riset-riset ilmiah, khususnya riset yang
menggunakan pendekatan kuantitatif. Teori kombinasi dalam paper ini dapat
ditegaskan bahwa  sesungguhnya  faktor-faktor = yang menentukan
keberhasilan Reformasi tata kelola pemerinthan jika dikombinasikan satu
sama lain akan menghasilakan suatu irisan yang sama yang dapat
dijadikan sebagai kerangka pemikiran dalam paper ini. Walaupun keempat
teori tersebut sesungguhnya tidak saling berlawanan, tetapi melengkapi
satu sama lain, sehingga Teori Kombinasi dari keempat ahli ini akan
mempermudah penyusunan argument paper ini. Keempat teori tersebut
secara matrik/tabel dapat dipersandingkan sebagai Tabel 1. berikut.

Berdasarkan kepada empat persandingan teori ini maka tampak
dengan jelas bahwa tradisi masyarakat, budaya/budaya politik demokratis,
institusi  (kemampuan institusi), dan individual (pemimpin) merupakan
faktor-faktor pokok yang dipandang oleh teori-teori diatas sebagai
menentukan keberhasilan ataupun ketidakberhasilan Reformasi tata kelola
pemerintahan.

Namun demikian, karean paper ini tidak ditujukkan untuk menguiji
teori, maka teori-teori kombinasi diatas berfungsi sebagai theoretical
driven approach, yaitu membantu memahami secara teroritik persoalan-
persoalan yang akan ditemui dalam Reformasi tata kelola pemerintahan
di lapangan. Teori-teori ini berfungsi memberikan penjelasan teoritis
terhadap permasalahan paper dan berfungsi sebagai guidance awal

untuk memahami temuan-temuan di lapangan nantinya.

"Penulis memberikan nama Teori Kominasi sebagai sebuah hasil pemikiran kombinatif atas teori-teori
yang berkembang mengenai Reformasi governance.
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Tabel 1: Teori Kombinasi Tentang Faktor-Faktor Yang Menentukan

Keberhasilan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

No | Faktor Menentukan | Teori Teori Teori Teori
Reformasi Tata 10G Dudley and | Pierre Hetifah
Kelola Pemerintahan Richardson and Sj
Yang Berhasil Peters | Sumarto

Sejarah

Tradisi

Teknologi

AW N
< < < <

Budaya/Budaya
Politik

Media Vv

Ideas

Interests

Individuals/ Pemimpin

©| o N o O
< <l < <

Institution/Kemampuan
Teknis and

Manajemen

10 | Kekuatan Civil Society Vv

11 | Ruang Partisipasi \%

PENUTUP

Mendasarkan diri pada tinjauan pustaka dan berbagai teori yang telah
diajukaN pada bagian terdahulu sertA mempertimbangkan bahwa paper ini
menggunakan Teori Kombinasi maka kerangka kesimpulan pemikiran dalam
paper ini adalah sebagai penjelasan berikut ini.

Reformasi tata kelola pemerintahan daerah dapat berhasil dengan baik

jika didukung oleh faktor tradisi masyarakat, budaya/budaya  politik
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demokratis, kemampuan institusional (kemampuan institusi), dan
kemampuan pemimpin (individual)-kepemimpinan. Tradisi masyarakat
menyangkut kebiasaan-kebiasaan atau pengalaman-pengalaman positif yang
telah lama berkembang di masyarakat sehingga menjadi faktor pendukung
terhadap kunci sukses Reformasi tata kelola pemerintahan di suatu Negara,
wilayah atau daerah. Budaya politik demokratis menyangkut sikap dan
perilaku masyarakat yang demokratis ditandai dengan respek yang tinggi
diantara mereka dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrsi dan
kesepakatan-kesepakatn publik yang positif dan kondusif untuk menciptakan
Reformasi tata kelola pemerintahan yang sukses.

Kemampuan kelembagaan menyangkut berbagai Reformasi yang
dilakukan sehingga mampu menghantarkan keberhasilan tata kelola
pemerintahan. Kemampuan kelembagaan ini menyangkut beberpa
Reformasi seperti misalnya Reformasi teknologi informasi; Reformasi dan
modernisasi pelayanan publik; serta Reformasi dalam pendidikan dan
latihan yang mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemampuan pemimpin (individual) dan kepemimpinan menjadi faktor
pendukung pokok untuk mencapai keberhasilan dalam Reformasi tata kelola
pemerintahan. Reformasi dalam konteks pemimpin dan kepemimpinan
menyagkut beberapa aspek seperti misalnya kemampuan gagasan atau ide-
ide kreatif, keberanian mengambil keputusan dengan berbagai resiko,
kemampuan manajerial dalam memimpin pemerintahan dan sejenisnya.
Faktor pemimpin dan kepemimpinan ini menyangkut kapasitas personal dan
kapasitas manajerial yang diperlukan untuk melakukan Reformasi guna
keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks TNI AD, maka daya saing akan bisa meningkat dan
kompetitif dalam tingkat global, melalui reformasi birokrasi  dengan
melakukan beberapa hal, antara lain;
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1.memperkuat kepemimpinan TNI AD dalam rangka menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik sehingga mampu menciptakan citra TNI AD yang
kuat dan positif di mata dunia.

2. memperkuat profesionalisme TNI AD dengan tetap beroreintasi pada tugas
pokok dan fungsi utama yang harus diemban dalam rangka menjaga harkat
dan martabat negara.

3. memperkuat budaya dan komitmen organisasi yang kuat untuk menjalakan
reformasi birokrasi melalui inovasi-inovasi atau reformasi tata kelola
pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik.

4. menjamin bahwa proses-proses kebijakan dan tindakan kebijakan yang
dilakukan oleh TNI AD sudah melalui proses pengambilan keputusan yang
rasional dan deokratis, untuk kemudian secara bersama-sama taat dan
konsisten menjalankan keputusan tersebut.

5. senantiasa menjaga mutu, produktivitas, modernitas dan kualitas
pelayanan birokrasi TNI AD untuk menjalankan mandate negara yang telah
ditugaskan kepada TNI AD.

Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.
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PENGEMBANGAN TARUNA AKMIL BERBASIS
HUMAN CAPITAL GUNA MENYIAPKAN
CALON PERWIRA REMAJA TNIAD
DALAM KOMPETITIF GLOBAL

Oleh
Letkol Caj Imam Sowan, S.Ag &Dr.Dra Endang Sri Kurniatun,M.Si

Dosen Prodi Administrasi Pertahanan

Abstrak

Tuntutan kualitas sumber daya manusia menjadi sesuatu yang amat penting
ketika globalisasi dengan segala pengaruhnya memunculkan tantangan yang
amat kompleks dan sulit terprediksi. Negara ini membutuhkan anak bangsa
dengan basis perjuangan dan etos kepemimpinan yang tangguh baik dari
kalangan militer maupun kalangan sipil. Disinilah terlihat adanya peran
strategis Akademi Militer sebagai sebuah lembaga pendidikan yang
menghasilkan perwira yang disiapkan sebagai calon pemimpin TNI AD di
masa akan datang. Pembangunan SDM berbasis human capital akan
mendorong Taruna berpikir komprehensif, holistik dan integralistik yang
melahirkan para pemimpin TNl AD sebagai prajurit solid, profesional,
tangguh, modern, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat. Lebih jauh
akan memiliki visi yang jauh ke depan serta kemampuan mengantisipasi
perubahan dengan tetap berpegang teguh terhadap jati dirinya sebagai
seorang prajurit TNl AD, undang-undang dan Pancasila, hukum dan
demokrasi. Dengan demikian para perwira akan memiliki bekal dan
kemampuan untuk mengambil keputusan yang mantap, sehingga
memungkinkan bagi mereka untuk memimipin kesatuan yang akan berhasil
dalam mengemban tugas yang diberikan negara.

Kata Kunci :Human Capital

Pendahuluan

Dinamika situasi global pada saat ini telah mendorong terjadinya
revolusi pergeseran paradigma pertahanan. Perubahan paradigma ini juga

telah mengubah lingkup pengelolaan pertahanan yang semula persepsi
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ancaman lebih berorientasi kepada ancaman militer menjadi ancaman multi
dimensi yang mencakup aspek politik,ekonomi, sosial budaya. Oleh karena
itu, tidak mengherankan apabila George Friedman® menyampaikan
prediksinya bahwa masa depan kekuatan ekonomi negara ditentukan oleh
kekuatan pertahanan negara dan sebaliknya kekuatan pertahanan negara
ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi kekuatan ekonomi yang tangguh

dalam jangka panjang ditentukan oleh seberapa tangguh kekuatan militernya.

Dalam satu sisi, pendapat diatas mengisyaratkan bahwa premis yang
relevan untuk dikedepankan salah satunya adalah SDM yang berkualitas
sebagai kata kunci dalam mengembangkan kebijakan SDM TNI AD di masa
yang akan datang sehingga tingkat professional TNI AD akan melahirkan
daya tangkal yang efektif untuk mengatasi ancaman yang bersifat kompleks
dalam rangka mewujudkan tugas pokoknya menjaga kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lainnya pengembangan SDM juga
harus diwadahi dengan kebijakan yang mengarah kepada perubahan
paradigma pengembangan SDM TNI AD yang berbasis pada human captal
yaitu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kemampuan
seseorang untuk menjalankan tugasnya, sehingga dapat memberikan
sustainable revenue di masa mendatang bagi suatu organisasi dalam

mencapai tujuannya® .

Dengan pengembangan SDM human capital diharapkan Akadami
Militer akan mampu menghasilkan para perwira remaja TNI AD menjadi
prajurit  professional yang tidak saja akan menjadi kebanggaan tetapi
sekaligus memiliki kemampuan sesuai visi TNl AD vyaitu prajurit solid,
profesional, tangguh, modern, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat .
Selanjutnya professional militer tersebut terlihat dari lima kemampuan yaitu
jago perang, jago menembak, kemampuan jasmani yang prima, jago bela diri

8 Syarifudin Tippe,2012,Human Capital Management, Jakarta, PT Elex Media Komputindo,JHal 1
® Malhotra dan Bontis Dalam Ancok,2002,Revitalisasi SDM Di Era Perubahan,Yogyakarta, UGM Press
Hal 14
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dan disiplin yang tinggi. Akhirnya, berangkat dari kecintaan dan kebanggaan
penulis sebagai tenaga pendidik Akademi Militer, maka tulisan ini dibuat,
sebagai sumbangan kecil pemikiran penulis untuk menghidupkan kembali
perhatian kita semua terhadap upaya pengembangan SDM Taruna Akademi
Militer.

Pembahasan

Menyikapi perkembangan perubahan ancaman di era global yang
sulit terprediksi dan kompleks, maka akan menuntut konsekuensi dan
kesiapan TNI AD sebagai garda terdepan kekuatan pertahanan negara
dalam mengoptimalkan dan mengintegrasikan seluruh kekuatan,kemampuan
serta sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi berbagai dinamika
perubahan ancaman yang terjadi. Formula terpenting dalam menghadapi
ancaman ini adalah kualitas SDM yang handal dan tangguh yaitu memiliki
kemampuan  pribadi yang merupakan akumulasi dari soft and hard
competency seperti tingkat kecerdasan pengetahuan, moralitas, mental
kepribadian, kapasitas kreativitas, inovasi serta kemampuan membangun
jaringan/network. Kemampuan tersebut merupakan perpaduan berpikir kritis
dan berpikir kreatif yang menjadi salah satu fitur dari pengembangan SDM
berbasis human capital. Tentunya ini juga perwira remaja yang diharapkan
dari proses pendidikan di Akademi Militer yang outputnya adalah perwira dan

nantinya akan menempati fungsi strategis dalam satuannya bertugas .

Pentingnya pengelolaan SDM berbasis human capital pada saat ini
juga disampaikan oleh Pfeffer dalam  Anwar Mangkunegara yang
menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

“ Machine don’t make things, people do ”. konsekuensi logis dari ini
bahwa investasi tehnologi akan memberikan keunggulan kompetititif
yang terbatas, sedangkan untuk membuat organisasi mempunyai
daya kompetitif yang berkelanjutan (sustainable) dan lebih sulit untuk
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ditiru, maka investasi dalam sumber daya yang paling berharga, yaitu
manusia (human capital), tidak dapat ditunda lagi. 1°

Dengan melihat pendapat diatas, dapat diartikulasikan bahwa
pengembangan SDM berbasis human capital akan memberdayakan
kemampuan yang ada pada manusia sehingga mempunyai kompetensi yang
dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Jika ini diartikulasikan
dalam organisasi TNl AD maka kelompok orang tersebut adalahprajurit
yang bernilai Plus-Plus yaitu prajurit yang memiliki kemampuan tidak saja
dalam jurit kemiliteran tetapi juga mampu memberikan nilai konstribusi di atas

kualitas yang diisyaratkan dengan oleh takaran profesionalnya.

Berpijak dari pemahaman diatas, Akademi Militer sebagai salah satu
lembaga pendidikan yang ada di lingkungan TNI AD yang outputnya adalah
perwira akan punya peran yang strategis dalam melakukan reformasi
pendidikan dari waktu ke waktu dan merupakan conditio sine qua nondalam
upayanya memenangkan pertempuran global sehingga akan dihasilkan
pendidikan yang berkualitas. Sebab  kenyataan menunjukan bahwa
perkembangan bangsa - bangsa yang telah maju ,selalu ditopang oleh
lembaga pendidikan yang mempu menyediakan SDM berkualitas, sehingga
memiliki keunggulan hampir di semua lini kehidupan. Dalam kondisi ini tidak
boleh lagi selalu membanggakan keberhasilan masa lalu tanpa mengkaji
ulang relevansi keberhasilan itu dengan setting kehidupan global masa kini
dan masa yang akan datang Ini juga sejalan dengan metafora Jhon F
Kennedy yang dikutip oleh Suyanto dan Djihad ! yaitu “chage is a way of life.
Those who look to the post or present will miss the future” Yang artinya

dalam melakukan reformasi pendidikan kita perlu berpegang pada tantangan

10 Anwar Prabu Mangkunegara,2005,Evaluasi Kinerja SDM,Bandung,Refika Aditama,Hal 110
11 Syyanto Dan Djihad Hisam, 2efor000, Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki
Milenium Ill,Yogyakarta, Adicita, Hal 2
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global Dengan kata lain siapa saja yang tidak memenuhi persyaratan
kualitas global akan tersingkir secara alami dengan sendirinya.

Dalam pandangan penulis, konsep strategi pengembangan SDM
berbasis Human Capital di Akademi Mllitermenjadi  kebutuhan yang
mendesak dan semakin penting dalam menyiapkan taruna menjadi perwira
remaja TNI AD yangpunya disiplin tinggi,mampu memodernisir pola dan cara
berfikir taruna dengan kemampuan kompleks yang diperlukan untuk
menyelesaikan segala permasalahan yang diperlukan di medan tugas dan
terutama dalam menghadapi situasi yang belum pasti. Karena kenyataan
dimedan penugasan seringkali menuntut kesiapan para perwira untuk dapat
beroperasi dalam suatu lingkungan yang penuh kekacauan dan
ketidakpastian

Strategi Pengembangan SDM Berbasis Human Capital Di Akademi
Militer

Thomas Devenport 2 dalam Ancok memberikan pemahaman tentang
human capital sebagai sebuah pemikiran yang melihat manusia tidak sekedar
bagaimana memanajemeninya tetapi juga melakukan investasi atas dirinya.
Selanjutnya  unsur manusia yang dapat menunjukan kinerja vyaitu,
pengalaman, kompetensi teknis (hard skills), kompetensi perilaku (soft skills)
dan kepribadian

Unsur-unsur human capital diatas apabila didayagunakan secara
optimal akan menghasilkan manusia profesional's. Kata human capital dan
profesional sendiri adalah dua kata yang berbeda tetapi memiliki kesamaan
dalam subtansinya yaitu berpijak pada kualitas orang atau personel. Dengan

demikian dalam prespektif kualitas perwira remaja TNl AD yang diharapkan,

12 Ancok D, Outbound Management Training:Aplikasi IImu Perilaku Dalam Pengembangan
SDM,2002,Yogyakarta,Ull Press Hal 5
13 1bid
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perlu ditelusuri sejauhmana perkembangan profesionalisme militer
membutuhkan tingkat kualitas personel yang memadahi untuk dapat
mengatasi permasalahan dan menjawab semua tantangan dan ancaman.

Berkaitan dengan profesionalisme militer itu sendiri, Sarkesian dalam
Muhadjir Efendi menekankan tentang profesionalisme militer '* sebagai
profesi yang tumbuh karena di dorong oleh rasa tanggungjawab dan
panggilan tugas untuk masyarakat. Oleh karenanya tentara profesional akan
siap mendarma baktikan hidupnya untuk tugas profesi ketentaraan dan
negara. Sedangkan kompetensi individu seorang tentara yang profesional
disampaikan Kusnanto Anggro yang menyampaikan pendapatnya sebagai
berikut :

Untuk membangun tentara yang profesional bukan hanya terampil
dalam olah senjata, maupun dalam olah yudha dan tanggap, tanggon
mempertahankan martabat negara tetapi juga mempunyai nurani
pengekangan diri untuk tidak serta merta menghunus pedang, menarik
picu senapan atau dengan ponggah meneriakan gempita
kemenangan. Sedangkan tentara sebagai prajurit sejati adalah sebuah
kultur yang hanya dapat dibangun melalui penanaman nilai
keprajuritan 15

Berpijak pada analisis dengan menggunakan indikator human capital
seperti pendapat para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa secara
khusus Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomer KEP/660/XI11/2014
Tanggal 5 Desember 2014 tentang petunjuk induk personel TNI AD telah
meliputi seluruh konsep human capital untuk membentuk prajurit profesional
yaitu kompetensi teknis (hard skill) yang didapat dari proses pendidikan dan
latihan serta pengalaman jabatan, kompetensi perilaku (soft skill) dibentuk
dengan budaya organisasi berupa nilai dan norma yang kuat dan
kepribadian berprilaku yang dibentuk melalui sapta marga, sumpah prajurit

dan delapan wajib TNI,

14 Effendi Muhadjir,Profesionalisme Militer,Profesionalisme TNI,2008,Malang,UMM Press Hal
15 Ibid Hal
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Patut menjadi kesadaran kita semua bahwa kesanggupan prajurit TNI
AD khususnya untuk siap ditempatkan dimana saja dan pemberian tugas
kepada seorang prajurit oleh pejabat berwenang yang dimaksudkan agar
para prajurit khususnya mendapat pengalaman tugas guna mendukung
penigkatan dan pengembangan Kkarir serta profesionalitas dalam
melaksanakan tugas menyebabkan pengalaman, kemampuan teknis dan
kemampuan perilaku serta kepribadian sangat diperlukan.

Walaupun harus diakui bahwa dengan kondisi kemajuan tehnologi
yang sekarang ini menyebabkan masyarakat cenderung pragmatis dan malas
untuk bekerja keras. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kemudian
dalam pembentukan karakter perilaku dan kepribadian taruna sangat sulit.
Apalagi dihadapkan dengan menurunya disiplin prajurit yang ada di satuan-
satuan yang ada dilingkungan TNI AD \yang ditandai dengan masih adanya
peningkatan pelanggaran khususnya susila, narkoba dan desersi. Hal ini
seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI usai memimpin upacara gelar
Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi TNl pada tanggal 22
Januari 2014 di Mabes TNI Cilangkap sebagai berikut :

Pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota TNI pada 2013
cenderung mengalami penurunan sebesar 25,83% dibandingkan pada
2012. Namun demikian, ada peningkatan pelanggaran yang dilakukan
anggota TNI. Terutama pada kasus penggunaan narkoba, perkara
desersi, dan kasus asusila sedang untuk pelanggaran jenis lain
cenderung turun.

Dengan melihat kondisi diatas, maka penulis menerapkan karakter
perilaku dan kepribadian taruna yang harus ditingkatkan pembentukannya

adalah sebagai berikut :

a. Harus beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME

b. Punya disiplin atau selalu melaksanakan ketentuan yang
berlaku

C. Bekerja dengan penuh semangat dan pengabdian kepada

bangsa dan negara
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d. Mengikuti perkembangan jaman dan mau terus belajar untuk
maju

e. Senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan pribadi atau kelompok

Pada akhirnya ketiga kemampuan yang diberikan kepada taruna
selama melaksanakan pendidikan di Akademi Militer diharapkan akan punya
disiplin yang tinggi yang mampu memodernisir pola dan cara berfikir taruna
dengan kemampuan kompleks yang diperlukan untuk menyelesaikan segala
permasalahan yang diperlukan di medan tugas dan terutama dalam
menghadapi situasi yang belum pasti. Karena kenyataan dimedan
penugasan seringkali menuntut kesiapan para perwira untuk dapat
beroperasi dalam suatu lingkungan yang penuh kekacauan dan
ketidakpastian

Lebih jauh dari itu, pembahasan tentang strategi pengembangan
berkaitan dengan unsur manusia yang menimbulkan kinerja vyaitu
pengalaman,kemampuan teknis (hard skill) atau kemampuan militer yang
dijabarkan sebagai jago perang, jago menembak, jago bela diri, disiplin yang
tinggi dan jasmani yang semapta dan kepribadian (soft skill) dari taruna
Akademi Militer secara umum dilakukan dalam kegiatan bimbingan dan
pengasuhan, kegiatan latihan, kegiatan pembelajaran di kelas, penugasan
kedalam dan luar negeri dan melalui kegiatan kelompok komando resimen
korps taruna sebagai berikut :

Kegiatan Pelatihan

Untuk menyiapkan profesionalisme dalam bidang militer, maka
kegiatan pelatihan Taruna Akademi Militer dilaksanakan secara kontinyu
dengan metode praktek dan dengan sistem pengawasan serta evaluasi yang
dilakukan secara terus menerus Bahkan Dalam kegiatan tersebut untuk
membentuk Taruna sebagai jago perang dan jago menembak dan jago

semapta. Dalam hal ini pelatihan merupakan usaha yang dilakukan secara
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sengaja untuk meningkatkan kemampuan tehnis (hard skill) sesuai dengan
bidang kerjanya '6. Dalam kegiatan ini berbentuk aplikasi teori di lapangan
untuk memantapkan penguasaan pengetahuan akademik, dalam rangka
pembentukan perwira profesional matra darat. Kegiatan latihan
mengedepankan metode praktek untuk menerapkan teori yang telah
didapatkan selama mereka belajar di kelas. Pelatihan ini dapat dilaksanakan
di lapangan,ruang simulator dan ruang peraga yang ada di Akmil maupun di
luar institusi Akademi Militer seperti di pedesaan , batlyon mapun tempat
diklat . Adapun kegiatan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Kegiatan pelatihan taruna dalam materi jasmani maupun yang
berkaitan dengan keterampilan militer seperti menembak, permildas
renang militer dan sebagainya dilaksanakan secara terprogram,
bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan tingkatannya.
Sedangkan kegiatan latihan dilaksanakan dikelas lapangan, kelas

model dril taktis dan teknis.

b. Untuk membentuk jasmani yang semapta maka dilaksankan
pengasuhan lari antara lain pelatihan lari 500 m dilaksanakan 2 kali
dalam seminggu, pelatihan 10.000 m dilaksanakan 1 kali dalam satu
bulan dan lari interval yaitu 3200 m dilaksanakan 2 kali dalam

seminggu.

C. Pemantapan kemampuan dan keterampilan teknis keprajuritan

perorangan dilaksanakan dalam Latihan Pramuka Yudha .

d. Untuk memberikan bekal pengalaman kepemimpinan
lapangan dan kerja sama antar kecabangan dalam operasi darat
terpadu serta mengaplikasikan teknik dan taktik tingkat kesatuan

kecil dilaksanakan Gladi Lapang Widya Yudha .

16 Sopiah, Perilaku Organisasi, 2014, Yogyakarta, Rineka Cipta Hal 23
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e. Latihan Praja Bhakti dan Latsitarda Nusantara merupakan
kegiatan untuk mengenali problema sosial kemasyarakatan dan
penghayatan teritorial kemanunggalan TNI-Rakyat yang dilaksanakan
di daerah pedesaan. Dalam latihan ini, Taruna hidup bersama rakyat
dan membantu rakyat melaksanakan pembangunan daerahnya.
Kegiatan latihan terdiri dari : Riset Sosial, Karya Bhakti, Penyuluhan
dan Pengenalan Akmil. Sedangkan untuk pelatih yang memberikan
pelatihan taktik diambilkan yang sudah pernah bertugas operasi. Hal
ini dimaksudkan agar mereka bisa memberikan pengalamannya
bagaimana kondisi nyata ketika berada dalam penugasan, karena
seringkali kondisi di lapangan berubah dan tidak sesuai dengan apa
yang selama ini diajarkan.

f. Pelatihan on job trainning ( OJT ) merupakan kegiatan pelatihan
taruna untuk mengenal lebih dekat tempat kerjanya dimasa yang akan
datang karena di dalam OJT taruna diberi kesempatan untuk mencoba
alutsista dan sistem persenjataan yang ada di batalyon atau intitusi
TNI lainnya, serta untuk memberikan kesempatan pada taruna untuk

bersosialisasi pada atasan dan bawahan ( belajar kepemimpinan )

g. Pelatihan mengemudi dilaksanakan agar taruna mampu
mengemudikan berbagai kendaraan yang dipunyai oleh TNl AD
seperti truk, mobil dan lain sebagainya, karena sebagai seorang
perwira harus mampu mengemudi untuk membantu mobilitas kerjanya
kelak.

h. Pelatihan Diksar Para merupakan kegiatan pelatihan taruna
untuk mampu melaksanakan terjun payung. Kegiatan ini dilaksanakan

di pusdiklat Batu Jajar Kopasus

- Pelatihan Beladiri militer seperti yongmodo, karate, judo dan
lain sebagainya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah
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keyakinan diri sebagai seorang prajurit sejati yang tidak pernah takut

dan pantang menyerah dalam mempertahankan kedaulatan NKRI
Kegiatan Proses Belajar Mengajar Di Kelas

Dalam proses pembelajaran dalam kelas baik dalam pelajaran militer
maupun non militer, maka para tenaga pendidik diwajibkan menggunakan
sistem belajar aktif atau biasa disebut learning by doing yaitu dengan
mendorong para taruna untuk secara aktif terlibat dalam proses belajar.
Adapun maksud dari sistem belajar aktif dalam pandangan Dewey dalam
Tilaar (2014:47) adalah sebagai berikut :

Sistem belajar aktif dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan
belajar aktif pada diri siswa dan menggali potensi siswadan guru untuk
sama-sama berkembang dan berbagi pengetahuan, keterampilan,
serta pengalaman sehingga akan tercipta suatu pengalaman belajar
yang bermakna antara guru dan siswa. Dengan demikian dengan
pembelajaran aktif diharapkan para taruna akan terbiasa
menggunakan kemampuannya untuk menganalisa berbagai persoalan
dan memecahkan persoalan yang dihadapi tersebut. 7

Sistem belajar aktif yang digunakan adalah menggunakan metode
think,talk and writeyang diartikan sebagai berpikir, berbicara, dan menulis
baik pada materi militer, eksata (matematika,fisika,balistika, taktik, doktrin
kejuangan, kepemimpinan militer dsb) maupun materi sosial. (ekonomi
,politik,hubungan internasional,dsb). Disini para taruna berpikir mengenai
bahan bacaan yang ada di buku bahan ajaran atau bahan yang disediakan
oleh tenaga pendidik untuk kemudian membuat catatan kecil, membagikan
ide (sharing) kepada para taruna lainnya dengan cara didiskusikan maupun
mempresentasikan di depan kelas yang dilanjutkan dengan membuat tulisan
dari bahan tersebut.

Termasuk disini yang paling ditekankan adalah untuk pelajaran taktik
militer Taruna tidak saja diajarkan untuk materi taktik konvensional tetapi juga

dikenalkan taktik perang kota dan perang tehnologi informasi. Disini

7 Tilar, Perubahan Sosial Dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia,
Yogyakarta Rineka Cipta Hal 57
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pembelajaran di kelas tidak hanya mendengarkan teori tetapi juga
memecahkan berbagai permasalahan yang diberikan oleh tenaga pendidik
untuk kemudian dipresentasikan dan di diskusikan. Tentunyan dengan
sistem belajar aktif tersebut, tidak saja akan tumbuh dalam diri taruna sifat
proaktif dan inovatif untuk mengelola perubahan lingkungan kehidupan
(ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum dll) yang sangat tinggi
kecepatannyatetapi sekaligus akan membentuk karakter taruna yang selalu
belajar dan mengikuti perkembangan jaman.
Kegiatan Organisasi Kelompok Komando Korps Taruna

Organisasi Korps Taruna merupakan wahana bagi kehidupan Taruna
yang bertujuan untuk membimbing, melatih, dan mengembangkan
kepemimpinan serta cara-cara berorganisasi, sehingga para Taruna
memperoleh pengalaman gambaran dan pengalaman untuk dapat tampil
dengan penuh percaya diri menjadi seorang Perwira yang memiliki karakter,
integritas, bertanggung jawab, senantiasa melaksanakan tugas sesuai aturan
dan profesional dalam menjalankan setiap tugas di satuan tempat bertugas
nantinya Termasuk taruna akan mampu membuat jaringan dalam sistem
sosial
Kegiatan Penugasan Ke Luar Negeri Maupun Dalam Negeri

Penugasan tersebut akan memberikan pengalaman taruna untuk
melihat tentang permasalahan berbagai hal dan membandingkan Akademi
Militer dengan Akademi Militer negara lain maupun Akademi lainnya seperti
AAL,AAU,Akpol,IPDN dsb. Dengan kegiatan ini harapkan taruna akan
terbentuk karakter untuk selalu mengikuti perkembangan jaman dan terus

belajar.
Kegiatan Bimbingan Dan Pengasuhan.

Bimbingan dan pengasuhan sebagai wahana pemantapan untuk

memberikan  pengalaman  kepemimpinan para taruna dalam
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mengembangkan daya kreasi dan inovasi yang dilandasi sikap saling asah,

asih, dan asuh. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :
a. Memberikan kesempatan secara bergantian kepada taruna
untuk menjadi ketua kelas maupun bergantian berbicara mengambil
apel kepada temanya maupun yuniornya. Ini dilakukan untuk
memberikan pengalaman dalam berkomunikasi kepada anggota.
b. Melaksanakan kegiatan wajib berbahasa Inggris pada hari-hari
tertentu. Hal ini untuk menambah keterampilan mereka berbahasa
yang nantinya diharapkan dengan bahasa yang baik mereka bisa
menambah wawasan dengan membaca literatur asing, sebagai bekal
bila mereka ingin melanjutkan S-2 yang mewajibkan mahasiswanya
mempunyai toefel yang tinggi dan membekali mereka yang mungkin
ditugaskan ke luar negeri, baik untuk kepentingan dinas, perdamaian
maupun melanjutkan pendidikan. Melalui kegitan ini akan terbentuk

karakter taruna untuk selalu belajar dan bekerja keras.

c Melaksanakan  kegiatan-kegiatan  kerohanian, bertujuan
membentuk karakter taruna menjadi insan yang bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, sebagai contoh taruna yang beraga Islam,
mereka harus membaca Alquran, hafal minimal 15 surat-surat
pendek,doa-doa harian, dapat memberikan ceramah rohani atau
kultum dan dapat mengimami salat berjamaah, sedangkan untuk
mereka yang non-Islam disesuaikan dengan agama dan kepercayaan

masing-masing.

d Melaksanakan kegiatan kesenian seperti keterampilan menari,
musik,menyanyi dan Genderang Suling Canka Lokananta ( GSCL )
yang semua itu selain untuk membekali kemampuan seni taruna juga
sebagai sarana untuk membentuk karakter taruna yang harus dimiliki
oleh seorang prajurit profesional seperti melatih kekompakan, disiplin,

54



kepemimpinan, loyalitas dan sebagainya, sebab tanpa itu semua

mereka tidak bisa tampil dengan baik.

e Memberikan tutor pada taruna yang tertinggal pelajaran akibat
sakit maupun akibat tugas luar. Termasuk memberikan tutor bagi
taruna yang kurang dalam kemampuan jasmaninya seperti renang
misalnya. Ini juga akan membentuk karakter untuk selalu peduli
terhadap orang lain dan akan selalu mementingkan kepentingan
negara daripada kepentingan kelompoknya.

f. Didasari pada asumsi bahwa badan atau raga adalah wadah
untuk mendukung manifestasi semua kemampuan yang dimiliki
manusia. Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas
tidak muncul dengan maksimal. Oleh karena itu kesehatan adalah
bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berfikir secara
produktif. Ini seperti yang disampaikan oleh Stephen Covey (1990)
dalam bukunya yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People,
sebagai berikut :
bahwa kesehatan adalah bagian dari kehidupan yang harus
selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sebagai pendukung
manusia yang efektif. Bila badan sedang sakit semua sistem
tubuh kita menjadi terganggu fungsinya, akibatnya kita jadi
malas berfikir dan berbuat dan seringkali emosi (modal
emosional) kita mudah terganggu kestabilannya, dan seringkali

kita mudah menyerah menghadapi tantangan hidup (modal
ketabahan)

Agar taruna selalu mempunyai kesehatan yang prima dan untuk
menciptakan kegemaran berolah raga, maka para taruna diberikan
kesempatan setiap hari untuk melaksanakan olah raga sesuai dengan
bakatnya masing-masing. Ini

Menetapkan Reward And Punisment
Reward dan punishment merupakan metode dalam memotivasi taruna
untuk meningkatkan prestasinya. Reward merupakan ganjaran, hadiah,

penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada taruna sementara
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punishment adalah sanksi berupa teguran /peringatan bahkan sampai pada
pemberhentian taruna apabila melakukan pelanggaran. Dalam kegitan ini
bertujuan agar terbentuk perilaku dan kepribadian disiplin taruna yaitu selalu
mentaati peraturan yang berlaku. Implementasinya adalah dalam setiap
bulan akan diumumkan taruna yang terbaik pada masing-masing tingkat
berdasarkan pelanggaran,nilai jasmani maupun nilai akademis yang di dapat.
Termasuk hasil penilaian para tenaga pendidik di kelas maupun dilapangan

yang ada dalam buku saku.

Kegiatan Seminar,Debat,Diskusi,Lomba Menulis Easy Dan Lokakarya
Kegiatan ilmiah ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan
intelektual taruna dalam menganalisa perkembangan lingkungan strategis
yang terjadi beserta solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan problem
yang mungkin terjadi sebagai akibat perubahan lingkungan strategis tersebut.
Akhirnya melalui kegiatan ini akan mempertajam naluri taruna untuk peduli

pada permasalahan yang terjadi.

Penutup

Demikian, pokok-pokok  pikiran  penulis tentang  strategi
pengembangan taruna Akademi Militer berbasis human capital semoga
bermanfaat. Disadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna namun
setidaknya tuisan ini akan dapat menjadi bahan refleksi bagi semua pihak
untuk selalu melakukan pengembangan Taruna sehingga akan menjadi
perwira remaja yang memiliki pemahaman yang komprehensif dan holistik
dan siap untuk menghadapi beragam tantangan serta dinamika lingkungan
strategis baik di level nasional, regional .dan global yang semakin ketat baik
di masa kini maupun di masa yang akan datang dengan menggunakan

kemampuan berpikir strategis (think strategically).
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Semoga allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bimbingan dan
lindungannya pada kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian

kepada bangsa dan negara.
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MEWUJUDKAN DETERRENCE EFFECT TNI DI MATA DUNIA
MELALULI KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN

Oleh
Letkol Inf Ahmad Taufik, S.IP & May Caj Saiful Bahri
Dosen Prodi Administrasi Pertahanan

Abstrak

Era Globalisasi telah menciptakanadanya security dilemma sehingga
menuntut kekuatan pertahanan dari negara-negara di dunia saat ini tidak
sekedar di dukung main power atau personel militer aktif yang besar secara
kuantitas, tetapi juga oleh ketersediaan tehnologi canggih. Bagi negara
seperti Indonesia kemandirian industri pertahanan sangat dibutuhkan dalam
upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan “deterrence
effect” bagi kepentingan nasional serta meningkatnya posisi tawar Indonesia
dimata dunia. Meskipun diakui bahwa cita-cita mewujudkan kemandirian
industry pertahanan akan menjadi suatu pilihan yang sulit ditengah kondisi
bangsa Indonesia yang masih disibukan untuk memenuhi kebutuhan pokok
rakyatnya. Diperlukan adanya komitmen dan kerjasama dari semua elemen
bangsa untuk mewujudkan kemandirian industry pertahanan.

Kata Kunci : Industri Pertahanan. Deterrence Effect

| PENDAHULUAN

Dalam bidang militer, globalisasi berdampak pada makin maraknya
negara maju untuk berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan berbagai
alutsista dengan tehnologi canggih melalui peningkatan industry pertahanan
guna mendukung kedaulatan negaranya. Hal ini di dasarkan atas keyakinan
bahwa selama ini institusi dan meanisme yang ada sekarang terbukti belum
mampu mengerem perilaku “agresif’ negara-negara di seluruh kawasan
dunia terhadap terjadinya konflik terbuka. (Dafri,2010:2)

Untuk mewujudkan pertahanan yang tangguh, maka salah satu
elemen strategis yang penting adalah mewujudkan kemandirian industri
pertahanan. Dalam kondisi ini, Indonesia tentu bisa belajar dari trend yang
ada pada banyak negara di dunia tentang bagaimana mempersiapkan
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industry pertahanannya sesuai dengan kemampuan ekonomi yang
dicapainya. Berawal dari pemikiran ini, tidaklah berlebihan apabila kemudian
penulis tertarik untuk menulis tentang “Mewujudkan Deterrence Effect TNI Di
Mata Dunia Melalui Kemandirian Industri Pertahanan” Adapun fokus tulisan
ini adalah pentingnya industry pertahanan, dan apa yang harus dilakukan

Indonesia untuk mewujudkan kemandirian industry pertahanan.

Il. PERAN INDUSTRI PERTAHANAN DI DUNIA

Industri senjata dan peralatan produksi pertahanan telah menjadi
fenomena global yang telah mengubah sejarah cara berperang. Negara yang
mampu mengadopsi proses tehnologi serta mampu melengkapi militernya
yang akan memilki peluang besar menjadi pemenang di palagan perang.
Tidaklah mengherankan apabila kekuatan pertahanan dari negara — negara
di dunia saat ini tidak sekedar di dukung oleh mainpower atau personel militer
aktif yang besar secara kuantitas akan tetapi juga ditentukan oleh
ketersediaan tehnologi yang canggih.

Realitas itulah kemudian,menyebabkan negara di dunia melakukan
transformasi militer agar lebih efektif dalam mendukung pertahanan
negaranya. Transformasi terlihat dari adanya perubahan peran militernya
yang tidak hanya sebagai penjaga perdamaian tetapi juga militer yang siap
untuk bertempur. Ini dilandasi atas kesadaran bahwa konflik di era global
sangat dinamis dan beragam dengan waktu yang tidak dapat diprediksi oleh
siapapun. ( Amrulla,2012:89)

Disisi lainnya kemajuan industry pertahanan akan sangat berkaitan
erat dengan ekonomi dari suatu negara. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman
negara lain dimana kemampuan dalam industry pertahanan biasanya
menjadi salah satu ciri dari negara yang maju secara ekonomi. Dari data
yang dilaporkan oleh SIPRI, sebagian besar industri pertahanan terbesar

dunia berasal dari negara maju seperti Amerika, Rusia, Tiongkok dan
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Jepang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Indonesia akan
memiliki industry pertahanan yang mumpuni ketika Indonesia sudah menjadi
negara dengan ekonomi yang kuat ? Lalu dimana posisi Indonesia saat ini ?

Disadari bahwa sampai saat ini Indonesia masih disibukan untuk
memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya seperti pendidikan, kesehatan,
pangan dan lain sebagainya. Tentunya ini akan menjadi sebuah cita-cita
besar yang harus diraih dengan membayangkan bagaimana iNdonesia
memiliki kemandirian industry pertahanan yang mampu meningkatkan sistem
pertahanan negara yang tangguh dengan “deterrence effect’ yang tinggi
dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang lebih penting
lagi industry pertahanan akan mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia
dalam bernegosiasi di mata dunia.

Terlepas dari itu semua, bagi Indonesia mewujudkan kemandirian
industry pertahanan nasional untuk memenuhi pembangunan kekuatan
alutsista dengan tehnologi mutahir bukan saja pilihan tetapi menjadi suatu
keharusan dan tidak bisa ditawar lagi. Optimisme tersebut akan dilandasi
atas keyakinan tentang prediksi dari banyak ahli ekonomi tentang Indonesia
akan menjadi raksasa ekonomi di masa depan sehingga akan menjadi
kekuatan ekonomi baru Asia selain Tiongkok (Budi Winarno,2012:35).
Apalagi membayangkan Indonesia menjadi anggota G8. Tentu akaan
menjadi suatu kekurangan besar dengan kekuatan industry pertahanan yang
minim.

Tantangan besar bagi industry pertahanan Indonesia pada saat ini
adalah masih munculnya keraguan atas pemasaran produk disebabkan
adanya kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan
sehingga menghamburkan dana yang diberikan pemerintah ditengah kondisi
masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya mapan secara ekonomi.
Kekhawatiran tersebut dapat dipahami dan disadari bahwa ini akan menjadi
dilemma bagi pemerintah, namun persepsi bahwa produk lokal tidak dapat

berkembang dan melemahkan kekuatan pertahanan negara, harus segera
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dirubah. Suatu saat TNI harus menggunakan peralatan tempur sendiri agar
lebih mandiri dan tidak takut akan diancam akan diembargo apabila tidak
mengikuti keinginan dari negara yang mengimpor alutsista.

Namun sesungguhnya, alutsita yang diciptakan industry pertahanan
Indonesia telah menorehkan banyak prestasi seperti dalam ajang lomba
nembak tahunan tingkat internasional Australian Army Skiil at Arms Meeting
(AASAM) yang digelar di Victoria, Australia, TNl dengan menggunakan
senjata SS-2 buatan PT Pindad telah berhasil menjadi juara umum
mengalahkan negara maju seperti Amerika Serilat Australia dsb. Bahkan
sejak tahun 2008 hingga sekarang TNI selalu juara umum. Termasuk panser
Anoa buatan dan PT Pindad yang sudah mulai banyak dipesan oleh banyak
negara. Bahkan dibedah sebagai bahan penelitian dari banyak negara di
dunia. Prestasi lainnya, dari PT PAL yang telah berhasil mengekspor kapal
perang pesanan Philipina dsb.

Dengan melihat prestasi tersebut, tidak boleh ada kegamangan lagi
untuk percaya diri dan segera mewujudkan kemandirian industry pertahanan
Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Sudah saatnya
kita merubah “mindset” tidak lagi sebagai konsumen tetapi sebagai produsen.
Di masa yang akan datang banyak keuntungan kemandirian industry
pertahanan. Pengalamam menunjukan bhawa trend sekarang yang muncul
dari negara maju adalah kemajuan industry pertahanan telah meningkatkan

kemajuan ekonomi negaranya.

M. PENTINGNYA KEMANDIRIAN INDUSTRI PERTAHANAN
NASIONAL.

Kemandirian dalam arti yang luas, adalah kemandirian dalam
memproduksi, membeli, menggunakan dan merawat alutsista. Oleh
karenanya kemandirian industri pertahanan yang sepenuhnya sebenarnya

sesuatu yang sulit dicapai bahkan oleh negara maju sekalipun. Terlepas dari
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itu, mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional akan semakin
mendesak ketika tuntutan peran TNI ke depan tidak hanya sebagai pengawal
kedaulatan bangsa dan negara tetapi juga dituntut untuk mampu
melaksanakan tugas kemanusiaan tingkat regional dan global.

Sementara, untuk mengetahui adanya keuntungan yang dapat
diperoleh Indonesia apabila mewujudkan kemandirian industri pertahanan,
dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keuntungan Politik

Dengan kemampuan memproduksi sendiri alutsista yang
dibutuhkan TNI akan dipenuhi. Apalagi pengalaman kenangan pahit
bangsa Indonesia ketika Amerika Serikat menjatuhkan embargo militer
terhadap Indonesia. Embargo ini didasarkan tuduhan Amerika Serikat
terhadap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur
pada tahun 1999. Dampaknya, Indonesia tidak bisa membeli
peralatan militer termasuk suku cadangnya hingga menyebabkan
peralatan militerstrategis seperti F-16, F-5, Hercules C-130 dan Hawk
series mengalami penurunan kesiapan tempur hingga di bawah 50 %

(http://www.kompasiana.com).

Perlunya menjadikan kesadaran kita semua, bahwa negara
produsen alutsista dunia punya kepentingan politik untuk mengontrol
produk yang mereka jual. Termasuk kepentingan agar negara pembeli
tidak membahayakan bagi negara dan aliansi mereka maka biasanya
pembelian alutsista dari suatu negara tidak dibarengi dengan
kebebasan dalam penggunaannya akan tetapi dibarengi dengan
pertimbangan politik, keamanan dan HAM. Di samping itu, pembelian
alutsista juga seringkali tidak didampingi oleh transfer teknologi. Dapat
disimpulkan bahwa dengan terus membeli alutsista selain akan
menciptakan ketergantungan alutsista dari luar negeri yang berarti

terdeteksinya kekuatan yang kita miliki, kesulitan dalam merawat serta
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dapat dipastikan bahwa alutsista yang dibeli Indonesia akan
mempunyai teknologi yang tidak lebih canggih dari negara asalnya.

Sebaliknya keuntungan yang diperoleh dengan mewujudkan
kemandirian industri pertahanan akan menyebabkan kebebasan dalam
menggunakan alutsista sesuai dengan kebutuhan. Tanpa takut
diintervensi dan diembargo apabila tidak sependapat dengan negara
produsen sehingga meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam
bernegosiasi.

2. Keuntungan Ekonomi

Emile Benoit dalam Silmy Karim, (2014:1) menyampaikan
bahwa pengeluaran anggaran pertahanan yang besar memicu
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya kecilnya anggaran
pertahanan akan menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Bagi
Indonesia, yang selama ini sebagian besar alutsista TNI dipenuhi
dengan mengimpor dari negara lain dan belum memanfaatkan produk
lokal akan menimbulkan dampak negatif banyaknya anggaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah ke luar negeri yang berarti dana untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan dikurangi. Lebih
jauh dana yang dikeluarkan tersebut akan menopang peningkatan
ekonomi negara lain.

Sebaliknya keuntungan yang diperoleh dengan mewujudkan
kemandirian industri pertahanan akan menyebabkan tumbuhnya
cluster-cluster industri pertahanan baru sehingga juga dapat
diharapkan untuk meningkatkan pajak negara dan pendapatan negara,
penyerapan tenaga kerja serta dapat menghemat devisa negara.

3. Keuntungan Sosial Budaya

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri
pertahanan menegaskan bahwa peningkatan industri pertahanan
melalui  penelitian dan penguasaan teknologi pertahanan.

Penguasaan teknologi dan penelitian yang akan terus berkembang
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akan memberikan keuntungan, yaitu dalam jangka panjang dapat
menciptakan keunggulan peralatan pertahanan dibandingkan negara
lain, muncul SDM ahli pertahanan yang dihasilkan dari perguruan
tinggi, berkembangnya ilmu pertahanan yang dianggap sebagai
sebuah ilmu yang penting dan munculnya kesadaran dan kebanggaan
dari masyarakat terhadap bangsa Indonesia.

4. Keuntungan Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan negara menjadi salah satu aspek penting dalam
menjamin eksistensi kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa dan
negara yang kuat. Pertahanan negara yang kokoh tidak hanya
dipengaruhi oleh kemampuan diplomasi pemerintah akan tetapi juga
menuntut dipenuhinya kebutuhan alutsista yang modern. Dengan

demikian kemandirian industri pertahanan seperti yang dijelaskan di

atas, akan memberikan “deterrence effect” yang tinggi untuk

menangkal segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi.

Untuk selanjutnya, masih ditemukan berbagai persoalan yang kini
dihadapi industri pertahanan di Indonesia seperti masih minimnya dukungan
anggaran pemerintah dan masih belum tertampungnya SDM unggul yang
telah belajar secara formal di negara maju tentang industri pertahanan
sehingga banyak yang bekerja di luar negeri. Dibutuhkan komitmen dan
kerjasama dari seluruh elemen bangsa dan stake holder dalam semua lini
sehingga tercipta hubungan antara pemerintah, industri pertahanan,
perguruan tinggi dan masyarakat untuk ikut mempersiapkan kemandirian
industri pertahanannya sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dicapainya
seperti yang banyak dilakukan oleh negara lain tentang trend peningkatan

pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian industri pertahanan.
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V. Upaya Untuk Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Sesungguhnya sudah ada political will dari pemerintah untuk
mewujudkan kemandirian industri pertahanan di Indonesia khususnya sejak
era Presiden SBY dan Jokowi. Ini terbukti dari anggaran yang diberikan
untuk militer terus meningkat hingga mencapai 95,9 trilyun sesuai RAPBN
tahun 2016 sebagai upaya membangun postur pertahanan TNI yang semakin
lengkap dan modern. Termasuk dikeluarkannya berbagai regulasi untuk
selalu memperdayakan industri pertahanan nasional dengan terlibat mulai
dari rancang bangun, produksi operasional, latihan pemeliharaan hingga
pemusnahan alutsista yang sudah tua.

Walaupun demikian, mampukah pemerintah Indonesia mendorong
perilaku industri pertahanan yang lebih efisien, efektif, inovatif dan produktif ?
sehingga pada akhirnya akan terwujud kemandirian industri pertahanan.
Dalam pandangan Silmy Karim (2014:153) maka peran yang harus dilakukan
oleh pemerintah dalam hubungan industri pertahanan demi menjawab
tantangan pertahanan dan keamanan di masa depan adalah sebagai
customer, sponsor dan regulator yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peran Customer

Sudah jelas peran pertama yang harus dilakukan oleh
pemerintah adalah sebagai pelanggan utama dari industri pertahanan.

Diperlukan adanya transparansi dari pemerintah untuk

mengungkapkan kebutuhan dari alutsista yang dibutuhkan sehingga

dapat dikonsolidasikan dengan industri  pertahanan  untuk
memenuhinya yang ditandai dengan kontrak pengadaan. Dalam
kondisi ini industri pertahanan harus dijadikan komitmen untuk
melayani kepentingan negara dalam mendukung pertahanan dan

keamanan.
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2. Peran sebagai sponsor
Dalam peran yang kedua ini, hubungan pemerintah dengan

industri pertahanan lebih kuat dibandingkan dengan sebagai customer.
Dalam hal ini pemerintah melindungi, mempromosikan dan
memperdayakan industri pertahanan dengan menyediakan barang dan
jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya melindungi
negara. Termasuk memberikan anggaran yang besar untuk
melakukan penelitian guna peningkatan teknologi pertahanan. Bahkan
bila melihat negara maju, maka strategi pertahanan, kebijakan luar
negeri dan prinsip keamanan nasionalnya dibangun atas basis idiologi
kemajuan teknologi yang dimiliki oleh industri pertahanan.

3. Peran sebagai regulator

Sebagai tulang punggung kedaulatan dan keamanan negara
maka perlu adanya mekanisme kontrol yang diterapkan pemerintah
terhadap industri pertahanan baik kontrol informasi maupun kontrol
eksport agar keberadaannya tidak membahayakan negara.

Disamping hal di atas, DPR sebagai lembaga legislasi, anggaran dan
pengawasan perlu segera mempercepat pembahasan tentang keamanan
nasional dan UU tentang revitalisasi industri pertahanan.  Termasuk
memberikan pengawasan dan menyetujui anggaran untuk kepentingan
kemajuan industri pertahanan. Termasuk seluruh unsur stake holder lainnya
agar mendorong masyarakat agar yakin akan pentingnya industri pertahanan
sebagai komponen penting dalam mendukung pertahanan sehingga tidak lagi
ada kegaduhan politik bila membicarakan tentang pertahanan.

V. Penutup

Mewujudkan industri pertahanan nasional berarti membangun
kekuatan pertahanan Indonesia yang semakin kokoh, mandiri dan berdaya
getar tinggi. Ini juga berarti membangun peningkatan perekonomian negara
melalui efek positif yang ditimbulkannya. Diperlukan optimisme dan

komitmen dari seluruh komponen bangsa khusunya stake holder untuk
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mewujudkan industri pertahanan yang efektif dan efisien. “Kalau tidak
dimulai dari sekarang kapan lagi Indonesia akan lepas dari
ketergantungan dan intervensi luar negeri” Tanpa kita sadari ini juga akan
menjadi salah satu sumber ancaman bagi kedaulatan negara.
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Abstrak

Hukum Islam mengajarkan bahwa membela negara itu hukumnya fardhu
ain yang artinya wajib bagi semua individu, sebagaimana tersirat di beberapa
hadis Nabi yang intinya hubbul waton minal iman yang artinya cinta tanah air
bagian dari iman. Islam juga mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam
kebaikan. Dengan berlomba-lomba menuju kebaikan maka akan didapatkan
hasil yang baik pula. Hal ini tercermin dalam rangka Reformasi Birokrasi yang
merupakan program nasional dan menyeluruh yang dilaksanakan secara
terencana dan terukur guna mewujudkan profesionalisme aparatur
pemerintah .Hal itu diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan jabatan atau
kewenangan serta mendukung penyelenggaraan tugas-tugas birokrasi yang
efektif dan efesien. Selain itu, reformasi birokrasi menjadi agenda yang terus
dilaksanakan di lingkungan TNI AD. Reformasi birokrasi TNI Angkatan Darat
pada dasarnya juga diarahkan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang
baik,meliputi aspek struktur dan kultur yang merupakan bagian dari reformasi
birokrasi nasional. TNI AD dengan jiwa korsa yang dimiliki sebagai bagian
dari prajurit TNI yang berjiwa patriotik, pantang menyerah dan berjuang tanpa
pamrih dapat melaksanakan penataan konsolidasi untuk kepentingan bangsa
dan negara ke depan. Revitalisasi perlu dilakukan untuk pengelolaan
organisasi TNI AD agar memiliki kemampuan yang kuat, menjadi organisasi
modern, diawaki personel profesional yang memiliki otak cemerlang dan
militansi tinggi. Dengan demikian, maka TNI AD dapat mencetak perwira-
perwira unggul dan menjadi salah satu sumber pimpinan bangsa yang
diharapkan dapat memimpin bangsa dalam menyelesaikan masalah yang
dihadapi bangsa Indonesia. Sehingga TNI AD dapat bersaing dan
diperhitungkan di mata dunia baik dalam kancah regional maupun global.

Keyword : daya saing, reformasi birokrasi
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1. PEDAHULUAN

Hukum Islam berpandangan bahwa negara dengan segenap
kewenangannya adalah institusi yang mutlak diperlukan, selain individu dan
kelompok, untuk penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Agama Islam
yang rahmatan lil ‘alamin, sehingga tercipta negara yang adil, sejahtera,
damai, aman dan tenteram. Mengenai kewajiban bagi warga negara untuk
mempertahankan diri dari serangan musuh, dalam Al-Quran jelas sekali
terdapat perintah untuk melawan orang-orang yang menyerang kita yang

berbunyi;
B iad Vg aSh ol cp ANl o AV SEG
O daall sy Y ) )

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi)
Jjanganlah kalian melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al-Baqorah; 190). [1]

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut para ulama terdahulu menyadari
kewajiban melawan penjajah. Peperangan yang terjadi pada abad ke-19
melawan Belanda tidak lain juga didorong oleh semangat “jihad” melawan
para penjajah, seperti perlawanan Pangeran Diponegoro, Tengku Cik Di Tiro,
Teuku Umar dan Cut Nyak Dien.

Pemerintah dalam wusahanya untuk meningkatkan daya saing
pertahanan negara dalam kancah regional maupun global, pemerintah
melaksanakan pembangunan kekuatan TNI AD yang kuat, modern, efisien
dan efektif. Hal tersebut juga dilandasi dalil Al-Quran “ fastabiqul khairat’,
yang artinya berlomba-lombalah kamu sekalian untuk untuk menju kebaikan.

Pembangunan kekuatan TNI AD tersebut hendaknya dapat dilakukan
sejalan dengan kebijakan pemerintah di dalam membangun kemampuan
pertahanan negara atau defence capability building dengan prioritas

membangun kekuatan yang minimal atau Minimum Essential Force (MEF).
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Kebijakan membangun kemampuan pertahanan dengan MEF, didasarkan
pada pertimbangan filosofis dan taktis ekonomis. Pertimbangan filosofis,
bahwa pembangunan kekuatan pertahanan yang dilakukanindonesia adalah
bertujuan untuk menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta untuk
menjaga keselamatan segenap warga dan seluruh kekayaan alam. Artinya
kemampuan pertahanan yang dibangun adalah untuk kepentingan menjaga
dan melindungi ke dalam dan bukan untuk yang lain. Sementara itu di dalam
melaksanakan tugasnya di dalam menjamin kedaulatan, menjaga keutuhan
wilayah serta menjaga keselamatan warga dan seluruh kekayaan alam,
dapat ditempuh dengan kombinasi antara penataan kekuatan TNI dan
melakukan diplomasi pertahanan, yakni bersahabat baik dengan bangsa-
bangsa lain di dunia, terutama dengan negara-negara kunci tanpa harus
mengorbankan kepentingan nasional kita. Keterlibatan Indonesia di dalam
upaya menciptakan keamanan dan perdamaian dunia, harus diupayakan
dapat selalu hadir, baik untuk ikut menyelesaikan konflik bersenjata maupun
untuk misi kemanusiaan.

a. REFORMASI BIROKRASI

Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2010
mendefinisikan reformasi birokrasi adalah bentuk operasionalisasi dari Grand
Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun
sekali dan merupakan rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari tahapan satu
ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang
jelas [5]. Permen-PAN dan Reformasi Demokrasi No 20 Tahun 2010 ini
bertujuan untuk mengefektifkan kinerja birokrasi dalam memberikan
pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak berdiri bertujuan untuk
melindungi kepentingan setiap warga Negara, karena alasan satu-satunya
bagi eksistensi Negara adalah kepentingan umum[6], maka sudah
seharusnya birokrasi memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap

kepentingan umum sebab birokrasi mempunyai tujuan untuk membantu
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pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, adil, jujur dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara.
Untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita tersebut perlu disepakati Dasar-dasar
organisasi dan penyelenggaraan Negara [2]

TNl AD dalam melaksanakan tugas sehari-hari mempunyai tugas
pokok dan tugas-tugas yang melekat pada dirinya. Adapun tugas pokok TNI
AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan
tugas-tugas dari TNI AD dalam PPPA TNI AD TA 2014 [3] ( NO. 57 Tgl 16-
12-2013 ) yang tertuang dalam lampiran Peraturan Kasad Nomor Perkasad/
57 / XII'/ 2013 Tanggal, 16 Desember 2013 adalah sebagai berikut; [4]

1) Melaksanakan tugas TNI Matra Darat di bidang pertahanan,

yaitu dengan melakukan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi

Militer Selain Perang, dengan prioritas ; (a) Meningkatkan kemampuan

Intelijen dan pembinaan Teritorial untuk menciptakan kondisi yang

kondusif dalamrangka ~mendukung pemberdayaan  wilayah

pertahanan khususnya di daerah perbatasan, pulau terluar dan di

daerah rawan konflik (b) Menyiapkan satuan-satuan operasional

baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan khususnya di

daerah rawan konflik, rawan separatis, perbatasan dan pulau-pulau

terluar sesuai dengan eskalasi ancaman. (c) Menyiapkan dan
memelihara kemampuan operasional Angkatan Darat yang
profesional dengan cara meningkatkan pembinaan kekuatan satuan
sehingga diperoleh kemantapan satuan untuk menangkal segala
bentuk ancaman. (d) Menyiapkan satuan dalam rangka kerjasama
Militer Internasional dengan Angkatan bersenjata negara sahabat dan

melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan Kkebijakan
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politik luar negeri. (e) Menyiapkan satuan operasional dalam rangka
mengatasi pemberontak bersenjata, gerakan separatis bersenjata
danaksi tererorisme.(f)Menyiapkan satuan dalam rangka pengamanan
Presiden dan Wakil Presidenbeserta keluarganya serta tamu negara
setingkat Kepala Negara dan perwakilan Pemerintahan Asing yang
sedang berada di Indonesia. (g) Menyiapkan satuan dalam rangka
tugas perbantuan kepada Polri atas permintaan sesuai dengan
perundang -undangan yang berlaku.(h) Menyiapkan dan menyiagakan
satuan dalam rangka tugasmembantu pemerintah menanggulangi
akibat bencana alam,pengungsian dan pemberian bantuan
kemanusiaan serta pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan
(search and rescue). (i) Membantu tugas pemerintah di
daerah melalui program Operasi Bakti TNI dan Karya Bakti TNI.

2) Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah
perbatasan darat dengan negara lain dan pulau-pulau terluar, yaitu
dengan melakukan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk
menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan
keselamatan bangsa di wilayah perbatasan darat dengan negara lain
dan di pulau-pulau terluar dari segala bentuk ancaman dan
pelanggaran, dengan prioritas ; (a) Menyiapkansatuan-satuan
Angkatan Darat untuk melaksanakan operasi pengamanan wilayah
perbatasan Papua-PNG, Kalimantan-Malaysia, NTT-RDTL dan
pengamanan pulau-pulau terluar. (b) Melanjutkan pembangunan
fasilitas dan pengisian materiil serta bekal untuk satuan baru di
wilayah rawan konflik dan perbatasan. (c) Melanju tkan pemetaan
wilayah daratan yang belum terpetakan, khususnya di daerah
perbatasan dan pulau-pulau terluar. (d) Melaksanakan kegiatan TMMD
skala besar di wilayah perbatasan.

3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan

pengembangan kekuatan Matra Darat, yaitu dengan melakukan
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segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mewujudkan penampilan
Postur TNI AD yang merupakan keterpaduan kekuatan, kemampuan
dan gelar kekuatan TNI AD serta tersusunnya komponen cadangan
dan komponen pendukung pertahanan negara Matra Darat, dengan
prioritas : (a) Pembangunan kekuatan TNI AD diarahkan agar dapat
melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara
dan menjaga keutuhan wilayah darat yang pelaksanaannya diarahkan
kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential
Force/MEF). (b) Menyiapkan kemampuan operasional TNI AD yang
profesional dengan cara memelihara dan meningkatkan kemantapan
satuan dalam rangka kesiapsiagaan operasional. (c) Melanjutkan
Reformasi Birokrasi di lingkungan internal TNI AD yang dilaksanakan
secara konseptual, gradual, konstitusional dan berkelanjutan yang
meliputi aspek doktrin, struktur, kultur dan mind set yang merupakan
bagian integral dari Reformasi Birokrasi TNl yang bermuara pada
sasaran akhir Reformasi Birokrasi Nasional antara lain meningkatnya
kualitas pelayanan publik (Public Servant). (d) Meningkatkan
profesionalisme melalui peningkatan kuantitas dan kualitas 10
komponen pendidikan dan latihan, diprioritaskan kepada
penyempurnaan kurikulum pendidikan maupun materi dan metoda
latihan yang menjamin terbentuknya profesionalisme, peningkatan
kualitas tenaga pendidik dan pelatih serta peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan dan latihan dengan menitikberatkan kepada
penajaman materi pelajaran/ pelatihan sehingga diperoleh pencapaian
tujuan operasional pendidikan dan latihan secara efektif.
Memaksimalkan program pendidikan dan latihan perwira TNI AD
secara efektif dan efisien dengan mengedepankan proses belajar
mengajar dan pelatihan yang interaktif serta konstruktif, guna
menghasilkan perwira-perwira TNl AD yang handal dan profesional

baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
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4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat,
dengan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan,
pengerahan dan pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan
pertahanan negara di darat sesuai dengan Sistem Pertahanan
Semesta (Sishanta) melalui pembinaan Teritorial yaitu : (a) Membantu
Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan
pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan
beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi Militer
untuk Perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan
pertahanan negara sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta. (b)
Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran
secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (c) Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai
kekuatan pendukung sesuai Undang-Undang. TNI AD konsisten dan
konsekuen melaksanakan Reformasi Birokrasi yang salah satunya di
bidang manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan
pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi
TNI AD dengan kinerja yang lebih baik. Program ini untuk membentuk
TNI AD sebagai Agen Perubahan yang mampu berperan sebagai role
model, yaitu individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi,
bertingkahlaku, mindset dan culture set dalam pola yang lebih maju
guna mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja yang tinggi. Di
samping itu Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat adalah
komitmen TNI AD untuk memposisikan secara tepat dan
mengoptimalkan peran, fungsi serta tugasnya dalam hubungan antar
instansi/lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi maupun nepotisme
(KKN). Reformasi Birokrasi Angkatan Darat merupakan kelanjutan dari
Reformasi Internal TNI AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI AD,

sebagai suatu keputusan yang sangat penting, bukan saja bagi TNI
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AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentinan nasional
pada umumnya. Program Reformasi Birokrasi TNI AD dijabarkan
dalam sembilan program Reformasi Birokrasi dan 25 kegiatan, dengan
delapan area perubahan. Adapun kedepalan point tersebut adalah; (a)
Organisasi, hasil yang diharapkan adalah organisasi yang tepat fungsi
dan tepat ukuran, (b) Tatalaksana, yakni sistem, proses dan prosedur
kerja yang jelas, efektif, efesien terukur dan sesuai dengan prinsip-
prinsip good govermance, (c) Peraturan Perundang-undangan,
harapannya regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, (d)
Sumber Daya Manusia Aparatur,ohawa SDM aparatur yang
berintegritas, netral, kompoten, capable, profesional, berkinerja tinggi
dan sejahtera, (e) Pengawasan, yaitu hasil yang diharapkan adalah
meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (f) Akuntanbilitas, hasilnya bisa
meningkatkan kapasitasdan akuntabilitas kinerja birokrasi, (Q)
Pelayanan Publik, pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat, (h) Mind set dan Culture Set Aparatur, bahwa Birorkrasi
dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Program Reformasi Birokrasi (RB) TNI AD merupakan program jangka
panjang, sesuai dengan Program Reformasi Birokrasi TNI dan Grand Design
RB Nasional menuju tata kelola pemerintahan 2025, yang bersih dan bebas
KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), transparan, akuntabel dan profesional.
Perlu adanya komitmen kuat dan kebijakan pimpinan TNI, yang mampu
menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program RB TNI AD
secara konsisten dan berkelanjutan, sampai terwujudnya sasaran program
tersebut. Dengan diberikannya Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan
TNI, hal ini harus memacu peningkatan dan pemantapan pelaksanaan
Program RB TNI AD. Program itu meliputi aspek doktrin, struktur, kultur, dan

mindset, yang merupakan bagian integral dari RB Nasional.
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Program Reformasi Birokrasi Angkatan Darat pada hakikatnya adalah
komitmen TNI AD untuk memposisikan secara tepat, dalam mengoptimalkan
peran, fungsi, dan tugasnya dalam hubungan antar instansi/lembaga.
Tujuannya adalah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
berwibawa, dan bebas KKN. Selain itu, Reformasi Birokrasi Angkatan Darat
merupakan kelanjutan dari Reformasi Internal TNI AD, yang dijiwai oleh
paradigma baru TNI AD sebagai suatu keputusan yang sangat penting. Hal
itu bukan saja penting bagi TNI AD, tetapi juga bagi bangsa dan negara,
serta kepentingan nasional pada umumnya. Melalui proses berlanjut, TNI AD
secara konsisten dan konsekuen melaksanakan Reformasi Birokrasi, yang
salah satunya di bidang manajemen perubahan. Agen perubahan itu harus
mampu berperan sebagai role model. Role model adalah individu yang dapat
dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, mindset (pola pikir) dan
culture set (pola budaya), dalam tahapan yang lebih maju, guna mewujudkan
peningkatan integritas dan kinerja yang tinggi.

b. DAYA SAING

Definisi daya saing adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat
tumbuh (berkembang) secara normal di antara makhluk hidup lainnya
sebagai pesaing dalam satu habitat (dalam satu bidang usaha dan
sebagainya).[7]

Pembangunan pertahanan, khususnya TNI AD agar menjadi kekuatan
militer yang kuat, maka penataan organisasinya perlu dikelola secara modern
sehingga efisien dan efektif di dalam melaksanakan tugas pokoknya. Salah
satu ciri organisasi modern, antara lain adalah ramping strukturnya tetapi
kaya fungsinya, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif
dan cepat di dalam merespons tugas-tugas yang sifatnya penuh dinamika,
yang ditunjang dengan tersedianya alutsista, sarana dan kesejahteraan
personel yang memadai. Organisasi yang ramping struktur dan kaya fungsi,
harus diawaki oleh personel yang memiliki kompetensi memadai sesuai

tuntutan tugasnya. Hal itu berarti TNI AD harus memberikan perhatian yang
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besar pada masalah kualitas manajerial dan peningkatan profesionalitas
prajuritnya. Untuk menciptakan sosok TNl AD di masa mendatang menuju
profesionalisme di bidangnya harus didukung, faktor yang mendasar adalah
pembinaan sumber daya manusia melalui pembenahan dan perbaikan sistem
pendidikan yang berkaitan dengan seleksi pendidikan, proses belajar
mengajar (kurikulum) dan alat evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang
berbasis pada kompetensi serta kemajuan teknologi sesuai dengan tuntutan
zaman dan perlu dipersiapkan juga kemajuan untuk beberapa kurun waktu ke
depan serta harus memiliki jiwa disiplin, semangat juang yang tinggi, berjiwa
Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dicintai rakyat dan bangsanya.

Pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang sangat penting, dan
kurikulum serta tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi
sesuai bidangnya, menjadi hal yang mutlak perlu dibenahi. Perkembangan
lingkungan yang semakin dinamis dan permasalahan yang semakin
kompleks menuntut agar kualitas intelektual setiap prajurit TNI AD terutama
para tingkat perwiranya harus dipersiapkan dengan baik. Penguasaan bekal
ilmu yang diperlukan tidak cukup hanya mahir di bidang keterampilan teknis
profesi militer, melainkan perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan sosial
dan teknologi. Membahas urgensi pendidikan dan pelatihan serta ilmu
pengetahuan dan teknologi secara klasik, tapi perlu disadari sepenuhnya ini
adalah prasyarat mutlak untuk dipenuhi. Ke depan, kita ingin para perwira
TNI AD, tidak hanya mahir bidang teknis kemiliteran, melainkan juga memiliki
pengetahuan umum yang memadai, termasuk kemutlakan untuk menguasai
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita mengharapkan para
perwira pada strata perwira pertama punya kualitas teknis-taktis dan
administrasi, dan pada strata perwira menengah mulai menggeluti masalah
strategi baik militer maupun pertahanan, dan pada saatnya sebagai perwira
tinggi ia menjadi “developer” dari “military and defence policy”.

Prajurit TNI AD juga dituntut untuk senantiasa mengembangkan diri

dari aspek intelektualisasi di samping kualitas militansipengabdian, karena,
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setiap prajurit TNl AD di dalam melaksanakan tugasnya, sangat
bersinggungan dengan masyarakat yang kini sudah mengalami kemajuan
yang bisa jadi tingkat kemajuannya lebih jauh dari tingkat kemajuan yang
dialami para prajurit TNl AD khususnya, para perwira pada umumnya,
sebaliknya prajurit harus mampu menangkal distorsi terhadap jati
dirinya.Tugas-tugas di masa damai di dalam negeri, para prajurit TNI AD
akan banyak terlibat dalam misi-misi kemanusiaan. Maka pengetahuan para
perwira tentang bencana alam dan penanganannya, seperti cara-cara
penyelamatan warga terutama pada masa tanggap darurat atau emergency
respond, mutlak harus dikuasai dengan baik. Untuk tugas-tugas misi
perdamaian ke luar, maka para prajurit TNI AD akan banyak terlibat di dalam
misi Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal itu berarti, bahwa para perwira TNl AD
akan memiliki banyak kesempatan untuk bertugas dalam misi-misi
internasional dan pergaulan antar personel militer dari berbagai negara.

Oleh sebab itu, para prajurit TNI dan utamanya para perwira harus
dibekali dengan pengetahuan yang cukup berkaitan dengan tugas-tugas misi
perdamaian internasional, baik untuk penanganan konflik, menjaga
perdamaian, maupun kemungkinan tugas-tugas misi kemanusiaan. Citra
profesionalitas personel TNl AD yang baik di mata internasional, akan
membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia. Maka hal ini secara
langsung ataupun tidak langsung, akan memberi pengaruh terhadap rasa
segan bangsa lain terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian
akan mengurangi adanya ancaman dan gangguan dari bangsa lain terhadap
kepentingan nasional kita.Untuk mewujudkan keinginan seperti itu, maka TNI
AD perlu menyusun perencanaan penataan menjadi TNl AD yang kuat,
modern dan efektif dalam kerangka MEF, dengan menyusun peta jalan
atau road map yang mengesampingkan dilaksanakan secara bertahap dan
konsisten tanpa mengesampingkan kemungkinan ada penyempurnaan

karena adanya perubahan dinamika perkembangan situasi.
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TNI AD yang kuat, modern dan efektif di dalam melaksanakan tugas,
akan memudahkan bagi TNI AD untuk melaksanakan tugas pokok, sebagai
bagian dari tugas sebagai garda nasional atau national guardian di dalam
menjaga dan mengawal bangsa Indonesia, yang kini dalam proses
pembangunan bangsa yang demokratis, beradab dan berupaya
mempercepat pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan wilayah.
Dengan dapat menjalankan tugasnya, baik tugas OMP maupun tugas OMSP
dengan baik, maka keberadaan TNI AD akan selalu dicintai rakyat,
keberadaanya sangat dinantikan dan menyatu menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam kehidupan bangsa. Maka ke depan, TNI AD akan memiliki
wibawa dan disegani rakyat karena keberadaannya dapat betul-betul
memberikan perlindungan dan pengayoman untuk menjaga bangsa ini
berkembang dan maju sesuai kehendak bersama menuju cita-cita bangsa.

Untuk mewujudkan hal-hal ideal tersebut, maka dalam rangka
membangun TNI-AD yang kuat, organisasinya modern, efesien dan efektif
dalam kerangka pembangunan kekuatan pertahanan negara yang minimal
atau minimum essential force, dapat dilakukan antara lain:

1) Perlunya pemantapan konsolidasi menuju revitalisasi kekuatan

TNI AD yang kuat dan modern.

2) Perlunya memberikan perhatian kepada kompetensi personel,

melalui pendidikan dan pelatihan profesi, sehingga memiliki personel

yang cerdas, menguasai iptek secara lebih memadai, terbangunnya
sikap militan dan disiplin yang tinggi.

3) Pemenuhan kebutuhan persenjataan, prasarana dan sarana

serta fasilitas pendukung untuk peningkatan profesionalisme prajurit.

4) Perlunya memberikan perhatian kepada upaya peningkatan

kesejahteraan prajurit dan keluarganya agar memiliki tingkat

kelayakan hidup lebih baik.
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5) Perlu adanya perubahan cara berpikir yang lebih rasional di
dalam mengelola organisasi TNl AD sehingga menjadi organisasi
modern.

6) Perlu adanya perubahan pola rekruitmen calon personel TNI
AD antara lain mencari sumber yang punya potensi kecerdasan tinggi
dan dibentuk melalui pembinaan yang berkesinambungan dan
konsisten agar memiliki militansi yang tinggi, sehingga di masa depan,
TNI AD memiliki personel yang unggul di bidang militer dan memiliki
daya saing.

7) Prajurit TNI AD harus paham politik pertahanan negara dan
punya kemampuan berpikir dan bertindak atas nama misi negara
dengan landasan jati diri yang peduli kepada kehidupan tata negara.
8) Prajurit TNI AD harus memiliki kualitas integritas dan komitmen
kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kapabilitas yang
bertumpu kepada empat pilar: Pancasila — UUD 1945 — Bhinneka
Tunggal lka dan NKRI. Jangan pernah mengalami distorsi integritas
dan kapabilitas dari berbagai arah dan jurusan.

9) Doktrin TNI harus dinamis sejalan dengan Revolution in Military
Affairs tetapi tetap berlandaskan kepada Tentara Rakyat-Tentara
Pejuang-Tentara Nasional dan Tentara Profesional.

Hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan TNI AD maka TNI

AD berhasil menyabet 9 kali berturut-turut, menyabet gelar juara umum

Lomba Tembak di Australia. Lomba yang diikuti 20 negara tersebut, TNI AD

menjadi juara umum dengan meraih 23 medali emas dari 50 medali emas

yang diperebutkan. TNI Angkatan Darat kembali menorehkan prestasi

gemilang di pentas internasional dengan menjadi juara umum lomba tembak

antar-angkatan darat yang digelar Royal Australian Army bertajuk Australian

Army of Skill Arms at Meeting (AASAM), yang digelar selama 16 hari, mulai

dari 3 Mei sampai 19 Mei 2016, di Puckapunyal Military Range, Victoria,

Australia. Sementara itu, posisi runner-up diraih oleh kontingen Angkatan
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Darat China dengan perolehan 9 emas. Adapun peringkat ketiga yaitu
kontingen dari Angkatan Darat Jepang yang memperoleh 4 medali emas.

Berdasarkan dari perolehan kejuaraan tersebut, maka Indonesia dapat
dikatakan dalam bidang pertahanan negara mampu bersaing di dunia baik
dari kancah kawasan regional maupun Internasional. Kejuaraan ini dapat

diperoleh karena TNI AD berhasil melaksanakan program reformasi birokrasi.

2. PENUTUP

Reformasi Birokrasi TNI AD adalah sebuah keharusan untuk
meningkatkan kinerja dan prestasi di berbagai bidang. Dengan program
Reformasi Demokrasi yang dilakukan TNI AD berharap dapat memangkas
habis praktek-praktak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini terbukti
beberapa prestasi yang telah ditorehkan TNI AD dalam berbagai
pertandingan baik dalam konstelasi regional maupun internasional. Sehingga

TNI AD sangat disegani oleh TNI AD di berbagai negara.
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Abstrak

Dalam perkembangannya geografi politik terus mendapatkan anti tesis dan
kritiknya, sehingga muncullah term geopolitik. Ditandai dengan pemikiran
seorang neologisme geopolitik dari Universitas Swedia, Rudolf Kjellen, dalam
artikelnya yang muncul dalam jurnal Ymer terbitan 1916, Staten som Lifsform
(Negara sebagai Sesuatu yang Hidup), berbicara tentang frontier negaranya
dengan mengilustrasikan pengaruh antara ide-ide Darwin dan Ratzel.
Konsepsi awal gepolitik Robert Kjellen (1844-1904) sebagai seorang ahli
biologi, mengatakan bahwa dunia ini seperti organisme yang hidup, dengan
konsekuensi apa yang terjadi di salah satu ujung dunia pasti akan
berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung di ujung dunia lainnya
dan bahkan di seluruh lipatan dunia. Geo berarti “la terre-notre planet” (bumi
kita) dengan ruang dan waktu, sementara politik mewakili “le vivre ensemble”
(hidup bersama) dengan interaksi sebagai aksi dan reaksi pada aktivitas
dalam ruang hidup. Jadi geopolitik adalah interaksi antara manusia dengan
ruang, ruang hidupnya. Bahwa dunia itu adalah satu kesatuan sebagai
organisme yang saling berinteraksi berdasarkan ruang dan waktu
berdasarkan kepentingan.

Keywords Geopolitik, Ruang, Manusia dan Interaksi.

1. PENDAHULUAN

Abad ke-21 merupakan abad “geopolitics”. Kalimat itu dituliskan oleh
Gearoid O Thuathail [1]. Pernyataan tersebut dikemukakan, karena memang
abad ke-21 ditandai dengan berbagai fenomena yang ditandai oleh berbagai
macam konflik dan perubahan besar dalam konstelasi dunia. Peta politik
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dunia dipenuhi dengan perubahan-perubahan drastis yang diakibatkan oleh
perebutan kekuasaan dan kepentingan dari negara-negara, baik negara
besar dan adikuasa maupun negara kecil tetapi mempunyai kekuatan untuk
meraih dan mengembangkan wilayah negaranya, serta untuk meningkatkan
pengaruh ideologi dan politiknya di ruang spasial dunia. Problem geopolitik
menawarkan suatu jendela untuk mengungkap lebih luas lagi suatu
perebutan kekuasaan dan perebutan ruang hidup atau spasial (libensraum)
oleh kekuatan-kekuatan dunia yang bentuknya adalah negaral[2].

Dalam mengamati perkembangan politik internasional seringkali juga
kita jumpai kata “Geopolitik”. Dengan tidak bersusah payah lantas kita
menjurus terminologi geopolitik dengan posisi geografi negara-negara dan
harga tawar masing-masing dalam percaturan politik internasional. Di negara-
negara Anglosaxon perkembangan geopolitik perjalanannya tersendat-sendat
dan merupakan sub bahkan sub dari subnya ilmu hubungan internasional.
Sedangkan di Eropa daratantradisi para peneliti hubungan internasional telah
mengembangkan geopolitik menjadi ilmu terapan baru yang merupakan
pengembangan cabang dari ilmu hubungan internasional. Menariknya walau
pun lapangan dan obyek penelitiannya adalah situasi politik internasional,
geopolitik ditampung dan dikembangkan oleh para ahli ilmu geografi. Bukan
murni dari cabang ilmu hubungan internasional[3].

Situasi ini tampaknya dapat dijelaskan dengan melihat sejarah
perjalanan ilmu hubungan internasional ketika munculnya para behaviouralis
yang percaya bahwa mengamati fenomena internasional tidak cukup
bergantung pada pisau analisis yang disediakan ilmu hubungan internasional,
hingga perlu adanya pemetaan antara ilmu hubungan internasional dengan
ilmu-ilmu lainnya, gelombang percampuran ini dilakukan pada pertengahan
tahun 60 an dan puncaknya awal tahun 70 an.

Mulai dari PD | sampai PD Il dan dilanjutkan dengan perang dingin
dan berlaku perang ideologi, sampai dengan perang AS dan sekutunya

melawan negara-negara seperti Irak, dengan alasan untuk menghancurkan
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kepemilikan senjata pemusnah massal, yang tidak terbukti hingga kini, yang
terbukti hanyalah perebutan sumber daya alam yang terkandung di Irak yang
menjadi alasan utama, yaitu dengan alasan kepentingan nasional AS.
Setelah kejadian 11 September, yaitu serangan teroris ke jantung negara AS
yang merasa negara adidaya, tetapi dapat diserang sedemikian dahsyatnya,
dengan alasan mencari dalang teroris internasional yaitu Al Qaeda dengan
pimpinan Osama Bin Laden, Afganistan diserang habis-habisan oleh AS dan
sekutunya. Walau pun Osama dikabarkan tewas, namun peperangan tetap
berlangsung hingga kini dengan alasan kepentingan nasional AS.

Dengan Iran walaupun belum terjadi perang, namun sudah beberapa
dekade lalu ketegangan telah berlangsung, hanya tinggal menunggu waktu
saja, semoga tidak akan terjadi dengan tujuan untuk menghancurkan
kekuatan nuklir Iran yang diperkirakan telah memiliki persenjataan nuklir,
tentunya dengan alasan untuk kepentingan nasional AS. Konflik-konflik
tersebut telah merubah konstelasi politik dunia atau geopolitik berubah
begitu cepat, belum lagi terjadi perubahan yang drastis di belahan bumi
Eropa dan sebagian Asia Tengah. Uni Soviet yang bubar menjadi beberapa
negara pada sekitar tahun 1990 an, sebagai akibat dikembangkannya
glassnot dan perestroika, disusul dengan terpecah belahnya negara
Yugoslavia menjadi beberapa negara, menambah perubahan politik dunia
semakin signifikan[4].

Geopolitik yang mempunyai empat konsepsi dasarnya yaitu konsepsi
ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan politik dan konsepsi keamanan
bangsa mengalami sejarah panjang dalam perkembangannya, sudah
dimatikan berkali-kali sebagai ilmu tetapi dia selalu hidup kembali. Akhirnya
geopolitik menjadi term yang hanya digunakan dalam dunia jurnalistik untuk

mengantar reportase kondisi percaturan dan persaingan politik internasional
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2. KONSEP GEOPOLITIK

Beberapa literatur yang membahas geopolitik mengatakan secara unik
sebagai bagian dari geostrategi dari negara Jerman. Geopolitik
dikembangkan secara nyata merupakan kelanjutan pemikiran dari Otto von
Bismark yang berkaitan dengan bersatunya bangsa Jerman dengan suatu
negara Jerman, namun mulai dikembangkan dengan sungguh-sungguh pada
saat di bawah kerajaan Wilhelm II.

Sekarang ini terdapat pemahaman bahwa geopolitik merupakan
kelanjutan dari geografi politik. Teori geopolitik dipengaruhi oleh Friederich
Ratzel (1844-1904) seorang geografer Jerman yang dididik dalam bidang
biologi dan kimia, sebenarnya Ratzel dipengaruhi oleh Charles Darwin,
khususnya ide tentang Social Darwinism, yang tumbuh pada pertengahan
abad ke-19. Lalu Ratzel yang mengembangkan metafora biologi yang
diadopsi Darwin untuk menjelaskan pertumbuhan dan pengembangan suatu
negara, sebagai berikut [4].

a. Ada kesamaan budaya antara perkembangan wilayah negara

dengan ekspansi penduduk.

b. Pengembangan teritorial mengikuti aspek perkembangan
lainnya.

C. Pengembangan suatu negara dalam menghisap unit-unit kecil.
d. Frontier merupakan wilayah pinggiran dari suatu negara yang

merefleksikan kekuatan dan pengembangan dari suatu negara,
walaupun bukan sesuatu yang bersifat tetap.

e. Cara negara berkembang dengan mencoba menghisap secara
politik politik teritori yang menguntungkan.

f. Daya dorong untuk pertumbuhan datang dari negara yang
memiliki peradaban berkembang terhadap negara yang lebih primitif.
g. Kecenderungan pertumbuhan teritorial mudah menjalar dan

berkembang pada proses transmisi (penularan dan penyebaran).
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Model Ratzel tersebut menggambarkan bahwa negara seperti
organisme biologis, jadi seperti hidup, berkembang dan berubah secara alami
sebagai suatu keniscayaan. Sekalipun Ratzel mengembangkan modelnya
pada negara di abad ke-19, wawasannya berkembang dan berkelanjutan
yang mempengaruhi teori negara. Mengapa konsep Ratzel tentang teori
negara organisme biologis terus berlanjut adalah karena geopolitik berakar
pada hubungan antara kekuatan dan kekuasaan dan teritori (wilayah).

Teori tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Kjellen yang
menawarkan dasar bagi Jerman untuk bangkit kembali dan melestarikan
dirinya setelah selesai Perang Dunia |, sekaligus konsep itu dijadikan strategi
pertahanan militer serta ekspansi teritorial dari Jerman. Maka Jerman
memanfaatkan kajian geografi politik untuk melakukan dan memberikan
pemahamannya dikaitkan dengan semangat jiwa nasional, sehingga lahirlah
geopolitik. Pada tahun 1924 di Muenchen didirikan Institut fur Geopolitik
pimpinannya ditunjuk Jenderal Haushofer.

Kamus lengkap geografi sendiri memberikan arti geopolitik sebagai
ilmu tentang berbagai relasi bumi serta berbagai proses politik yang
berdasarkan geografi politik, yang memandang ruang dari titik tolak negara.
Geopolitik adalah politik yang dijalankan suatu bangsa yang berkaitan erat
dengan sifat-sifat geografis daerah yang dihuninya. Disebutkan menurut
lembaga geopolitik yang dipimpin Haushofer dari Jerman, menyebutkan
sekurangnya ada tiga hal penting yang berkaitan dengan geopolitik, yaitu:

a. Geopolitik adalah suatu doktrin kekuasaan negara di atas

muka bumi, suatu doktrin perkembangan politik yang didasarkan atas

hubungannya dengan bumi.

b. Geopolitik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari

organisasi politik dalam hubungannya dengan ruang bumi.

C. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam

perjuangan mati hidupnya suatu negara untuk mendapatkan ruang

hidup [5].
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Disebutkan pula bahwa geopolitik adalah cabang pengetahuan antar
bidang yang mempelajari hubungan dan peranan dari unsur-unsur kebumian
dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara. Pengetahuan
ini memberikan perhatian terhadap berbagai unsur kebumian yang dapat
mempengaruhi haluan dan siasat dari suatu negara dalam melakukan
hubungan-hubungan dengan negar alain, terutama dengan negara tetangga
di sekelilingnya. Unsur kebumian misalnya adalah kebutuhan ruang (spasial)
wilayah yang lebih luas untuk menampung pertambahan jumlah penduduk,
keinginan untuk menguasai sumber-sumber daya alam tertentu untuk
memperbesar kekuatan dan perekonomian negara, keperluan untuk memiliki
wilayah-wilayah pelabuhan untuk jalur pelayaran ke laut tersendiri dan
pengendalian tempat-tempat strategis yang penting untuk meraih keunggulan
dari segi militer.

Geopolitics berasal dari bahasa Yunani geo adalah bumi, sedangkan
politics yaitu politik atau kekuasaan. Pengertian yang luas, geopolitik yaitu
suatu sebuah teori yang berada dalam lingkup ilmu hubungan internasional
(international relations) dan menjelaskan hubungan antara politik dengan
teritorial. Yang terdiri dari seni dan praktik menganalisis, memberikan
penjelasan dan memperkirakan (forecasting) dan dengan menggunakan
kekuatan politik terhadap suatu teritorial tertentu. Khususnya suatu cara
untuk menganalisis kebijakan luar negeri (foreign policy analysis), untuk
mendapatkan pemahaman, penjelasan dan memprediksi tingkah laku
hubungan internasional kaitannya dengan kerangka variabel geografis.

Variabel-variabel yang berkaitan dengan keruangan atau spasial atau
geografis, secara umum variabel tersebut antara lain: lokasi geografi dari
suatu negara atau pemerintahan dan pertanyaan yang berkaitan dengan
ukuran atau besaran teritori wilayah dari negara, iklim dari kawasan di mana
negara tersebut berada, demografi, sumber daya nasional yang tersedia
pada teritori tersebut dan bagaimana pengembangan teknologi yang

dilakukan oleh negara tersebut, terutama pengembangan teknologi
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militernya. Secara tradisional, istilahnya telah diaplikasikan pada pengaruh
geografi terhadap politik, namun penggunaan istilah tersebut telah
berkembang secara terus-menerus dan tidak berhenti pada “pengaruh
geografi pada politik” saja, tetapi berkembang dari abad yang lalu hingga saat
ini.

Pada saat ini, istilah geopolitik telah memiliki pengertian atau konotasi
yang luas lebih dari sekadar “pengaruh geografi terhadap politik”. Secara
abstraksi, geopolitik secara tradisional mengindikasikan adanya hubungan
sebab akibat dan mata rantai antara kekuatan politik dengan permukaan
geografi, konkretnya istilah geopolitik sering dilihat sebagai suatu badan
pemikiran berkaitan dengan pemecahan masalah isu-isu strategis khusus
yang berdasarkan pada pentingnya secara relatif kekuatan angkatan darat
dan kekuatan angkatan laut dalam sejarah internasional masa lalu. Tradisi
geopolitik secara tradisional memiliki perhatian yang konsisten, seperti
misalnya: hubungan geopolitik yang berkaitan dengan kekuatan dalam politik
internasional, identifikasi yang berkaitan dengan wilayah inti dari internasional
dan hubungannya antara kapabilitas angkatan laut dan kaitannya dengan
bumi.

Multidisiplinnya lingkup kajian geopolitik di dalamnya berbagai aspek
dalam ilmu-ilmu sosial dengan tekanan pada geografi politik, hubungan
internasional, aspek teritorial kaitannya dengan ilmu politik dan hukum
internasional. Termasuk di dalam kajian geopolitik adalah kajian tentang
hubungan antara kepentingan nasional suatu bangsa dengan kepentingan
bangsa lainnya (of international political actors), kepentingan tersebut fokus
pada suatu wilayah, spasial tertentu atau elemen geografi lainnya atau cara
hubungan yang menjadikan suatu sistem yang berkaitan dengan geopolitik
(geopolitical system). Geopolitik juga merupakan cabang dari geografi politik,
geopolitik fokus pada pengembangan spasial dan kebutuhan negara akan

spasial atau ruang.
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3. RELEVANSI GEOPOLITIK

Apakah geopolitik masih relevan untuk saat ini? Apakah pada saat ini
yang disebut dengan tatanan dunia baru, masih akan berlangsung perebutan
kekuasaan dan ruang hidup? Dunia pada saat ini telah berubah, ancaman
terhadap perdamaian dan keamanan internasional pun telah berubah.
Pengetahuan geopolitik pada saat ini lebih relevan dibandingkan dengan
waktu lalu pada saat perebutan kekuasaan dan bentuk-bentuk spasial yang
muncul pada masa setelah perang dingin. Kehidupan sehari-hari setelah
abad ke-21 dipenuhi oleh fenomena imaginasi yang berkaitan
dengangeopolitik yang telah berkembang dan masuknya isu-isu dan
pertanyaan yang sebelumnya diabaikan selama perang dingin.

Hal-hal yang dilupakan atau terlupakan tersebut, antara lain benturan
peradaban (clash of civilization), pemanasan global (global warming),
perjuangan pergerakan sosial (social movement struggle), keuangan global
(global finance) dan jaringan komunikasi internasional (internasional
communication networks)[1].

Demikian pula terorisme dan cyber security tentunya menjadi topik
bahasan dalam bidang geopolitik pada masa kini. Sampai sejah mana
relevansi dari geopolitik dalam membahas fenomena atau isu-isu tersebut di
atas, sangat tergantung pada views atau angle dari mana kita melihat
permasalahan tersebut.

4. MUNCULNYA ISTILAH GEOPOLITIK

Munculnya istilah geopolitik dilingkupi oleh konsep ilmu sejarah dan
ilmu geografi. Istilah geopolitik, dikemukakan pertama kali pada tahun 1899
oleh seorang ilmuwan politik Swedia yang bernama Rudolf Kjellen. Kata
geopolitics memiliki sejarah panjang yang bervariasi sepanjang abad ke-20,
bergerak ke luar dari arti yang sebenarnya, yang diartikan oleh Kjellen
sendiri, yang pada dasarnya secara umum sangat berkepentingan dengan
geografi dan politik (geopolitics). Datang dengan definisi spesifik mengenai

geopolitik, yang terkenal secara negatif.
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Sangatlah sulit untuk mengartikan sebuah konsep geopolitik pada saat
ini. Konsep geopolitik, pada saat ini lebih pada mengamati dan mempelajari
perubahan periode sejarah dan struktur orde atau kekuasaan di permukaan
bumi. Geopolitik penting untuk dipahami dalam konteks kesejarahan, geografi
politik dan strategi terutama dalam melihat penggunaan konsep tersebut dari
zaman ke zaman, yang terkadang tidak saling bersambungan dalam
penggunaannya.

Kjellen dan para pemikir imperialis memahami geopolitik sebagai
bagian dari pengetahuan dari imperialis barat yang berurusan dan saling
berkaitan dengan paham hubungan antara unsur fisik permukaan bumi
dengan politik atau kekuasaan (physical earth and politics). Karena memang
pada masa tersebut para imperialis barat hanya memikirkan perluasan tanah
jajahannya, dalam hal ini, yaitu dalam konteks keruangan atau spasial atau
lebih ilmiah lagi dalam konteks geogerafi fisik, yang tentunya penguasaan
terhadap tanah jajahannya tersebut. Artinya, bahwa geopolitik pada masa
Kjellen akan selalu dipahami dan diartikan sebagai penguasaan terhadap
suatu permukaan bumi atau 9fisik geografi) yang sebelumnya dimiliki oleh
suatu negara atau masyarakat pribumi oleh suatu negara imperialis atau
penjajah.

Pada tahun 1920 an, ahli geografi Jerman yang bernama Karl
Haushofer menggunakan geopolitik untuk mendukung ekspansi Jerman.
Haushofer merasa bahwa Jerman dengan populasi demikian, harus diberikan
kesempatan untuk mengembangkan teritorialnya dan mendapatkan teritori
dari negara yang penduduknya lebih jarang seperti seperti Chekozlovakia
dan Polandia. Konsep geopolitik ini lalu dikembangkan oleh Ratzel, yang
sering disebut sebagai pencetus dari geografi politik (political geography).
Haushofer menyimpangkan teori Ratzel untuk mengembangkan apa yang
disebut ilmu semu atau geopolitik palsu (the pseudo science of geopolitics).
Ruang hidup (lebensraum) Haushofer semacam memberikan izin untuk

melakukan pengusiran, pengenyahan, pengeluaran dengan paksa negara
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yang memiliki penduduk jarang demi untuk tujuan pengembangan suatu
negara. Haushofer menemukan dan mengedit jurnal “Zeitschrift fur
Geopolitik” pada 1924 dan dia menjadi seorang profesor geopolitik ketika
ketika Nazi menjadi suatu kekuatan di Jerman pada tahun 1933. Jurnal dan
karier Haushofer hanya sampai pada tahun 1944.

Konsep geopolitik inilah yang kemudian menjadi tujuan politik luar
negeri Nazi Jerman yang terkenal buruk yaitu lebensraum atau ruang hidup
(living space) untuk bangsa Jerman. Istilah geopolitik tersebut banyak disukai
oleh para penulis dan komentator setelah Perang Dunia. Selama perang
dingin, istilah geopolitik digunakan untuk menjelaskan pertandingan global
antara Uni Soviet dengan AS untuk mempengaruhi dunia dan mengontrol
negara-negara dan sumber-sumber strategis dunia lainnya. Sejak itu
geopolitik menemukan suatu kebangkitan kembali yang berkaitan dengan
kepentingan dunia. Konsep geopolitik banyak digunakan oleh para pembuat
kebijakan politik (luar dan dalam negeri), para analis strategi, manajer
transnasional dan para akademisi untuk membuat sesuatu yang beralasan
tentang peta politik dunia yang selalu dinamis.

Popularitas teori geopolitik mulai tahun 1945 sampai dengan saat ini
turun naik, namun sejak tahun 1979, ketika Henry Kisinger sebagai Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat (US Secretary of State) mempublikasikan
volume 1 memoarnya yang berjudul The White House Years, secara jelas
bahwa penggunaan kata atau istilah geopolitik mendapatkan nafas baru
untuk dilanjutkannya penggunaan istilah tersebut, yaitu sebagai sinonim dari
permainan negara adikuasa yang berkaitan dengan keseimbangan kekuatan
politik (balance of power politics) dan memainkan perannya di seluruh peta
politik global. Ada dua hal yang menjadi alasan, pertama, Kissinger
menggunakan geopolitik sebagai suatu metode untuk menganalisis dalam
memerangi idealisme kebijakan liberal Amerika dan kedua, hal itu digunakan
sebagai alat untuk memperlihatkan sebuah alternatif kepada para konservatif

akan suatu ideologi anti komunis [6]. Kissinger juga mengklaim bahwa
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geopolitik adalah sebuah sinonim dari keseimbangan global dan kepentingan
nasional yang tetap dalam suatu dunia dengan keseimbangan kekuatan.

Di munculkan kata geopolitik oleh Kissinger menghasilkan dua jejak
pengembangan yang dapat dilihat, perfama, yang ditunjukkan dengan contoh
dan reaksi untuk merefleksi pada strategi global dalam tradisi geopolitik,
geopolitikal. Kedua, harapannya adalah mempopulerkan kata geopolitik,
walaupun secara substansial memiliki arti yang membingungkan dan
mempunyai dua arti (ambigu).

Satu alasan penting lainnya, mengapa geopolitik selalu menjadi
penting dan relevan serta populer, yaitu karena geopolitik memberikan
gambaran besar (big picture),geopolitik selalu berkaitan dengan visi
komprehensif tentang peta politik dunia. Geopolitik memberikan gambaran
yang luas dan menawarkan satu cara untuk merelasikan dinamisasi lokal dan
regional dengan sistem global secara keseluruhan. Memberikan kerangka
kepada fenomena, konflik-konflik dan dinamisasi di antara sebuah prespektif
strategi raya, menawarkan sudut pandang yang dalam beberapa hal sangat
menarik dan diharapkan [1].

Lebih dari itu geopolitik menawarkan cara berpikir spasial (spatial way
of thinking) yang mengatur aktor yang berbeda, elemen dan Ilokasi
bersamaan dalam kerangka permainan global. Disebut global, karena dalam
keduanya yaitu geografi (worldwide) dan pemikiran konseptual secara
komprehensif dan total, terlihat secara lebih visual, lebih obyektif daripada
subyektif dan ideologis.

5. GEOPOLITIK DAN JUSTIFIKASI MILITER

Militer atau angkatan bersenjata akan selalu menjelaskan dan
menjustifikasi serta menyodorkan permasalahan yang berkaitan dengan
pertahanan, vyaitu kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan
keselamatan segenap dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara. Dengan kata lain, akan selalu menjelaskan yang

berkaitan dengan “pertahanan” atau secara luas disebut “keamanan
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nasional” (national security). Dari diskursus tersebut, angkatan bersenjata
atau militer mengharapkan akan mendapat legitimasi sebagai yang
mempunyai kewenangan (authoritative) dan merupakan satu-satunya
lembaga atau badan yang ahli (expert) dalam bidangnya untuk
melaksanakan pertahanan dan keamanan nasional di atas [2].

Para ahli militer, menyatakan diri bahwa “kami” harus mengontrol dan
mengamankan wilayah negara sekaligus dengan kepentingan nasionalnya,
untuk itu kami memerlukan alat peralatan dan persenjataan dalam rangka
menjaga keamanan nasional. Lalu, militer seharusnya mendapatkan
kesempatan yang baik untuk mendapatkan sumber daya dari pemimpin
politik, yaitu sistem persenjataan baru untuk melaksanakan tugasnya. Hal
tersebut tidaklah selalu berhasil diwujudkan, karena adanya para ahli lainnya
yang tidak setuju dengan ide dan gagasan dari pihak militer, disebabkan
karena adanya anggapan lebih penting untuk meningkatkan kebutuhan sosial
yang mendesak.

Tuthail mengatakan, bahwa diskursus militer tentang keamanan
nasional akan selalu bertabrakan dengan diskursus tentang keamanan sosial
(social security) dari kelompok intelektual dan interes lainnya. Demikian pula
konsep “security” dalam militer disebutkan bukanlah terminologi “social’l1].
Dengan melaksanakan kekuatan militer di ruang wilayah negara dalam
rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara (konsep
keamanan atau security dan kepentingan nasional) merupakan suatu hal
yang mutlak bagi institusi militer. Memonopoli “hak” akan kewenangan untuk
menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah hanya hak dan kewenangan pihak
militer saja itu tidaklah tepat. Tetapi bersifat universal, yaitu termasuk di
dalamnya setiap warga negara atau rakyat di negara tersebut. ltulah inti
persoalandalam penyelenggaraan kekuasaan dalam rangka keamanan
nasional.

Dengan demikian, penyelenggaraan kekuasaan (exercise of power),

seperti yang telah diteliti oleh Foucault yaitu selalu mengaitkan secara
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mendalam hasil dari pengetahuan (knowledge) dengan diskursus. Pada
konteks tersebut, maka dibangunlah pemahaman atau diskursus oleh negara
atau pemerintah, apa yang disebut dengan ancaman dan pertahanan “militer”
dan “non militer atau nir militer” dengan berbagai teori dan penjelasan
lainnya. Dari diskursus tersebut, diharapkan dapat menjadi pengetahuan
yang dipahami oleh para ahli non militer atau bahkan setiap warga
masyarakat.

Dengan demikian perbenturan antara keamanan nasional dan
keamanan sosial atau ketahanan nasional yang merupakan domainnya sipil
akan tereliminasi oleh istilah ancaman dan pertahanan militer dan nirmiliter,
karena ketika terdapat ancaman dalam bentuk-bentuk tertentu masyarakat
dapat ikut serta menghadapi ancaman tersebut, di sisi lain militer juga masih
dapat berperan pada ranah sipil.

6. DINAMIKA KETAHANAN NASIONAL INDONESIA DAN PERAN TNI DALAM
PERSPEKTIF NKRI

Perjalanan bangsa dan negara Indonesia sangat dinamis mengalami
‘pasang surut’ sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sampai
sekarang ini. Dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara terjadi
dalam berbagai aspek kehidupan nasional dan sistem ketatanegaraan
Indonesia. Kondisi ini akan terus mengalami perubahan yang sangat dinamis
seiring dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara
serta perkembangan dunia global. Oleh karena itu untuk mencegah dan
mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari dinamika tersebut
diperlukan sebuah pemikiran akan pentingnya sebuah konsep politik tentang
ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Hal ini penting karena
hanya negara yang memiliki ketahanan nasional yang kukuh dan kuat serta
mampu mengatasi berbagai masalah nasional dan global agar dapat
bertahan untuk menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan

negara Indonesia menuju kesejahteraan dan kejayaan di tengah-tengah
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kondisi dan situasi sosial, politik, ekonomi dan keamanan dunia yang serba
dinamis dan tidak menentu [7].

Dengan demikian, konsepsi ketahanan nasional sebagai geostrategi
Indonesia merupakan salah satu pilar utama untuk menjamin kelangsungan
hidup bangsa dan negara di tengah-tengah ketidakstabilan situasi politik,
ekonomi, sosial budaya dan keamanan dunia. Krisis politik di negara-negara
Timur Tengah (Suriah, Irak, Yaman, Bahrain dan lain-lain), krisis keamanan
di negara-negara Timur tengah (perang Israel dan Palestina), krisis politik
dan keamanan di Kawasan Afrika Utara (Tunisia, Lybia, Sudan dan lain-lain),
ketegangan antara Kamboja dengan Thailand, ketegangan China, Jepang,
Philipina dan Vietnam di kawasan Laut China Selatan, krisis ekonomi di
Yunani, perang dingin di Afganistan, ancaman terorisme dunia dan ISIS dan
sebagainya merupakan bukti konkret bahwa stabilitas dunia serba dinamis
dan tidak menentu. Di sinilah ketahanan nasional sebagai konsep politik dan
geostrategi kedudukannya menjadi sangat penting bagimasing-masing
negara untuk memastikan bahwa negara dalam keadaan eksis, stabil, aman,
tenteram dan damai.

Sejarah menunjukkan bahwa gagasan tentang ketahanan nasional
sebagai geostrategi Indonesia dimulai sejak awal tahun enam puluhan di
SSKAD (sekarang SESKOAD). Awal gagasan mengenai ketahanan nasional
ini bermula dari perkembangan lingkungan stratejik di kawasan Indo China
yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunisme di kawasan tersebut.
Satu per satu negara-negara di kawasan Indo China jatuh ke tangan
komunis, menjalar ke semenanjung Malaya dan terus ke Indonesia. Kuatnya
pengaruh dan ekspansi komunisme dunia di berbagai kawasan, terutama di
kawasan Asia tenggara, termasuk di Indonesia ini yang kemudian mendorong
para pemikir strategis di SSKAD untuk memikirkan strategi menghambat
lajunya komunisme tersebut. Sudah ada beberapa bukti bahwa pada awal
tahun enam puluhan tercatat mulainya perang Vietnam, terjadinya gerakan

atau pemberontakan komunis di Malaya, Singapura, Thailand serta telah
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kembalinya PKI ke dalam panggung politik dalam negeri. Tragedi nasional
berupa pemberontakan G-30S/PKI telah mendorong pemikiran untuk
menumpas gerakan komunis [8].

Bermula dari pemikiran di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)
yang dikembangkan di SSKAD, pada 1968 mulai dipikirkan suatu konsep
yang masih menekankan pada kekuatan sebagai bagian dari ketahanan
bangsa, namun masih diartikulasikan bahwa ketahanan bangsa tersebut
dimanifestasikan dalam bentuk tameng yang terdiri atas unsur-unsur ideologi,
ekonomi dan sosial serta pedang yang diwujudkan oleh unsur-unsur daya
serang, politik dan militer. Dalam hal ini tameng dan pedang adalah sublimasi
dari konsep kekuatan sebagai manifestasi konsep terpadu yang berasal dari
SSKAD.

Dinamika ini mengalami perubahan pada 1969 dari konsep ketahanan
bangsa berubah menjadi ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional
(Tannas) ini menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan,
walaupun dalam Tannas sendiri terdapat dimensi kekuatan. Konsep Tannas
ini sendiri terus mengalami perubahan dan kemajuan sejak 1972.

Konsepsi ketahanan nasional 1972 dirumuskan sebagai kondisi
dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang
mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam
mengatasi dan menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan
ganggugan baik dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak
langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa
dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Di sinilah terlihat
dengan jelas adanya unsur perlunya dimiliki kualitas untuk survive yang
disublimasikan ke dalam keuletan serta kualitas kemampuan berkembang
growth agar memenuhi tuntutan peningkatan kehidupan nasional yang
disublimasikan ke dalam ketangguhan dan secara ilmiah konsepsi Tannas

1972 ini telah memberikan definisi ontologis bagi Tannas [8].
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Meskipun secara politis, konsep ketahanan nasional menjadi bagian penting
dalam kehidupan nasional, tetapi dalam praktiknya konsep ketahanan
nasional tersebut belumdapat diimplementasikan dengan baik dan maksimal
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam
penyelenggaraan negara. Di masa pemerintahan orde baru,
penyelenggaraan negara belum dilandasi oleh jiwa dan semangat ketahanan
nasional, sehingga melahirkan pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan
yang otoriter tersebut menimbulkan ketidakadilan, ketidakpercayaan (distrust)
masyarakat terhadap pemerintah, kemiskinan, korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) serta berbagai persoalan nasional lainnya. Gerakan separatisme
muncul di berbagai daerah, terorisme dan radikalisme, konflik sosial antar
kelompok masyarakat terjadi di berbagai daerah. Apalagi konflik sosial
tersebut sarat dengan isu SARA yang sesungguhnya sangat bertentangan
dengan ideologi Pancasila. Pemerintah tidak dapat membendung aksi-aksi
aktivis prodemokrasi dan kondisi ketahanan nasional melemah, sehingga
pada akhirnya pecah peristiwa dan tragedi 20 Mei 1998. Tragedi itu
menimbulkan kejatuhan rezim pemerintahan orde baru.

Meskipun telah terjadi pergantian pemerintahan dari rezim orde baru
ke rezim orde reformasi, tetapi masalah bangsa dan negara tidak berarti
sudah tuntas dan selesai, konflik sosial antar kelompok masyarakat masih
terjadi, kemiskinan masih tinggi, kasus korupsi masih terus meningkat,
pembakaran tempat ibadah di Tolikara (Papua) dan di Aceh Singkil
(Nanggroe Aceh Darussalam), dan lain-lain telah menunjukkan bahwa
ketahanan nasional Indonesia belum kuat dan kukuh. Meskipun demikian,
konsep ketahanan nasional sebagai konsep politik dan geostrategi masih
diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh
karena itu, pembinaan ketahanan nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI
dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat,
aparat pemerintahan dan negara dan semua komponen bangsa lainnya,

tanpa kecuali.
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7. MEMPERKUKUH DAN MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL

Untuk memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional sebagai
upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa dan kejayaan bangsa dan
negara diperlukan pembinaan keuletan dan ketangguhan sebagai unsur
utama ketahanan nasional. Untuk mewujudkan pembinaan keuletan dan
ketangguhan itu, maka diperlukan azas-azas yang relevan dalam rangka
memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional tersebut. Menurut [8]
menjelaskan bahwa azas-azas tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Keuletan dan ketangguhan bangsa sebagai unsur-unsur

ketahanan nasional adalah implementasi dari wawasan nusantara

dalam bentuk sistem kehidupan nasional.

b. Keuletan dan ketangguhan bangsa adalah hasil upaya gotong

royong dalam iklim kekeluargaan masyarakat Indonesia yang dijiwai

oleh Pancasila dan UUD 1945.

C. Keuletan dan ketangguhan bangsa merupakan hasil semangat

dan hasil karya swasembada bangsa, dalambentuk tata laku yang

terpancar dari rasa kebangsaan dan nasionalisme.

d. Keuletan dan ketangguhan bangsa merupakan hasil upaya

bangsa Indonesia secara menyeluruh dan terpadu.

e. Keuletan dan ketangguhan bangsa tetap ~menjaga

keseimbangan lingkungan.

f. Pembinaan keuletan dan ketangguhan bangsa didasarkan pada

azas antisipasi dengan cara memperkirakan tingkat kondisi yang

diinginkan serta kecenderungan dampak lingkungan strategik.

g. Pembinaan keuletan dan ketangguhan bangsa didasarkan pada

azas fleksibilitas terhadap perkembangan dampak lingkungan.

h. Keuletan dan ketangguhan bangsa bertumpu pada azas

ekonomi dan efisiensi.
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i. Rencana perwujudan keuletan dan ketangguhan bangsa harus

dirumuskan secara jelas dan mudah dimengerti.

j- Mewujudkan keuletan dan ketangguhan ditempuh melalui

kesatuan pola tindak.

Secara teoritis dan konseptual, ketahanan nasional sebagai suatu
konsep politik dan geostrategi Indonesia merupakan suatu konsep yang ideal
bagi arah dan pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Di
dalam praktiknya, keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama
ketahanan nasional sangat dinamis dan mengalami “pasang surut”. Tragedi
nasional pemberontakan G 30 S/PKI menunjukkan lemahnya dan ringkihnya
kondisi ketahanan nasional pada masa pemerintahan orde lama. Selama tiga
dekade berlangsung, pemerintahan rezim orde baru juga akhirnya tumbang
pada 20 Mei 1998 oleh gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa. Hal ini
juga menunjukkan bahwa kondisi ketahanan nasional Indonesia lemah dan
ringkih.

Setelah pemerintahan orde baru berakhir dan digantikan oleh
pemerintahan rezim orde reformasi, kondisi ketahanan nasional juga belum
kukuh, kuat dan stabil, seperti masih adanya gerakan separatis OPM
(Operasi Papua Merdeka), radikalisme dan terorisme di berbagai daerah,
kasus-kasus korupsi terus meningkat, kasus narkoba dan human trafficking
merajalela dan masalah-masalah fundamental lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi dan memecahkan berbagai masalah
tersebut diperlukan revolusi moral dan akhlak dari semua komponen
masyarakat, bangsa, khususnya para pemimpin formal (pejabat negara dan
pemerintahan serta aparat penegak hukum) dan pemimpin non formal (tokoh
masyarakat, tokoh adat, pemuka agama dan lain-lain).

Dengan demikian, keteladanan dan konsistensi serta komitmen,
khususnya dari para pemimpin formal dan pemimpin non formal menjadi
unsur utama untuk memperkuat dan memperkokoh kondisi ketahanan

nasional, baik di masa sekarang ini maupun di masa yang akan datang.
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Selain aspek ketahanan nasional dalam konteks makro, yaitu ketahanan
nasional sebagai resultan ketahanan wilayah, maka diperlukan ketahanan
pribadi/individu dan keluarga. Hal ini penting karena ketahanan pribadi dan
keluarga merupakan fondasi utama terciptanya ketahanan wilayah dan

ketahanan nasional.

8. PENUTUP

Dalam sejarah perkembangan bangsa-bangsa (nation state),
eksistensi suatu bangsa dan negara dipengaruhi oleh wawasan nasional
yang dimiliki atau dianut oleh suatu bangsa dan negara yang bersangkutan.
Wawasan nasional suatu bangsa menentukan arah kebijakan nasionalnya
untuk tetap eksis, maju dan berkembang dan sekaligus sebagai pedoman
penyelenggaraan negara.

Wawasan nusantara sebagai konsepsi politik juga mengandung
makna bahwa kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan
pribadi, individu dan kelompok atau golongan. Di tempatkannya kepentingan
nasional, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, individu dan
kelompok atau golongan menunjukkan bahwa seluruh komponen bangsa, tak
terkecuali pejabat penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dan
kewajiban politik untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan
republik Indonesia (NKRI). Secara politis, ada amanah yang mulia bagi
aparatur penyelenggara negara termasuk TNI untuk menyelenggarakan
pemerintahan negara dengan menjunjung tinggi rasa nasionalisme
kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme dan mengedepankan rasa keadilan

sosial bagi seluruh masyarakat (pro rakyat).
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Dosen Prodi Administrasi Pertahanan

ABSTRAK

Ulah prajurit TNI AD yang memperlihatkan arogansinya dalam kasus
penyerangan Lapas Cebongan Yogyakarta seringkali menyebabkan TNI AD
kembali dihujat. Memang harus diakui bahwa memori rakyat terhadap TNI
AD di masa lampau tidak mudah untuk dihapuskan. Di masa lampau, TNI
AD kerap dituding terlibat dalam pelanggaran HAM. Namun, sejak era
reformasi, TNl AD dengan tanggungjawabnya sebagai penjaga kedaulatan
sudah banyak berubah dan lebih terbuka. Citra inilah yang harus selalu
dijaga di mata masyarakat. Karena itu, para pemimpin pasukan atau
komandan harus terus bekerja keras untuk memberikan arahan kepada
bawahannya agar bertindak sesuai aturan, baik itu aturan hukum maupun
norma-norma yang berlaku di masyarakat. Termasuk disini adalah dengan
mengoptimalkan peran penerangan TNl AD khususnya untuk selalu
memberikan berita kepada masyarakat tentang bagaimana berat dan
ketulusan prajurit TNI AD dalam melaksanakan tugas.

| PENDAHULUAN

PrajuritTNI AD sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan
NKRI dan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional,
sangat memerlukan pemantapan disiplin. Disebabkan disiplin merupakan
syarat mutlak dalam tata kehidupan prajurit TNI AD agar terwujud prajurit
yang profesional, efektif, efisien dan modern, sehingga mampu menjadi
panutan serta berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila

kemudian, seorang prajurit TNI AD seperti yang tercantum dalam 8 wajib TNI

102



harus melindungi rakyat dan menjadi panutan ketika rakyat mengalami
kesulitan dan dilarang untuk menyakiti dan menakuti rakyat.

Tentunya tindakan pelanggaran disiplin berupa arogansi yang
dilakukan prajurit TNl AD akan menyebabkan masyarakat terluka dan
kehilangan kepercayaan pada TNI AD. Sebut saja salah satu contohnya
adalah dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan oleh para
prajurit Kopasus. Disini Masyarakat Indonesia dibuat terkejut oleh peristiwa
penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas || B Cebongan Sleman
Yogyakarta pada 23 Maret 2013 silam oleh anggota Kopasus. Bagaimana
bisa, tempat yang seharusnya sangat aman, tiba-tiba bisa diterobos oleh
para penyerang yang mengakibatkan kematian. Spontan kejadian itu
menjadi headline dibeberapa media cetak nasional belakangan ini. Tidak
hanya media cetak , media elektronik seperti radio dan televisi juga ramai
memberitakan kasus tersebut, bahkan berita tersebut pun menjadi topik
hangat yang diperbincangkan oleh hampir setiap orang , dikantor, kampus ,
bahkan didalam kendaraan umum sehingga hampir tidak ada orang yang
tidak tahu tentang masalah ini. Selanjutnya berujung pada munculnya pro
dan kontra dalam masyarakat.

Fenomena di atas merupakan gambaran dari betapa kuatnya
pengaruh media massa dalam pembentukan opini masyarakat. Hal ini
disebabkan media masa mempunyai kemampuan untuk memilih dan
menekankan topik tertentu yang dianggapnya penting (menetapkan ‘agenda’
/ agenda media) sehingga membuat publik /masyarakat berpikir bahwa isu
yang dipilih media itu penting dan menjadi agenda publik. Dengan demikian
agenda setting media masa akan menggambarkan pengaruh media yang
sangat kuat terhadap pembentukan opini masyarakat. (Djuarsa,2009:199)

Akhirnya berangkat dari kecintaan terhadap TNl AD dan rasa
tanggungjawab penulis sebagai salah seorang anggota yang bekerja di
lingkungan TNI AD, kemudian memotivasi penulis untuk memberikan

pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang kasus Cebongan
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Dengan tujuan agar TNI AD khususnya tidak selalu menjadi sorotan dan

kritik yang berkepanjangan sehingga dikatakan tidak menjalankan reformasi.
Il INFORMASI MEDIA TENTANG KASUS CEBONGAN

Di era globalisasi sekarang ini, pemenuhan kebutuhan masyarakat
akan informasi adalah merupakan suatu hal yang dianggap penting. Dalam
hal ini Informasi menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mengetahui
kerahasiaan dari suatu hal. Dengan menguasai informasi seseorang akan
mendapat suatu rangsangan yang akan menimbulkan kreativitas untuk
melakukan sesuatu sehingga memunculkan pengetahuan (Hakim,2014:23)
Oleh karena itu masyarakat suatu negara yang menguasai informasi akan
mempunyai daya saing yang tinggi.

Dalam kondisi sekarang ini dimana teknologi informasi dan komunikasi
sebagai akibat dari pengaruh globalisasi berkembang dengan pesat sehingga
menyebabkan kebutuhan masyarakat akan informasi semakin mudah di
dapat. Tidak hanya dalam bentuk elektronik saja seperti internet, televisi,
radio tetapi juga dalam bentuk lain seperti buku, majalah koran, kegiatan
ilmiah seperti diskusi,seminar, workshop dan lain sebagainya.

Apalagi dalam negara demokrasi seperti di Indonesia membagun
demokrasi informasi yaitu dengan menciptakan masyarakat informasi adalah
sesuatu yang diperlukan. Adapun definisi tentang “masyarakat informasi”
dari Deklarasi World Summit on the Information Society (WSIS) yang
dilaksanakan di Genewa, 10-12 Desember 2003 adalah sebagai berikut :

“Bahwa masyarakat informasi yang berpusat pada masyarakat,
inklusif dan berorientasi kepada pembangunan, dimana setiap orang
dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi
serta pengetahuan, yang memungkinkan setiap individu, komunitas
dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka
mengembangkan pembangunan yang terus terpelihara dan
mengembangkan kualitas hidup mereka, sebagaimana yang telah
dideklarasikan di dalam tujuan dan prinsip-prinsip dari piagam PBB
dan menghormati secara penuh serta menguatkan Deklarasi Universal
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Hak Asasi Manusia“ (http://wiyarsih.staff.ugm.ac.id/wp/?p=16 Diakses
tanggal 11 April 2017)

Di Indonesia dengan adanya demokrasi informasi tersebut, saat ini
masyarakat telah dibanjiri dengan kelimpahruahan informasi yang belum
tentu relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu informasi perlu
dipilah-pilah sesuai situasi dan kondisi agar relevan dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat sehingga informasi tersebut bermanfaat bagi
kehidupan masyarakat dan negaranya. Dalam situasi seperti itu, media
sebagai produsen informasi tidak boleh terjebak dalam kepentingan pasar.
dan harus mampu membingkai berita sesuai dengan fakta di lapangan.
Karena seringkali dalam kenyataannya, idealisme media ini harus
berhadapan dengan banyak hal seperti konstruksi media serta kepentingan
pasar.. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Held Mc Quail sebagai berikut :

“‘Konstruksi media berarti bahwa realitas yang ditampilkan oleh media
bukanlah realitas nyata tapi merupakan realitas bentukan pekerja
media sehingga mereka dapat menciptakan realitas dengan
mengatasnamakan kepentingan publik Di sinikepentingan publik telah
dimonopoli oleh mereka yang berada di dalam newsroom atau pekerja
media untuk kepentingan tertentu.” (Mc Quail,2015:143)

Dihadapkan dalam kasus Cebongan, media telah menyajikan berita
yang mendorong terhadap pembentukan opini pro dan kontra dari
masyarakat. Bahkan lebih jauh dari itu telah mengalami pergesaran isu,
yang semula adalah pelanggaran hukum karena merupakan pelanggaran
HAM berat menjadi isu kelompok ras yang termarginalisasi, sampai kepada
memberikan pujian kepada Kopassus - sebagai jawaban sebuah doa atas
keresahan dan hilangnya rasa aman akibat ulah dan tingkah laku para
preman di Yogyakarta. Sementara itu, berbagai pengalihan isu tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut :.

a. Isu Pelanggaran Hukum
Kasus penyerangan Lapas Cebongan pada 19 Maret 2013. Oleh

prajurit Kopasus dianggap sebagai pelanggaran HAM. Dalam peristiwa
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tersebut para prajurit kopasus memaksa masuk, dengan satu tujuan untuk
membalas dendam atas kematian seorang anggota Kopasus. Semua
bermula dari sebuah keributan di sebuah kafe antara sekelompok preman
dan seorang anggota Kopasus yang mengakibatkan digiringnya para preman
itu ke penjara. Setelah menemukan para pelaku, para anggota Kopasus itu
segera menodongkan senjata mereka, dan kemudian menembak para
pelaku. Dalam kondisi ini, terlihat bahwa hukum negara dan masyarakat
beradab tidak lagi berlaku, digantikan oleh logika balas dendam, hukum-
hukum kekuasaan dan aksi pengadilan sepihak. Tentu, semuanya
dilakukan atas nama jiwa korsa. Namun demikian walaupun atas nama jiwa
korsa tentunya peristiwa tersebut tidak bisa dibenarkan karena telah
menghilangkan nyawa seseorang terlepas dari siapa yang membunuh
apakah militer, seorang ibu atau yang lainnya.

Secara faktual, serangan tersebut mengisyaratkan terjadinya
pelanggaran atas hak hidup dari seseorang walaupun yang dibunuh adalah
preman. Demikian pula dengan penganiayaan yang dialami oleh petugas LP.
Ketakutan dan kekhawatiran yang dirasakan oleh penghuni tahanan yang
lain. Ini adalah bukti keterampasan hak atas rasa aman mereka. Peristiwa
tersebut telah merampas hak asasi manusia penghuni dan petugas LP.
Dampak lebih jauh dari peristiwa ini juga menimbulkan opini masyarakat
tentang munculnya kembali kekuatan militer Orde Baru yang represif.

Disisi lainnya dalam kasus cebongan ini berkembang pula opini
masyarakat yang menyatakan bukan pelanggaran HAM Hal ini disebabkan
para prajurit TNI tersebut melakukan kejahatan di dasari adanya jiwa korsa
sebagai akibat dari konflik moral dan etika yang ada dalam diri seorang
prajurit TNI tersebut. Seperti ketahui bersama, kesetia-kawanan dalam
militer amat beda dengan kesetia-kawanan di lingkungan sipil atau
masyarakat biasa. Kesetia-kawanan dalam militer bukan lagi antar seorang
kawan tapi sudah antar prajurit, antar pleton, antar kesatuan. Kesetia-

kawanan sudah pada tingkat pilihan antara mati dan hidup. Kesetia-kawanan
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di militer adalah kesetia-kawanan yang dipupuk secara profesional. Hal ini
diperkuat oleh pendapatnya Charlie Rose yang menyampaikan sebagai
berikut :

“‘Militer di setiap negara mempresentasikan kelompok yang
terorganisasi dan sangat disipliner yang disatukan oleh
tradisi,kebiasaan,lingkungan kerja dan terutama oleh kebutuhan untuk
kerjasama dan membantu satu sama lain pada masa konflik dan
krisis-suatu ketergantungan yang secara literal berarti perbedaan
antara hidup dan mati . Ketergantungan semacam ini akan
menciptakan ikatan dan loyalitas yang kuat serta memerlukan kadar
kohesi dan koherensi yang tinggi dan hanya sedikit profesi lain yang
dapat melakukannya” (Charlie Rose,1994)

Bagi seorang prajurit, kadang keputusan untuk bertindak di medan
konflik amat kompleks. Berbagai etika dan moral harus dipertimbangkan
dengan cepat jika berada dalam keadaan darurat atau tekanan keadaan yang
menuntut keputusan tanpa ragu. Belum lagi jika didesak oleh sikap
profesionalisme seorang militer yakni kewajiban untuk melakukan tugas
dengan baik, tunduk komando, displin dan bertindak cepat. Seorang prajurit
dipaksa untuk dengan cepat bisa memutuskan mana pilihan terbaik tanpa
atau seminim mungkin melanggar moral dan etika. Tentu saja sebuah pilihan

yang amat sulit dan cukup kompleks untuk dilakukan dalam waktu singkat.

Kondisi tersebut juga memberi pada kita semua pengetahuan tentang
arti kesetia-kawanan antar teman. Terlepas apakah karena demi rasa
kesetia-kawanan tersebut harus sampai menghilangkan nyawa orang lain
atau tidak. Kadang arti kesetia-kawanan dalam kasus-kasus tertentu bisa
sangat ekstrim. Bukan saja menghilangkan nyawa orang lain, bahkan

menghilangkan nyawa sendiri pun kadang tidak menjadi pertimbangan.

Latar belakang diatas, kemudian menjadi suatu kesimpulan dari
sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa dalam kasus Cebongan
bukan pelanggaran HAM tetapi merupakan tindak pidana kriminal biasa. .
Hal ini juga di dasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
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dan kedua undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
dimana kedua undang undang tersebut menyatakan bahwa ada dua
perbuatan yg dianggap kejahatan HAM berat yaituyaitu kejahatan genocide
dan kejahatan crime agains humanity (kejahatan kemanusiaan). Sementara
itu, yang dimaksud kejahatan genocide terdapat dalam undang undang
nomor 26 tahun 2000 adalah setiap perbuatan yg dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok

bangsa, ras, etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. Membunuh anggota kelompok;

b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat

terhadap anggota-anggota kelompok.

C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau

sebagaiannya

d. Memaksakan tindakan-tindakan yg bertujuan mencegah

kelahiran di dalam kelompok atau

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu

ke kelompok lain

Sedangkan yang dimaksud kejahatan kemanusiaan adalah salah satu
perbuatan yg dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut diajukan secara
langsung terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu, jika merujuk pada dua
kategori tersebut, peristiwa Cebongan belum termasuk pelanggaran HAM
karena kejahatan kemanusiaan masih harus dibuktikan dipenuhinya
“systematic and widespread attack to civil population” yang direncanakan dan

atas perintah komandan. Dan ternyata hasil investigasi bukan merupakan
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perintah dari komandan dan merupakan tindakan yang tidak terencana
karena didorong oleh aksi spontan jiwa korsa dari anggota Kopasus
tersebut untuk membela korban pembunuhan yang merupakan teman
seperjuangannya ketika di medan penugasan. Sedangkan untuk genosida
masih harus dibuktikan bahwa penyerangan dan pembunuhan oleh oknum
Kopassus ditujukan untuk membasmi dan menghapuskan etnis tertentu
sehingga peristiwva Cebongan adalah bukan peristiwva pelanggaran HAM,
melainkan tindak pidana biasa sehingga tidak memerlukan pengadilan HAM.

b. Isu ras di Yogyakarta.

Korban pembunuhan di Lapas Cebongan adalah dikatakan preman
berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara, sehingga yang terjadi adalah ada
generalisasi bahwa orang-orang di Yogyakarta yang berasal dari Indonesia
bagian timur merupakan sosok-sosok preman. Dampak konkrit yang terjadi
adalah ditutupnya tempat kos di beberapa daerah, bagi orang-orang muda
yang berasal dari daerah Timur. Efek negatif lainnya bahkan menyasar pada
dunia pendidikan di Yogyakarta dengan adanya penolakan mahasiswa yang
berasal dari ‘timur’ di rumah-rumah penduduk dalam proses Kuliah Kerja
Nyata (KKN).

Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya marginalisasi terhadap
orang-orang Indonesia yang berasal dari pulau-pulau bagian timur Indonesia.
Mereka dianggap sebagai minoritas yang mengganggu stabilitas masyarakat
di Yogyakarta. Tidak hanya sekedar isu, tetapi muncul pula spanduk-spanduk
di jalanan sekitar Yogyakarta yang menyatakan persetujuan untuk

memberantas dan membunuh preman.

C. Isu Dukungan Terhadap Tindakan Kopasus

Bersamaan dengan itu, di Yogyakarta juga terjadi penggiringan opini
yang mengaku sebagai masyarakat Yogyakarta untuk membenarkan
tindakan Kopassus karena yang dibunuh adalah tahanan sebagai preman.
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Logika yang dibangun adalah preman mengganggu rasa aman masyarakat,
maka membunuh mereka adalah sah. Bahkan selanjutnya, saat beberapa
kelompok masyarakat melakukan pengecaman atas tindakan Kopassus itu
karena dianggap sebagai pahlawan Yogyakarta.

Dengan adanya situasi diatas, memperlihatkan lunturnya idealisme
media sehingga memunculkan media yang tidak kritis dan justru terbawa
arus hingga keluar dari persoalan utama sehingga masyarakat mengalami
tekanan psikologis, dimana mereka mengalami kebingungan terhadap
terpaan informasi yang diberikan oleh media yang tidak memberikan
kejelasan, tetapi malah menyajikan berita dengan berbagai versi dan sudut
pandang yang berbeda. Belum lagi ditambah dengan isu-isu yang
berkembang tentang generalisasi terhadap ras tertentu di Indonesia, tentunya

membawa dampak ketakutan untuk bisa menijalin relasi sosial.

Termasuk disini, jika informasi yang disebarkan media terus
menyudutkan TNI AD, tidak menutup kemungkinan akan menggelembung
menjadi isu politik besar dan  keresahan yang muncul dalam masyarakat
dapat menjadi sangat serius dan masyarakat akan kembali menghujat TNI
tanpa melihat lagi bagaimana TNI AD itu sudah mau berubah dan
menjalankan demokrasi yaitu dengan mendukung supremasi sipil seperti
yang diharapkan masyarakat Indonesia. Lebih jauh dari itu, media juga
seharusnya memberikan berita tentang bagaimana TNI AD yang secara tulus
berjuang mempertahankan kedaulatan negara di daerah perbatasan
termasuk ketika TNI AD sebagai garda terdepan dalam mengatasi kesulitan

masyarakat dalam penanggulangan bencana misalnya.

Patut menjadi harapan kita semua bahwa media menampilkan
idealismenya dan bertindak lebih kritis, khususnya awak media bertindak
professional, tidak terjebak pada kepentingan tertentu dan tidak terjebak pula
pada stigmatisasi etnis sehingga menciptakan suasana kondusif. Apalagi
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bila dihadapkan dengan situasi transisi bangsa Indonesia menuju kehidupan
demokrasi sekarang ini belum memberikan kondisi sepenuhnya seperti yang

diharapkan.

] Tumbuhnya Budaya Organisasi Baru Dan Reformasi Di Dalam
Tubuh TNI AD

Terlepas dari berbagai opini yang berkembang dimasyarakat seperti
yang disebutkan diatas, yang perlu kita garis bawahi dalam kasus cebongan
ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia melihat TNl AD tidak
dalam sisi buruknya saja tetapi juga harus dimaknai sebagai adanya suatu
perubahan sikap dan perilaku TNI AD dibandingkan pada masa orde baru .
Ini  berarti tumbuhnya budaya baru dalam tubuh TNI AD sebagai wujud
komitmen TNI dalam menjalankan refomasi dan mendukung demokrasi

seperti yang diamanatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pada kasus cebongan ini TNI AD tidak lagi menutupi dan mentoleransi
gerakan pasukan secara senyap di luar garis komando. Pengadilan militer
yang dulu amat misterius, kini mulai transparan dan membuka diri untuk ikut
dipantau publik. Dulu, seolah ada sekat antara masyarakat dengan
pengadilan militer sehingga terkesan bahwa pengadilan militer amat

eksklusif.

Termasuk profesionalitas TNI  juga diperlihatkan dalam kasus
Cebongan ini, yaitu dengan mengakui dan bertanggungjawab atas semua
perbuatan yang dilakukan karena seperti yang kita ketahui bersama, selama
ini prajurit Kopassus khususnya dan TNl umumnya dikenal berdisiplin tinggi,
setia, konsekuen, dan bersikap kesatria serta berani dan bertanggung jawab.
Dimana perilaku tersebut di masa lalu tidak pernah di lakukan oleh TNI.
Oleh karena itu, budaya baru yang tumbuh tersebut akan menjadi tantangan
dan penyesuaian mental dalam diri TNl setelah sekian lama  TNI
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mengembangkan budaya militer arogansi, kebiasaan memerintah,cenderung
bertindak keras, otoriter dan sifat-sifat lainnya yang tidak disenangi oleh

masyarakat Indonesia di masa lalu. (Hasnan,2012:385)

Memang harus diakui bahwa banyak berbagai kalangan
menyangsikan TNI akan dapat menjalankan demokrasi. Hal ini dapat
dimengert karena kebiasaan dan prosedur dalam perang secara alamiah
bertolak belakang dengan kemerdekaan perorangan dan kebebasan sipil
yang merupakan nilai tertinggi dalam demokrasi sehingga tujuan
fundamentalnya adalah pembenaran kehadiran untuk bertempur dalam
konflik bersenjata. Oleh karena itu lembaga militer di desain untuk kekerasan
dan koersi yang kemudian melahirkan beberapa sikap yang harus dipatuhi
untuk melaksanakan tugas tersebut seperti otoriter, loyalitas, hierarkhi dan

lain sebagainya.

Untuk selanjutnya pertanyaan yang muncul adalah apakah sikap dan
perilaku TNI AD tersebut bisa dikatakan suatu budaya ? Jawaban tersebut
bisa dilihat dari beberapa pengertian budaya dari Murphy dan Hildebrandt
dalam Herimanto yang memberikan pengertian budaya sebagai tipikal
karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Sementara ahli lain yang
bernama Mitchel dalam Herimanto menyampaikan pengertian budaya

sebagai berikut :

Budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar,

pengetahuan, moral hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh

individu individu dan masyarakat, yang menentukan bagaimana

seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta

orang lain”.(Harimanto,2011:8)

Dari kedua definisi tersebut, jelas memperlihatkan bahwa sikap dan
perilaku yang ada dalam TNI AD bisa dikatakan sebagai budaya . Dalam

kondisi ini keberadaan budaya yang hidup pada sebuah organisasi sangat
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penting untuk membentuk SDM TNI AD yang berkualitas . Hal ini seperti

yang disampaikan oleh Dharma Surya menyampaikan sebagai berikut :

“ Budaya yang kuat merupakan kunci kesuksesan sebuah organisasi.
Budaya organisasi mengandung nilai-nilai yang harus dipahami,
dijiwai, dan dipraktikkan bersama oleh semua individu/kelompok yang
terlibat didalamnya. Budaya organisasi yang berfungsi secara baik
mampu untuk mengatasi permasalahan adaptasi eksternal dan
integrasi internal” (Dharma.2014:8)

Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa budaya baru TNI AD ini di
masa yang akan datang akan mendorong peningkatan professionalisme TNI
ADyang maksimal dalam memberi rasa keadilan dan keamanan untuk
masyarakat sekaligus menepis anggapan dan mengobati perasaan
masyarakat yang bimbang terhadap keseriusan TNI AD dalam
melaksanakan reformasi ditubuh internalnya karena banyak yang
beranggapan bahwa TNI AD sejauh ini terkesan tertutup , eksklusif,
arogansi, represif otoriter dan tidak dapat disentuh oleh hukum.

Untuk selanjutnya, kasus Cebongan pada akhirnya membawa TNI
untuk merenungkan diri tentang peran strategis penerangan TNI AD
sehingga harus dioptimalkan peran penerangan TNI AD dalam membentuk
citra TNl AD di masa yang akan datang. Tidak saja ketika ada kejadian
pelanggaran prajurit seperti kasus cebongan ini saja tetapi juga pada kasus-
kasus lain terutama yang melibatkan anggapan arogansi prajurit TNI AD.
Dalam kondisi ini setiap saat harus memberikan pencerahan kepada
masyarakat tentang apa dan bagaimana TNI AD dalam menjalankan tugas
sebagai kekuatan utama pertahanan yang profesional. Oleh karena itu, akan
diperoleh kondisi masyarakat yang tidak selalu menyalahkan dan
menganggap TNl AD tidak berubah. Disamping juga untuk membentuk
kesadaran bela negara para masyarakat tentang arti pentingnya

kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka mendukung kedaulatan NKRI.
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v PENUTUP

Tuntutan reformasi dari masyarakat Indonesia sejak 1998 yang
menginginkan TNI AD profesional, telah mengukuhkan komitmen lembaga
TNI AD untuk melaksanakanreformasi dalam segala bidang termasuk disini
adalah dalam pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para prajurit TNI AD
diselesaikan dengan lebih terbuka dan transparan. Hal ini menunjukan
adanya budaya organisasi baru yang ada di tubuh TNI AD yang dahulunya

terkesan kaku, tertutup, otoriter dan represif
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MEMANFAATKAN TEHNOLOGY INFORMASI SECARA BIJAK
GUNA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ORGANISASI

Oleh
Letkol Inf Sahli Rio, SE & Paulina Siregar,S.Sos,M.Si

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang.

Perkembangan Tehnology Informasi dewasa ini semakin canggih,
bahkan masyarakat semakin familiar menggunakan Tehnology Informasi
yang smart ini. Kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh informasi
dengan cara yang cepat, murah dan akurat semakin memacu perkembangan
Tehnology Informasi yang ada. Namun sayang perkembangan Tehnology
yang semakin canggih ini tidak didukung dengan pengetahuan dan etika
yang benar oleh beberapa masyarakat maupun kelompok kepentingan.
Kecanggihan Tehnologi Informasi yang ada justru digunakan untuk memecah
belah masyarakat maupun kelompok dan seringkali menjadi pemicu
pertikaian antar bangsa ataupun kelompok, dan juga menjauhkan
masyarakat dari komunitasnya secara fisik. Tidak terlepas didalamnya
bagaimana Tehnologi Informasi ini dipakai untuk mengadu domba antar
aparatur pemerintahan dan juga negara. Bahkan Tehnologi Informasi ini juga
digunakan untuk menghancurkan kelompok maupun suatu bangsa dengan
informasi — informasi yang tidak benar atau dalam istilah dunia maya berita
Hoax. ltulah sebabnya Tehnologi Informasi menjadi salah satu alat yang
digunakan oleh beberapa negara atau kelompok kepentingan untuk

melakukan perang yang dinamakan perang informasi.

Martin Libicki, analis senior Institut Kajian Strategis (RAND) Amerika

Serikat, dalam bukunya yang berjudul “What is Information Warfare™1,
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menjelaskan bahwa Information Warfare atau perang informasi bukanlah
teknik perang yang sama seperti perang konvensional pada umumnya, tetapi
sangat jauh berbeda. Perwujudan dari perang informasi, melibatkan
perlindungan, manipulasi, pengurangan bentuk, serta penyekatan informasi

(protection, manipulation, degradation and denial of information).

Menilik dari persoalan — persoalan diatas dan didasarkan pada tugas
pokok TNI untuk menjaga kedaulatan negara, maka perlu bagi organisasi TNI
untuk dapat menggunakan ataupun memanfaatkan Tehnology Informasi ini
dengan bijak. Sebagai unsur utama dalam pertahanan negara hal ini penting
untuk tetap menjaga soliditas satuan kerja serta kegiatan intelejen TNI agar
tidak terbaca musuh dengan mudah. Dalam Organisasi TNI soliditas anggota
menjadi hal yang paling penting untuk membuat organisasi TNI dapat terus
ada dalam pemerintahan.

2. Rumusan Masalah

Menilik perkembangan Tehnology Informasi yang penulis uraikan
diatas, maka muncul permasalahan - permasalahan yang harus dapat
diselesaikan oleh Organisasi militer, diantaranya bagaimanakah dampak
positif dan negatif dari perkembangan Tehnologi Informasi sekarang ini
terhadap soliditas TNI dan langkah — langkah apa yang dapat dilakukan
pimpinan TNI untuk dapat memanfaat Tehnologi Informasi guna mendukung

efektifitas dan efisiensi satuan kerja di organisasi militer.

3. Pembahasan

Sebelum penulis membahas rumusan masalah yang ada, perlu
dimengerti dahulu apa dan bagaimana yang dimaksud dengan Tehnologi
Informasi, hal ini penting untuk dapat memahami segala akibat yang

ditimbulkan oleh Tehnologi Informasi khususnya bagi organisasi TNI serta
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bidang pertahanan negara yang merupakan tugas pokok TNI dalam menjaga

kedaulatan negara.

Menurut Ahli yang dimaksud dengan Tehnologi Informasi (Tl) antara

lain :

a. Haag dan Keen mengatakan Tehnologi Informasi adalah
seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi
dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan
informasi.

b. Oxford english Dictionary (OED) Tehnologi Informasi adalah
hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan
telekomunikasi yang biasanya dalam konteks usaha.

C. Williams dan Sawyer (2003) Tehnologi Informasi adalah
teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur
komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara dan video.

d. Martin (1999) Tehnologi Informasi adalah merupakan tehnologi
yang tidak hanya pada tehnologi komputer (perangkat keras dan
perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan
menyimpan informasi melainkan mencakup tehnologi komunikasi

untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi

Berdasarkan beberapa pengertian Tehnologi Informasi diatas maka
ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, bahwa tehnologi
Informasi selalu menggunakan alat yang selalu berkembang dengan pesat
dan mudah dikombinasikan dengan perangkat lain; dibutuhkan manusia
untuk mengolah dan meneruskan hasilnya. Sehingga perkembangan
tehnologi informasi ini tidak dapat terbendung, justru kemajuan alat — alat
tersebut menimbulkan kreativitas. Sehingga naif rasanya kalau organisasi
TNI melarang anggotanya untuk menggunakan tehnologi informasi, apalagi

jika kita melihat fungsi dari tehnologi informasi antara lain :
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1. Menangkap (Capture)

2. Mengolah (Processing) : mengolah / memproses data
masukkan yang diterima menjadi suatu informasi. Pengolah ini dapat
berupa pengubahan data ke bentuk lain (konversi) , analisis kondisi
(analisis) , perhitungan (kalkulasi), penggabungan (sintetis) segala
bentuk data dan informasi.

3. Menghasilkan (generating) menghasilkan atau mengorganisasi
informasi dengan bentuk yang berguna seperti laporan , grafik, tabel
dsb

4. Menyimpan (store) ; merekam atau menyimpan data dan
informasi kedalam suatu media untuk keperluan lainnya, seperti disket,
hardisk, tape compact disk dsb

5. Mencari kembali (retrival); menelusuri mendapatkan kembali
informasi atau menyalin (copy) data dan informasi yang telah disimpan
6. Transmisi mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi

lain dengan melalui jaringan komputer

Melihat dari fungsi Tehnologi Informasi ini, Organisasi TNI sudah harus
dapat memanfaatkan dengan baik guna kepentingan pelaksanaan tugas
yangefektif dan efisien di dalam organisasi. Persoalannya penggunaan
tehnologi informasi di kalangan militer masih sebatas perorangan dan tidak
terorganisir dengan baik. Sehingga seringkali tehnologi informasi yang
seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan manajemen
atau operasional pertahanan militer justru hanya digunakan untuk kegiatan —
kegiatan yang cenderung membangun opini yang salah dikalangan militer.
Belum lagi kebijakan lesan pimpinan secara tidak langsung yang mengarah
kepada pelarangan pemanfaatan tehnologi informasi secara tidak langsung.
Seharusnya perkembangan Tehnologi informasi patut dicermati dengan bijak
oleh para pimpinan, bukan dengan melarang anggota untuk menggunakan

Tehnologi Informasi tetapi justru bagaimana mengorganisir tehnologi
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informasi ini  menjadi bagian dalam pengendalian anggota dan
pengembangan kemampuan anggota guna efektivitas dan efisiensi
operasional pertahanan. Penting bagi organisasi TNI untuk mempelajari
tehnologi informasi ini secara benar dan membangunnya dalam suatu sistem
informasi manajemen yang tepat guna, sehingga hasil yang dikeluarkan
dapat dimanfaatkan sebaik — baiknya oleh semua anggota dan juga

organisasi TNI.

Untuk membangun sistem informasi manajemen yang tepat guna
suatu tehnologi informasi sangat bergantung pada kecanggihan alat transmisi
dan pengetahuan anggota yang menggunakannya. Dengan tehnologi
informasi organisasi TNl dapat membangun suatu jaringan komunikasi
intelejen diantara satuan. Disamping itu juga dapat dipakai guna jaringan
komando antar satuan untuk pergerakan cepat. Selain itu tehnologi informasi
juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung suatu pengambilan keputusan
pimpinan secara cepat dan akurat. Khususnya terkait dengan tugas pokok
operasi militer selain perang (OMSP) seperti memanajemen kegiatan
pengendalian bencana alam ataupun pembinaan teritorial disetiap satuan.

Sebagaimana diketahui bersama eksistensi suatu negara salah
satunya dapat dilihat dari kokohnya organisasi militer yang dimilikinya. ltulah
sebabnya organisasi TNI perlu memperhatikan perkembangan Tehnologi
Informasi dengan hati — hati dan memanfaatkan perkembangan Tehnologi
Informasi itu dengan bijak, sehingga dapat mendukung pengembangan
organisasi dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Lalu bagaimana Tehnologi
Informasi dapat dimanfaatkan untuk membangun soliditas TNI itulah yang
perlu di kembangkan dalam organisasi, Karena soliditas merupakan salah
satu kekuatan organisasi TNI. Salah satu pendukung terbentuknya soliditas
TNI adalah loyalitas diantara anggota TNI. Loyalitas ini tidak muncul dengan
sendirinya tetapi dibangun secara bertahap melalui tahap pendidikan hingga

tahap pengembangan diri dalam pelaksanaan tugas anggota melalui
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kegiatan pribadi maupun kelompok. Namun seiring dengan perkembangan
Tehnologi Informasi dan juga perubahan sistem pemerintahan yang ada
membuat organisasi TNI berada dalam dilema yang terkait dengan
membangun soliditas anggota .

Salah satu faktor yang mendukung terbentuknya soliditas anggota
dalam TNI adalah kepercayaan anggota terhadap pemimpinnya.
Kepercayaan ini menjadi dasar bagi anggota untuk tetap loyal terhadap
pemimpin. Membangun dan menjaga loyalitas anggota TNI bukanlah hal
yang mudah di era global dimana kecanggihan Tehnologi Informasi semakin
berkembang dan meracuni pola pikir dasar dan pandangan yang selama ini
telah menjadi doktrin TNI. Penggunaan Teknologi Informasi yang intensif,
mendorong terjadinya penyesuaian konsep atau doktrin dengan kemajuan
teknologi yang melekat di jamannya.

Banyakanggota TNI masih belum mampu mencerna dan memahami
dengan bijak segala kecanggihan Tehnologi Informasi yang ada. Namun
sayangnya banyak dikalangan para pemimpin TNI kurang memperhatikan hal
ini. Kurangnya kemampuan pemimpin dan sikap pesimis beberapa pemimpin
dalam memanfaatkan Tehnologi Informasi dalam mendukung kinerja satuan

menjadi satu tantangan tersendiri bagi organisasi TNI.

Perkembangan Tehnology Informasi juga membawa dampak negatif

jika tidak dimanajemen dengan benar oleh pemimpin sehingga menimbulkan

a. lunturnya rasa kebersamaan dan kepedulian antara pemimpin
dan anak buah. Padahal Jarak komunikasi semakin tidak terlihat
dengan kemajuan tehnologi yang ada namun ikatan batin justru
semakin terasa jauh. Kemajuan Tehnologi Informasi menjadikan
manusia menjadi egois dan membatasi kepedulian terhadap apa yang

terlihat nyata di depan mata. Benarlah asumsi yang mengatakan
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bahwa kemajuan Tehnologi Informasi membuat yang dekat menjadi
jauh dan yang jauh menjadi dekat. Bahkan kedekatan pemimpin
dengan anak buah sekarang ini juga menjadi bias oleh karena
kemajuan Tehnology Informasi yang berkembang sekarang ini.
Nasehat atau petuah yang diajarkan Jenderal Sudirman seakan hanya
menjadi slogan saja bagi anggota TNI. Kemajuan tehnologi informasi
justru  menimbulkan kehampaan dalam komunikasi. Padahal
komunikasi merupakan alat penting bagi TNI untuk pelaksanaan tugas

yang dikomando oleh pimpinan.

b. Hilangnya doktrin yang telah ditanamkan selama pendidikan
dengan adanya informasi — informasi yang diterima secara masif dan
terus menerus baik itu benar maupun hoax, sehingga secara perlahan
merubah pola pikir kearah yang dianggap benar oleh sipenerima
selama pemimpin tidak memberikan konfirmasi lebih lanjut kepada
anggota. Sehingga terjadi rekonstruksi pemikiran yang terjadi pada
sipenerima informasi. Disinilah perlu tindak lanjut dari para pemimpin
dalam pengendalian pikiran melalui kearifan seorang pemimpin dalam
memberi pemahaman sehingga anggota dapat membedakan dan
melihat kebenaran berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Karena di
era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan Tehnology Informasi
yang pesat akan sulit menggunakan pola lama dalam melakukan
doktrinasi, sehingga diperlukan strategy baru untuk mengendalikan
kekuatan pikiran.

C. Terkait dengan kesehatan dan pembentukan postur tubuh ideal
juga turut dipengaruhi oleh keberadaan Tehnologi Informasi, dimana
beberapa Tehnologi Informasi menggunakan bahan — bahan yang
menimbulkan radiasi bagi kesehatan seseorang dan menurunkan
kualitas kesehatan seseorang. Disamping itu keberadaan Tehnology

Informasi juga membuat pergerakan tubuh menjadi berkurang dan
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berakibat pada postur tubuh yang tidak proporsional lagi, karena
manusia menjadi malas untuk bergerak.

d. Terkait dengan keamanan data dan informasi yang bersifat
rahasia memang perlu sistem pengamanan yang teliti agar data
ataupun informasi yang bersifat rahasia itu tidak menjadi konsumsi
publik apalagi jika Tehnology Informasi tersebut terhubung dengan
jaringan internet. Kemungkinan lain adalah penyalahgunaan untuk
tindakan kriminal dibeberapa sektor dan asusila. Apalagi sekarang ini
banyak penipuan dan penculikan melalui situs jejaring sosial. Selain
itu, bahaya dari situs pornografi merupakan ancaman nyata bagi para
prajurit muda. Kondisi ini dapat membawa mentalitas prajurit kearah
yang tidak benar. Oleh sebab itu perlu  dicari solusi guna
mengatisipasi hal ini. Semakin majunya tehnologi dengan desain yang
semakin sulit terdeteksi dengan mata biasa membuat organisasi perlu
berhati — hati dalam mempersiapkan dan menenmpatkan anggota
pada bagian data atau pengolahan data. Disinilah pentingnya suatu

loyalitas anggota terhadap negara dan tugas pokoknya.

Lalu bagaimana membuat dampak negatif ini diminimalisir sehingga
tidak terlalu merugikan, dan Tehnology Informasi dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional organisasi TNI. Ini menjadi tugas pimpinan untuk

melakukan terobosan — terobosan baru dalam pengendalian prajurit.

Mungkin pemimpin harus memulai membangun strategi dimulai dari
asumsi yang ada. Asumsi membuat yang dekat menjadi jauh, ini menjadi
masalah pertama yang harus diselesaikan pemimpin dalam membangun
kembali loyalitas diantara anggota TNI. Strategi yang bagaimana yang dapat
dilakukan agar kedekatan diantara anggota ini dapat kembali dibangun baik
secara bertahap, bertingkat dan berlanjut. Membangun kembali kedekatan
diantara anggota dengan memanfaat tehnologi informasi bukanlah hal yang

mudah tetapi membutuhkan dasar pemikiran yang kuat yang dapat dipercaya
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dan diterima oleh semua pihak baik itu anggota maupun pemimpin. Perlunya
pemahaman dasar bagi anggota mengenai apa sebenarnya fungsi dari
Tehnologi Informasi bagi diri sendiri maupun orang lain. Didunia sekuler
fungsi dasar dari Tehnologi Informasi menjadi berubah manakala si
pengguna tidak dibekali dengan pemahaman yang benar tentang kerugian
dan kelebihan Tehnologi Informasi. Disamping itu perlunya pehamanan dasar
tentang apa sebenarnya tugas dan tanggungjawab tiap — tiap anggota terkait
dengan Tehnologi Informasi yang semakin berkembang sekarang ini.

Untuk dampak positif dengan adanya tehnologi Informasi dalam
organisasi militer di era reformasi ini tentu saja akan membawa efektifitas dan
efisiensi organisasi jika dimanfaatkan dengan tepat. Dengan adanya
Tehnology Informasi yang termanajemen dengan baik akan mendukung
organisasi dalam kegiatan manajemennya. Adapun kegiatan manajerial
meliputi segenap pelaksanaan fungsi —fungsi manajemen antara lain
perencanaan, organizing, actuating dan controling. Dalam, setiap kegiatan
manajerial Tehnology Informasi memberikan efektifitas dan efisiensi dalam
pelaksanaan tugas pokok TNI meliputi pengendalian, komando dan

komunikasi. Diantaranya mendukung antara lain :

a. Membantu mempercepat pekerjaan manusia.Dengan
menggunakan teknologi informasi, pekerjaan manusia akan menjadi
lebih cepat dan mudah. Misalnya, proses pembuatan perencanaan
kegiatan, apabila menggunakan mesin ketik, maka diperlukan waktu
yang lama dan dengan keakuratan yang rendah. Lain halnya apabila
dikerjakan dengan menggunakan komputer dan printer untuk
mencetaknya,pekerjaan ini akan menjadi lebih cepat dan akurat untuk
menyusun perencanaan yang akan dikerjakan. Terlebih lagi jika
peralatan tersebut sudah terintegrasi dengan baik di antara satuan

kerja yang ada.
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b. Mempermudah komunikasi jarak jauh.Sebelum adanya
teknologi informasi seperti sekarang ini, proses komunikasi masih
bersifat analog. Untuk mengirimkan kabar ke satuan di bawahnya yang
letaknya jauh, harus menggunakan surat dengan waktu tempuh lebih
dari 2 hari, ataupun melalui caraka dan itupun terkadang tidak sampai
pada tujuan. Dengan teknologi sekarang, bisa menggunakan sms, e-
mail dan lain sebagainya yang merupakan produk teknologi informasi.
Dengan memanfaatkannya, maka jarak yang jauh bukan lagi menjadi
hambatan dalam berkomunikasi, waktu tempuhpun menjadi relatif

singkat dengan keakuratan yang sangat terjamin.

C. Mempermudah sistem administrasi. Sistem administrasi
tanpa menggunakan bantuan teknologi informasi akan menjadi lambat
dan membutuhkan tempat yang besar. Dalam hal ini, misalnya saja
untuk proses pengendalian alutsista. Dalam hitungan detik saja, sudah
bisa ditentukan sasaran yang diinginkan. Betapa besar manfaat
adanya teknologi ini. Bisa dibayangkan seandainya tidak ada teknologi
ini, mungkin diperlukan waktu hingga berbulan-bulan untuk melakukan

penentuan sasaran.

d. Mempermudah proses transaksi keuangan. Sebelum
berkembangnya teknologi informasi, proses transaksi keuangan yang
semula dilakukan secara konvensional dapat dilaksanakan secara on-
line dimanapun keberadaan kita. sekarang ini, proses transaksi sudah
bisa dilakukan melalui berbagai cara, yakni bisa melalui ATM, SMS
Banking dan E-Banking. Dengan cara- cara ini, maka kedua belah

pihak yang terlibat transaksi tidak harus bertemu.

Organisasi TNI tidak bisa menutup diri dari dunia yang semakin

sekuler dalam membangun loyalitas ini. Karena jika kita menghindar dari
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perkembangan yang ada justru membuat organisasi TNl menjadi organisasi
yang gagal dalam memanfaatkan tehnologi yang ada guna kepentingan
organisasi. Yang perlu dicermati adalah kemampuan pemimpin dalam
memberikan contoh nyata dan pedoman yang dapat diikuti oleh semua
anggota terkait dengan pemanfaatan tehnology informasi sehingga
memberikan suatu sentuhan psikologis yang tepat sasaran dalam

membangun loyalitas.

Kebijakan yang bagaimanakah yang dapat dipakai untuk
mengantisipasi segala dampak negatif yang ditimbulkan dan meningkatkan

dampak positif yang ada demi efektifitas dan efisien organisasi.

Beberapa langkah seorang pemimpin yang harus dilakukan sebelum

mengambil suatu kebijakan antara lain :

1. Seorang pemimpin harus memahami dengan benar sejauh
mana perkembangan Tehnologi Informasi yang ada sekarang ini.
Seorang pemimpin harus memiliki data — data yang akurat terkait
dengan perkembangan Tehnology Informasi (Tl) yang ada dan segala
sesuatu yang dihasilkan dari Tehnology Informasi (TI) tersebut. Hal ini
untuk dapat mengarahkan pada tindakan apa yang dapat dilakukan
pemimpin guna membangun kembali loyalitas anggota

2. Seorang pemimpin harus berani mengambil sikap dalam setiap
kebijakan yang dibuat, sehingga anggota dapat melihat konsistensi
pemimpin dalam menegakkan aturan yang ada secara adil dan
merata. Sehingga secara tidak langsung membangun kepercayaan
antara pemimpin dan anggota.

3. Seorang pemimpin dalam membuat kebijakan harus didasarkan
pada hasil kajian dan riset yang benar, serta tetap konsisten dalam

setiap pengambilan keputusan.
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4. Seorang pemimpin harus mengetahui apa kebutuhan mendasar
dari anggotanya terkait dengan Tehnology Informasi ini.

5. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan dengan
gambaranyang sederhana melalui ilustrasi yang dapat diterima oleh
semua anggota sehingga anggota memahami dan tahu bagaimana
memanfaatkan Tehnology Informasi dengan benar.

6. Seorang pemimpin harus dapat memanfaatkan Tehnologi
Informasi untuk kegiatan pembinaan teritorial baik perorangan maupun
satuan kerja. Saat ini dengan kemajuan teknologi komputer, banyak
analis militer dan intelijen Indonesia menulis dan melakukan penelitian
mengenai C3l. Sistem C3l yang dilengkapi dengan Tehnologi
Informasi masih menjadi pembahasan yang terus menerus bagi

institusi intelijen Indonesia

Memanfaatkan Tehnology Informasi (Tl) untuk pengendalian dan
pengembangan organisasi, memang membutuhkan biaya yang besar, karena
membutuhkan peralatan Tehnology Informasi yang dibuat oleh negara lain
sehingga harganya cukup mahal, belum lagi biaya perancangan sistemnya
agar peralatan tersebut dapat terintegrasi dengan baik dan memberikan hasil
yang maksimal dalam kegiatan manajemen organisasi tiap satuan. Namun
jika dilihat dari hasil yang akan dicapai maka biaya yang dikeluarkan
sebenarnya tidak seberapa mahal, hanya yang perlu dipersiapkan adalah
sumberdaya manusia yang akan memanfaatkan tehnologi informasi tersebut.
Mereka bukan hanya dibekali dengan pengetahuan dalam penggunaan
peralatan tersebut akan tetapi juga dibekali dengan pemahaman tentang
kegunaan dan bagaimana perawatan peralatan tersebut serta pemahaman
tentang komponen — komponen yang ada dalam sistem jaringan tehnology
tersebut sehingga jika ada kendala terkait dengan komponen yang ada,
segera dapat ditindak lanjuti untuk perbaikan. Seringkali Tehnology Informasi

yang dipakai menjadi barang yang rongsok oleh karena sumber daya
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manusianya tidak memiliki pengetahuan untuk melakukan perbaikan.
Disamping itu beberapa peralatan yang ada belum terintegrasi dengan baik
satu dengan yang lain. Selain itu perlu adanya pembinaan mental dan rohani
terkait dengan pembentukan sikap dan perilaku anggota dalam

menggunakan tehnology informasi dengan baik.
4. Kesimpulan

Dari uraian bagaimana dampak positif dan negatif dari Tehnology
Informasi serta pemanfaatannya dalam organisasi militer, diatas maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

a. Dampak positif Tehnologi Informasi terhadap soliditas TNI
antara lain :
1) Efektif dalam pengolahan data dan penyampaian
informasi yang akurat yang dapat mendukung kegiatan militer.
2) Efisien dalam penyampaian informasi dari segi waktu
dan biaya, dan jangkauan penerima lebih besar, termasuk

didalamnya pengendalian anggota

b. Sedangkan dampak negatif dari Tehnology Informasi antara lain
1) menjauhkan rasa kebersamaan antar anggota,
menghilangkan kepedulian terhadap sekitar yang terlihat
dengan mata secara langsung, Membawa anggota kehilangan
empaty kepada sesamanya. Merubah pola pikir dan
kepercayaan (respect) anggota terhadap pemimpin.

2) Hilangnya doktrinasi yang merupakan suatu keyakinan
yang dimiliki anggota untuk tetap loyal kepada pemimpin.
3) Rusaknya mentalitas dan moralitas terkontaminasi oleh

informasi — informasi yang diterima secara masif oleh anggota
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tanpa ada konfirmasi dari pimpinan yang akan berdampak pada
keamanan data ataupun informasi rahasia.

4) Rentannya kesehatan anggota oleh karena penggunaan
tehnologi yang digunakan secara terus menerus dan tidak
terbentuknya postur tubuh yang diharapkan oleh karena

pemanfaatn tehnologi cenderung mengurangi gerak tubuh.

C. Kebijakan yang dapat dilakukan pemimpin guna mengatisipasi
hal tersebut antara lain :
1) Memberikan kesempatan yang seluas — luasnya untuk
anggota dalam mempergunakan Tehnology Informasi yang ada
untuk kegiatan manajemen oragnisasi, namun dengan tetap
memperhatikan unsur — unsur nasionalisme dan kebangsaan.
2) Mengembangkan kemampuan anggota di bidang
Tehnology Informasi untuk memiliki kemampuan membangun
jaringan informasi yang tersusun dan terdata dengan benar
guna pengembangan strategi pertahanan militer
3) Menjadikan Tehnology Informasi yang ada untuk
pengembangan motivasi dan kesatuan serta persatuan antar
anggota .
4) Menjadikan Tehnology Informasi menjadi alat komando

dan pengendalian serta komunikasi dalam kegiatan organisasi.
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